
SALINAN

BUPATI LAMONGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 52 TAHUN 2023 

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi
laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar 
periode dan antar entitas, diperlukan pedoman 
berupa kebijakan akuntansi untuk penyusunan 
laporan keuangan entitas akuntasi dan entitas 
pelaporan guna menerapkan sistem akuntansi 
pemerintah berbasis akrual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 166 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Lamongan tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);

2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679):

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, 

adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut.
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6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjabawan, dan pengawasan keuangan 
daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.

8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian 
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 
adalah konsep dasar penyusunan dan 
pengembangan Standar Akuntansi pemerintahan, 
dan merupakan acuan bagi Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan 
keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan 
keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu 
masalah yang belum diatur dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan.

10. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya 
disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah.

11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian 
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, 
dan elemen lain untuk tewujudkan fungsi akuntansi 
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman 
dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah.

13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar.

14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas 
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum 
daerah.
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16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah 
daerah yang melaksanakan urusan pemerintah 
daerah.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas.

19. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya 
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, 
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan 
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 
yang bersangkutan.

20. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang 
untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam 
laporan keuangan.

21. Pengungkapan adalah penyajian informasi secara 
lengkap dalam laporan keuangan yang dibutuhkan 
oleh pengguna.

22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan 
pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan.

23. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan.

24. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu 
laporan keuangan yang merupakan gabungan 
keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan 
tunggal.



- 5-

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi di bangun atas dasar kerangka 
konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah 
yang mengacu pada kerangka konseptual standar 
akuntansi pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, 
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, 
pembiayaan, pendapatan laporan operasional, dan 
beban serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan 
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka 
meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik 
terhadap anggaran antar periode maupun antar 
entitas akuntansi.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Kebijakan akuntansi disusun dengan 
sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : KEBIJAKAN PELAPORAN

KEUANGAN.
- memuat komponen laporan 

keuangan dan keterbatasan 
laporan keuangan.

b. BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI
TERKAIT AKUN.

memuat Kebijakan Akuntansi 
Kas dan Setara Kas, Piutang, 
Investasi, Persediaan, Aset 
Tetap, Dana Cadangan, Aset 
Lainnya, Kewajiban, Ekuitas, 
Pendapatan, Beban, Belanja, 
dan Transfer, Pembiayaan, 
SiLPA / SiKPA / SAL, dan
Transaksi Transitoris.
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c. BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, DAN PERISTIWA
LUAR BIASA.
- memuat Kebijakan Akuntansi

Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar 
Biasa.

d. BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI DI
BLUD

memuat Kebijakan Akuntansi 
Pendapatan-LRA, Belanja, 
Pembiayaan, Pendapatan-LO, 
Beban, Kas dan Setara Kas, 
Investasi, Penggabungan
Laporan Keuangan BLUD ke 
dalam Laporan Keuangan 
Entitas Akuntansi/Entitas 
Pelaporan, dan Penghentian 
Satuan Kerja BLUD menjadi 
Satuan Keija Biasa.

e. BAB V : PERJANJIAN KONSESI JASA
ATAU PEMBERI KONSESI.
- memuat Definisi, Pengukuran, 

Pengakuan, Penyajian, dan 
Pengungkapan.

f. BAB VI : KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DAERAH YANG
TIDAK MELALU REKENING KAS
UMUM DAERAH.
- memuat Definisi, Pengukuran, 

Pengakuan, Penyajian dan 
Pengungkapan.

g. BAB VII : KEBIJAKAN MASA MANFAAT
ASET TETAP.
- memuat Tabel Masa Manfaat.

h. BAB VIII : KEBIJAKAN PENAMBAHAN
MASA MANFAAT ASET TETAP.
- memuat Tabel Penambahan 

Masa Manfaat.
(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI LAMONGAN, 
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19710615 200312 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
LAMONGAN

AKUNTANSI
KABUPATEN

BAB I
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :
1. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang 
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan 
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan 
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA 
menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan 
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 
PD/SKPKD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. 
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya 
ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 
anggaran Pemerintah Daerah. LRA menggunakan basis kas dalam 
pencatatannya.

3. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan 
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping 
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi 
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang 
merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. 
Berbeda dengan LRA, LO menggunakan basis akrual dalam 
pencatatannya.

4. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan 
informasi penerimaan, pengeluaran, dan perubahan kas dan setara 
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
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aktivitas operasi, investasi, pendanaan, aset non keuangan dan non 
anggaran.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan 
sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada 
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan 
secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut 
Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa 
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi 
Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran 
Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi 
penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan 
dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, 
dan LPE. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam 
memahamidan membandingkannya dengan laporan keuangan 
entitas lainnya, CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan 
susunan sebagai berikut:
a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 

regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah 
APBD Kabupaten Lamongan, berikut kendala dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian target;

b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang 
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan 
basis kas;

e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan.

f. daftar dan schedule.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang 
diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan- 
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar 
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau 
komitmen-komitmen lainnya.
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Dari ke tujuh laporan keuangan di atas, berikut akan dijelaskan 
laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing entitas yang 
ada di Pemerintah Daerah beserta dengan contoh laporan keuangan 
tersebut.

1. Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh masing-masing PD yang 
ada di Pemerintah Daerah adalah:

a. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
NERACA 
SKPD...

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

U R A I A N Catatan 20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Penerimaan X X X X X X X X X

Kas di Bendahara Pengeluaran X X X X X X X X X

KasdiBLUD X X X X X X X X X

Kas Dana BOS X X X X X X X X X

Kas Dana Kapitasi pada FKTP X X X X X X X X X

Kas Lainnya X X X X X X X X X

Setara Kas X X X X X X X X X

Investasi Jangka Pendek 
Piutang

Piutang Pajak Daerah X X X X X X X X X

Piutang Retribusi Daerah X X X X X X X X X

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan X X X X X X

Piutang Lain-lain PAD yang Sah X X X X X X

Uang Muka X X X X X X

Penyisihan Piutang Pendapatan X X X X X X X X X

Beban Dibayar Dimuka X X X X X X

Persediaan X X X X X X X X X

JUMLAH ASET LANCAR X X X X X X X X X

ASET TETAP
Tanah X X X X X X X X X

Peralatan dan Mesin X X X X X X X X X

Gedung dan Bangunan X X X X X X X X X

Jalan, Irigasi, dan Jaringan X X X X X X X X X

Aset Tetap Lainnya X X X X X X X X X

Konstruksi dalam Pengerjaan X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan X X X X X X X X X

JUMLAH ASET TETAP X X X X X X X X X

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran X X X X X X

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah X X X X X X X X X

Kemitraan dengan Pihak Ketiga X X X X X X X X X

Aset Tidak Berwujud X X X X X X X X X

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud X X X X X X X X X

Aset Lain-lain X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya X X X X X X X X X

JUMLAH ASET LAINNYA X X X X X X X X X

PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi X X X X X X X X X

JUMLAH PROPERTI INVESTASI X X X X X X X X X

JUMLAH ASET X X X X X X X X X

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) X X X X X X

Utang Bunga X X X X X X

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang X X X X X X
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U R A I A N Catatan 20X1 20X0

Pendapatan Diterima Dimuka X X X X X X X X X

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga X X X X X X X X X

Utang Transfer X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK X X X X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN X X X X X X X X X

EKUITAS
EKUITAS X X X X X X X X X

JUMLAH EKUITAS X X X X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS X X X X X X

b. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
SKPD. .

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian Catatan
Anggaran Realisasi

%
Realisasi

20X1 20X1 20X0
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Retribusi 
Daerah

XXX XXX XXX XXX XXX

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN 
ASLI DAERAH XXX XXX XXX XXX XXX

BELANJA

BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Subsidi XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA 
OPERASI

XXX
XXX XXX XXX XXX

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Aset Tetap 
Lainnya

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BELANJA 
MODAL XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XXX XXX

SURFLUS DAN DEFISIT XXX XXX XXX XXX XXX
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c. Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
LAPORAN OPERASIONAL 

SKPD...
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

U R A I A N Catatan 20X1 20X0 Kenaikan/
Penurunan %

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yangDipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN ASLI 
DAERAH

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX XXX

BEBAN

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
Beban Penyisihan Piutang XXX XXX XXX XXX
Beban Penyusutan dan Am ortisasi XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BEBAN OPERASI XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar XXX XXX XXX XXX XXX

Surplus Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang

XXX XXX XXX XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar XXX XXX XXX XXX XXX
Defisit Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI 
KEGIATAN NON OPERASIONAL

XXX XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS 
LUAR BIASA (54 + 62)

XXX XXX XXX XXX

POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX

POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX XXX XXX

d. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
SKPD...

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX
RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD XXX XXX
RK KONSOLIDASI ASET XXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

XXX XXX XXX

Koreksi Nilai Piutang Pajak XXX XXX
Koreksi Nilai Amortisasi XXX XXX
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Uraian Catatan 20X1 20X0
Koreksi Pembukuan Rekening Ekuitas XXX XXX
TahunSebelumnya
Koreksi Nilai Persediaan Barang Pakai Habis XXX XXX
Koreksi Penyisihan Piutang XXX XXX

Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya XXX XXX

Koreksi Penyisihan Dana Bergulir XXX XXX
Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Koreksi Utang Belanja XXX XXX

Koreksi Penyertaan Modal XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap XXX XXX

Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap XXX XXX

EKUITAS AKHIR XXX XXX

e. CaLK
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian 

Target yang telah ditetapkan
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan 

Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-
KEUANGAN SKPD
BAB V PENUTUP

2. Laporan Keuangan SKPKD
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPKD adalah:
a. Neraca

NERACA
SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

U R A I A N Catatan 20X1 20X0

ASET

ASET LANCAR
Kas dan Bank
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U R A I A N Catatan 20X1 20X0

Kas di Kas Daerah X X X X X X X X X

Kas di Bendahara Penerimaan X X X X X X X X X

Kas di Bendahara Pengeluaran X X X X X X X X X

Kas di BLUD X X X X X X X X X

Kas Lainnya X X X X X X X X X

Setara Kas X X X X X X X X X

Investasi Jangka Pendek 
Piutang

Piutang Pajak Daerah X X X X X X X X X

Piutang Retribusi Daerah X X X
X X X X X X

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan X X X X X X

Piutang Lain-lain PAD yang Sah X X X X X X

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan X X X
X X X X X X

Piutang Transfer Antar Daerah X X X X X X

Piutang Lainnya X X X X X X X X X

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang X X X
X X X X X X

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang X X X X X X

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran X X X X X X

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
X X X

X X X X X X

Uang Muka X X X X X X

Penyisihan Piutang Pendapatan X X X X X X X X X

Beban Dibayar Dimuka X X X X X X

Persediaan X X X X X X X X X

JUMLAH ASET LANCAR X X X X X X X X X

INVESTASI JANGKA PANJANG 
Investasi Nonpermanen

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen X X X X X X

Investasi dalam Obligasi X X X X X X

Investasi dalam Proyek Pembangunan X X X X X X

Dana Bergulir X X X X X X X X X

Deposito Jangka Panjang X X X X X X

Investasi Permanen X X X X X X

Penyertaan Modal daerah X X X X X X X X X

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG X X X X X X X X X

ASET TETAP
Tanah X X X X X X X X X

Peralatan dan Mesin X X X X X X X X X

Gedung dan Bangunan X X X X X X X X X

Jalan, Irigasi, dan Jaringan X X X X X X X X X

Aset Tetap Lainnya X X X X X X X X X

Konstruksi dalam Pengerjaan X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan X X X X X X X X X

JUMLAH ASET TETAP X X X X X X X X X

DANA CADANGAN
Dana Cadangan X X X X X X X X X

JUMLAH DANA CADANGAN X X X X X X X X X

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran X X X X X X

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah X X X X X X X X X

Kemitraan dengan Pihak Ketiga X X X X X X X X X

Aset Tidak Berwujud X X X X X X X X X

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud X X X X X X X X X

Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

X X X
X X X X X X

Dana Transfer Tresury Deposit Facility (TDF) X X X X X X X X X

JUMLAH ASET LAINNYA X X X X X X X X X

PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi X X X X X X X X X

Akumulasi Penysuutan Properti Investasi X X X X X X X X X

JUMLAH PROPERTI INVESTASI X X X X X X X X X

JUMLAH ASET X X X X X X X X X

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) X X X X X X

Utang Bunga X X X X X X

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang X X X X X X

Pendapatan Diterima Dimuka X X X X X X X X X

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga X X X X X X X X X

Utang Transfer X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK X X X X X X X X X

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
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U R A I A N Catatan 20X1 20X0

Utang Dalam Negeri X X X X X X

Utang Jangka Panjang Lainnya X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN X X X X X X X X X

EKUITAS
EKUITAS X X X X X X X X X

JUMLAH EKUITAS X X X X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS X X X X X X

b. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian Catatan
Anggaran

20X1
Realisasi

20X1
%

Realisasi
20X0

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
Sah

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN ASLI 
DAERAH XXX XXX XXX XXX XXX

PENDAPATAN TRANSFER 
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- 
DANA PERIMBANGAN 
Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber 
Daya Alam

XXX XXX XXX XXX XXX

Dana Alokasi Umum XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Alokasi Khusus XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 
DANA PERIMBANGAN XXX XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- 
LAINNYA
Dana Otonomi Khusus dan Dana 
Tambahan Infrastruktur

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
PUSAT-LAINNYA XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
PROPINSI XXX XXX XXX XXX

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 
Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX XXX
Lain-lain Pendapatan XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN 
YANG SAH

XXX
XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX XXX

BELANJA

BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Subsidi XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA OPERASI XXX XXX XXX XXX XXX

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA MODAL XXX XXX XXX XXX XXX
BELANJA TIDAK TERDUGA 
Belanja Tidak Terduga XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XXX XXX
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Uraian Catatan
Anggaran Realisasi

%
Realisasi

20X1 20X1 20X0

BELANJA TRANSFER 
BELANJA BAGI HASIL 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL XXX XXX XXX XXX

BELANJA BANTUAN KEUANGAN 
Belanja Bantuan Keuangan antar 
Daerah Provinsi

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan antar 
Daerah Kabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan Daerah 
Provinsi ke Kabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan 
Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Transfer Dana Otonomi 
Khusus Provinsi kepada 
Kabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER BANTUAN 
KEUANGAN XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX
SURPLUS DAN DEFISIT XXX XXX XXX XXX

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA)

XXX XXX XXX XXX XXX

Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XXX XXX XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yangDipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Penerimaan Pinjaman Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Kembali Pemberian 
PinjamanDaerah

XXX XXX XXX XXX XXX

Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang- 
Undangan

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN XXX XXX XXX XXX XXX

PENGELUARAN DAERAH 
Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XXX XXX XXX
Penyertaan Modal Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Cicilan Pokok Utang 
yang JatuhTempo

XXX XXX XXX XXX XXX

Pemberian Pinjaman Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 
sesuaidengan Ketentuan Peraturan 
Perundang- 
Undangan

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAHPENGELUARAN
PEMBIAYAAN XXX XXX XXX XXX XXX

PEMBIAYAAN NETO XXX XXX XXX XXX XXX
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA)

XXX XXX XXX XXX XXX

c. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL 
SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

U R A I A N Catatan 20X1 20X0 Kenaikan/
Penurunan %

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan XXX XXX XXX XXX XXX
Daerah yangDipisahkan
Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN ASLI XXX XXX XXX XXX XXX
DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Bagi Hasil Sum ber Daya XXX XXX XXX XXX XXX
Alam
Dana A lokasi Umum XXX XXX XXX XXX XXX
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Dana A lokasi Khusus XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
PUSAT - DANA PERIMBANGAN

XXX XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -  
LAIBINYA

Dana Penyesuaian XXX XXX XXX XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
P U §A T-LA IN N Y A

XXX XXX XXX XXX

TR/WJSFER PEMERINTAH DAERAH 
LAINNYA

gendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX
Daerah
iBantuan Keuangan Umum dari 
p e m e ri ntahProvinsi

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
DAERAH LAINNYA

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH

Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
Lain-lain Pendapatan Sesuai 
dengan
Ketentuan Peraturan Perundang

XXX XXX XXX XXX XXX

1 tJndangan
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX XXX
B E fA N
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX XXX
geban Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Seban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
Beban Penyisihan Piutang XXX XXX XXX XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BEBAN OPERASI XXX XXX XXX XXX XXX
BEBAN TRANSFER

rJSeban Bagi Hasil Pajak Daerah 
^-Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX

Kabupaten/Kota Kepada 
M^emerintah Desa

Beban Bantuan Keuangan antar 
Ibae rahP rov ins i

XXX XXX XXX XXX

Beban Transfer Bantuan Keuangan 
T le  Desa

XXX XXX XXX XXX

Beban Bantuan Keuangan antar XXX XXX XXX XXX
tpaerahK abupa ten /K o ta  

Beban Bantuan Keuangan Daerah 
f f r o v in s i  keKabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX

Beban Bantuan Keuangan 
l£a b upa ten /K o ta  keDaerah Provinsi

XXX XXX XXX XXX

Beban Bantuan Keuangan Daerah
gProvinsiatau Kabupaten/Kota ke XXX XXX XXX XXX

Desa

^feeban Transfer Dana Otonomi XXX XXX XXX XXX
Khusus Provinsikepada 
Kabupaten/Kota

■^eban Tak Terduga 
i -

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BEBAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL

j-Surplus Penjualan Aset Non Lancar 
LSurplus Penyelesaian Kewajiban

XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX

J a n g k a  Panjang
“TJefisit Penjualan Aset Non Lancar XXX XXX XXX XXX XXX

Defisit Penyelesaian Kewajiban 
S jangka  Panjang

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI 
KEGIATAN NON OPERASIONAL

XXX XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS 
LUAR BIASA

XXX XXX XXX XXX

POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX

POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX XXX XXX
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d. Laporan Pembahan Ekuitas

LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS 

SKPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

Uraian Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX
RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD XXX XXX
RK KONSOLIDASI ASET XXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN XXX XXX XXX
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Piutang Pajak XXX XXX
Koreksi Nilai Amortisasi XXX XXX

Koreksi Pembukuan Rekening Ekuitas XXX XXX
TahunSebelumnya
Koreksi Nilai Persediaan Barang Pakai Habis XXX XXX
Koreksi Penyisihan Piutang XXX XXX

Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya XXX XXX

Koreksi Penyisihan Dana Bergulir XXX XXX
Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Koreksi Utang Belanja XXX XXX

Koreksi Penyertaan Modal XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap XXX XXX
Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap XXX XXX

EKUITAS AKHIR XXX XXX

e. CaLK
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah 
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPKD
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian 

Target yang telah ditetapkan
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPKD
3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Angaran (LRA)
3.2 Penjelasan Pos-Pos Nearaca
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
3.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON- 

KEUANGAN SKPKD
BAB V PENUTUP
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3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah adalah:
a. Neraca

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0

ASET
ASET LANCAR 

Kas dan Bank
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 
Kas Lainnya 
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek 
Piutang

Piutang Pajak Daerah 
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan
Piutang Transfer Antar Daerah 
Piutang Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Uang Muka
Penyisihan Piutang Pendapatan 
Beban Dibayar Dimuka 
Persediaan

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

JUMLAH ASET LANCAR X X X X X X X X X

INVESTASI JANGKA PANJANG 
Investasi Nonpermanen

Investasi Jangka Panjang Nonpermanen X X X X X X

Investasi dalam Obligasi X X X X X X

Investasi dalam Proyek Pembangunan X X X X X X

Dana Bergulir X X X X X X X X X

Deposito Jangka Panjang X X X X X X

Investasi Permanen X X X X X X

Penyertaan Modal daerah X X X X X X X X X

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG X X X X X X X X X

ASET TETAP
Tanah X X X X X X X X X

Peralatan dan Mesin X X X X X X X X X

Gedung dan Bangunan X X X X X X X X X

Jalan, Irigasi, dan Jaringan X X X X X X X X X

Aset Tetap Lainnya X X X X X X X X X

Konstruksi dalam Pengerjaan X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan X X X X X X X X X

JUMLAH ASET TETAP X X X X X X X X X

DANA CADANGAN
Dana Cadangan X X X X X X X X X

JUMLAH DANA CADANGAN X X X X X X X X X

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran X X X X X X

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah X X X X X X X X X

Kemitraan dengan Pihak Ketiga X X X X X X X X X

Aset Tidak Berwujud X X X X X X X X X

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud X X X X X X X X X

Aset Lain-lain X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Xxx X X X X X X
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URAIAN Catatan 20X1 20X0
Dana Transfer Tresuri Deposit Facility (TDF) X X X

JUMLAH ASET LAINNYA X X X X X X X X X

PROPERTI INVESTASI
Properti Investasi X X X X X X X X X

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi X X X X X X X X X

JUMLAH PROPERTI INVESTASI X X X X X X X X X

JUMLAH ASET X X X X X X X X X

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) X X X X X X

X X X X X XUtang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang X X X X X X

Pendapatan Diterima Dimuka X X X X X X X X X

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga X X X X X X X X X

Utang Transfer X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK X X X X X X X X X

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri X X X X X X

Utang Jangka Panjang Lainnya X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN X X X X X X X X X

EKUITAS
EKUITAS X X X X X X X X X

JUMLAH EKUITAS X X X X X X X X X

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS X X X X X X

b. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

Uraian Catatan
Anggaran Realisasi

%
Realisasi

20X1 20X1 20X0
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN ASLI 
DAERAH XXX XXX XXX XXX XXX

PENDAPATAN TRANSFER 
TRANSFER PEMERINTAH 
PUSAT-DANA PERIMBANGAN 
Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Bagi Hasil Bukan 
Pajak/Sumber Daya Alam

XXX XXX XXX XXX XXX

Dana Alokasi Umum XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Alokasi Khusus XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN 
TRANSFER DANA 
PERIMBANGAN

XXX XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH 
PUSAT-LAINNYA 
Dana Otonomi Khusus dan Dana 
Tambahan Infrastruktur

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER 
PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH 
PROPINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER 
PEMERINTAH PROPINSI XXX XXX XXX XXX

TOTAL PENDAPATAN 
TRANSFER

XXX XXX XXX XXX

LAIN-LAIN PENDAPATAN 
YANG SAH 
Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
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Uraian Catatan
Anggaran Realisasi

%
Realisasi

20X020X1 20X1
Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX XXX
Lain-lain Pendapatan XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH LAIN-LAIN 
PENDAPATAN YANG SAH

XXX
XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX XXX

BELANJA

BELANJA OPERASI 
Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Subsidi XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA OPERASI XXX XXX XXX XXX XXX

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA MODAL XXX XXX XXX XXX XXX
BELANJA TIDAK TERDUGA 
Belanja Tidak Terduga XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA TIDAK 
TERDUGA XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XXX XXX

BELANJA TRANSFER 
BELANJA BAGI HASIL
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Bagi Hasil Retribusi 
Daerah

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL XXX XXX XXX XXX

BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN
Belanja Bantuan Keuangan antar 
DaeFah Provinsi

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan antar 
Daerah Kabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan 
Daerah Provinsi ke

XXX XXX XXX XXX XXX

Kabupaten/Kota 
Belanja Bantuan Keuangan 
Kabupaten/Kota ke Daerah 
Provinsi

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Bantuan Keuangan 
Daerah Kabupaten/Kota kepada 
Desa

XXX XXX XXX XXX XXX

Belanja Transfer Dana Otonomi 
Khusus Provinsi kepada 
Kabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER BANTUAN 
KEUANGAN XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH BELANJA DAN 
TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX

SURPLUS DAN DEFISIT XXX XXX XXX XXX

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran (SILPA)

XXX XXX XXX XXX XXX

Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XXX XXX XXX
Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah yangDipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Penerimaan Pinjaman Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Kembali Pemberian 
PinjamanDaerah

XXX XXX XXX XXX XXX

Penerimaan Pembiayaan 
Lainnya Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN XXX XXX XXX XXX XXX

PENGELUARAN DAERAH 
Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XXX XXX XXX
Penyertaan Modal Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
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Uraian Catatan
Anggaran

20X1
Realisasi

20X1
%

Realisasi
20X0

Pembayaran Cicilan Pokok XXX XXX XXX XXX XXX
Utang yang JatuhTempo 
Pemberian Pinjaman Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan 
Lainnya sesuaidengan 
Ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAHPENGELUARAN
PEMBIAYAAN XXX XXX XXX XXX XXX

PEMBIAYAAN NETO XXX XXX XXX XXX XXX
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA)

XXX XXX XXX XXX XXX

c. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

U R A I A N Catatan 20X1 20X0 Kenaikan/
Penurunan %

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX XXX
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yangDipisahkan

XXX XXX XXX XXX XXX

Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN ASLI 
DAERAH

XXX XXX XXX XXX XXX

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 
DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XXX XXX XXX
Dana A lokasi Umum XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Alokasi Khusus XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
PUSAT - DANA PERIMBANGAN

XXX XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -  
LAINNYA

Dana Penyesuaian XXX XXX XXX XXX
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
PU SAT-LA IN NY A

XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 
LAINNYA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 
Daerah

XXX XXX XXX XXX XXX

Bantuan Keuangan Umum dari 
Pem erintahProvinsi

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH 
DAERAH LAINNYA

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH

Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH

XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX XXX

BEBAN

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Bunga XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Subsidi XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Hibah XXX XXX XXX XXX XXX
Beban Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX
Beban Penyisihan Piutang XXX XXX XXX XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BEBAN OPERASI XXX XXX XXX XXX XXX

BEBAN TRANSFER
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U R A I A N Catatan 20X1 20X0 Kenaikan/
Penurunan %

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX XXX

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah 
Desa

XXX XXX XXX XXX

Beban Bantuan Keuangan antar 
DaerahProvinsi

XXX XXX XXX XXX

Beban Transfer Bantuan Keuangan 
ke Desa

XXX XXX XXX XXX

Beban Bantuan Keuangan antar XXX XXX XXX XXX
DaerahKabupaten/Kota
Beban Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi keKabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX

Beban Bantuan Keuangan 
Kabupaten/Kota keDaerah Provinsi 
Beban Bantuan Keuangan Daerah

XXX XXX XXX XXX

Provinsiatau Kabupaten/Kota ke 
Desa

XXX XXX XXX XXX

Beban Transfer Dana Otonomi 
Khusus Provinsikepada 
Kabupaten/Kota

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX
Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX XXX

JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar XXX XXX XXX XXX XXX

Surplus Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang

XXX XXX XXX XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar XXX XXX XXX XXX XXX
Defisit Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang

XXX XXX XXX XXX

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI 
KEGIATAN NON OPERASIONAL

XXX XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS 
LUAR BIASA

XXX XXX XXX XXX

POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX

POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX XXX XXX

d. Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

Uraian Catatan 20X1 20X0

EKUITAS AWAL XXX XXX XXX

SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX
RK KONSOLIDASI KASDA DAN SKPD XXX XXX
RK KONSOLIDASI ASET XXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

XXX XXX XXX

Koreksi Nilai Piutang Pajak XXX XXX
Koreksi Nilai Amortisasi XXX XXX
Koreksi Nilai Persediaan Barang Pakai Habis XXX XXX
Koreksi Penyisihan Piutang XXX XXX

Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya XXX XXX

Koreksi Penyisihan Dana Bergulir XXX XXX
Koreksi Akumulasi Aset Tidak Berwujud XXX XXX
Koreksi Utang Belanja XXX XXX
Koreksi Penyertaan Modal XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap XXX XXX
Penyesuaian Nilai Penyusutan Aset Tetap XXX XXX

EKUITAS AKHIR XXX XXX
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e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

Uraian Catatan 2019 2018
Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX XXX

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan 
Tahun Berjalan XXX XXX XXX

Subtotal XXX XXX

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA)

XXX XXX XXX

Subtotal XXX XXX

Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+ 5 ) XXX XXX XXX

f. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam Rupiah)

U R A I A N Catatan 20X1 20X0

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas

Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX XXX

Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX XXX

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah XXX XXX XXX

Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XXX

Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX XXX

Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX XXX

Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX

Penerimaan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX

Penerimaan Hibah XXX XXX XXX

Penerimaan Lainnya XXX XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai XXX XXX XXX

Pembayaran Barang XXX XXX XXX

XXX XXX

Pembayaran Bunga
XXX XXX

Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah XXX XXX XXX

Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX XXX

XXX XXX

Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX XXX

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX XXX

Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa XXX XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Masuk Kas

Pencarian Dana Cadangan XXX XXX
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U R A I A N Catatan 20X1 20X0

Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX

Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX

Penjualan Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX

Penjualan Aset Lainnya XXX XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX

Perolehan Tanah XXX XXX XXX

Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX

Perolehan Gedung dan Banqunan XXX XXX XXX

Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX

Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX

Penyertaan Modal Pemerintah daerah XXX XXX XXX

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen XXX XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX XXX

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas

Penerimaan Kembali Piutang (Dana Revolving) XXX XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri XXX XXX

Pemberian Piniaman Kepada Perusahaan Daerah XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Jumlah Arus Kas Bersih dari AktivitasPendanaan XXX XXX XXX

Arus Kasdari Aktivitas Transitoris XXX

Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX XXX

Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu XXX XXX

Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu XXX XXX

Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX

Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) XXX XXX XXX

Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu XXX XXX

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu XXX XXX

Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris XXX XXX XXX

Kenaikan/Penurunan Kas XXX XXX XXX

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Bendahara XXX XXX XXX

Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan Bendahara XXX XXX XXX

Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya XXX XXX XXX

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX XXX

Saldo Akhir Kas XXX XXX XXX

g. CaLK
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah
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BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah daerah
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH
5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
5.2 Penjelasan pos-pos Neraca
5.3 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
5.4 Penjelasan pos-posLaporan Arus Kas (LAK)
5.5 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON- 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
BAB VII PENUTUP

4. Keterbatasan Laporan Keuangan
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata 
didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan 
keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki 
keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas 

transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa 
dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan 
nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari 
aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau 
pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai 
perolehan aset dibandingkan pada periode sebelumnya.

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi 
pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan
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oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi 
semata-mata dari laporan keuangan saja.

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan 
taksiran.

4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang 

artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak 
pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif 
yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang 
paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa 
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan 
hanya bentuk hukumnya (formalitas).

7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat 
digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran 
sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah daerah



- 21 -

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

A. Kas dan Setara Kas
1. Definisi

Kas Pemerintah Daerah adalah kas yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari 
Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di 
Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada 
FKTP, Kas Dana BOSP dan Kas Lainnya. Saldo simpanan di bank 
yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau 
rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan 
untuk melakukan pembayaran. Termasuk dalam kategori kas 
adalah setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid 
yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo 
yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal 
perolehannya.
Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan 
di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah. Kas pemerintah 
daerah tersebut terdiri dari:
a. Saldo rekening kas daerah, yaitu setiap saldo rekening pada 

bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah daerah;

b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) dan 
Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara 
umum daerah;

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab 
selain bendahara umum daerah terdiri dari:
a. Kas di Bendahara Penerimaan
b. Kas di Bendahara Pengeluaran
c. Kas di BLUD
d. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
e. Kas Dana BOSP
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada 
di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya 
berasal dari pelaksanaan anggaran pendapatan PD. Saldo kas ini 
mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah 
diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak 
yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara 
Penerimaan yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus 
mencerminkan kas yang sebenarnya sesuai pada tanggal neraca. 
Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi menjadi 
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 
Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib 
menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat)
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jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan 
yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi 
tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal 
dari UP/GU/TU yang belum disetor ke kas daerah per tanggal 
neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo 
rekening Bendahara Pengeluaran termasuk di dalamnya kas yang 
berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan.
Kas di BLUD mencakup seluruh kas, yang berada di bawah 
tanggung jawab bendahara BLUD. yang sumbernya berasal dari 
pelaksanaan fungsi BLUD.
Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas yang berada 
dibawah tanggung jawab Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional 
Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang 
sumbernya berasal dari pemerintah pusat.
Kas Dana BOSP mencakup seluruh kas yang berada dibawah 
tanggungjawab Bendahara Dana BOS dan Bendahara Dana BOP 
pada satuan pendidikan.
Kas Lainnya mencakup seluruh kas yang tidak masuk dalam kas di 
Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara 
Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas 
Dana BOSP.

2. Pengakuan
Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas 
yaitu ketika kas diterima pada Rekening Kas Umum 
Daerah/Rekening Bendahara dan pada saat dikeluarkan oleh 
Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara. Untuk kas yang 
tidak melalui RKUD seperti Kas Dana BLUD, Kas Dana Kapitasi 
pada FKTP diakui berdasarkan dokumen pengesahan oleh BUD.

3. Pengukuran
Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai 
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi 
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada 
tanggal neraca.

4. Pengungkapan
Penyajian kas dan setara kas di neraca dan laporan arus kas harus 
menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan 
menunjukkan asal usul kas.
Selanjutkan informasi terkait pengungkapan kas dan setara kas 
dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam CaLK. Beberapa 
hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain:
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a. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang 
dimiliki dan dikuasai pemerintah;

b. Pengungkapan informasi penting lainnya terutama yang 
mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.

B. Piutang
1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 
sah.Piutang Pemerintah Daerah di klasifikasikan menjadi dua yaitu:
a. Piutang Jangka Pendek; dan
b. Piutang Jangka Panjang.
Namun, dalam kebijakan ini, piutang yang dibicarakan adalah 
Piutang Jangka Pendek, yaitu jenis piutang yang diharapkan 
diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal pelaporan. Sedangkan, Piutang Jangka Panjang, yaitu 
jenis piutang yang diharapkan pengembaliannya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal pelaporan dimasukkan ke Aset 
Lainnya.

2. Pengakuan
Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului 
dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi 
piutang tersebut.
Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :
a. telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau;
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan 

penagihan.

Adapun klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:
2.1 Piutang Pajak Daerah

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self 
assessment, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak 
terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai 
ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan 
melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP 
ke instansi terkait.
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Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang 
bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi 
sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan 
Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya 
piutang pajak pada pemerintah menurut ketentuan yang 
mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat 
tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan 
atau surat pemberitahuan untuk tahun pajak tahun 2007 dan 
tahun sebelumnya sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan 
seterusnya pengakuan piutang dapat dilakukan apabila tidak 
ada keberatan dari Wajib Pajak.
Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk 
diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar 
dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian 
maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. 
Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus 
didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu 
pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya. 
Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN 
maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki 
piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas 
piutang tersebut.

2.2 Piutang Retribusi Daerah
Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah 
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
namun belum diterima pembayarannya yang dituangkan dalam 
bentuk SKRD.
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal 
laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, 
maka akan diterbitkan STRD.
STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar 
nilai yang tercantum dalam STRD.

2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
diakui berdasarkan perhitungan hasil investasi yang 
merupakan bagian pemerintah yang dituangkan dalam risalah 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh 
notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa 
Pemilik Modal (KPM) untuk hasil investasi dari Perumda yang
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sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan 
pembayaran.

2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan 
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian 
Pemerintah Daerah yang belum dibayar yang tertuang dalam 
dokumen tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

2.5 Piutang Transfer
Piutang Transfer jika sudah ada pengakuan terjadi kurang 
salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Provinsi) yang dapat berupa Peraturan Menteri atau Peraturan 
Gubernur.

2.6 Piutang Lainnya
Piutang Lainnya diakui sebagai hasil realisasi piutang di luar 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar 
Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan 
Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan 
Piutang Pajak.

2.7 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang/ Pinjaman Jangka 
Panjang/ Penjualan Angsuran/ Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah
Bagian lancar tagihan adalah piutang-piutang jangka panjang 
yang sebelumnya tercatat pada aset lainnya karena jatuh 
temponya sudah dibawah satu tahun maka harus 
direklasifikasi ke piutang jangka pendek pada aset lancar.

2.8 Uang Muka
Uang muka diakui pada saat uang masuk ke kas daerah.

3. Pengukuran
Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang 
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat 
ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat 
sebagai Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai 
rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo 
piutang pajak dapat diperoleh dari SKPD yang menerbitkan surat 
ketetapan pajak.
Piutang retribusi diukur sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD 
yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
dicatat sebesar nilai yang dituangkan dalam risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan oleh notaris untuk hasil 
investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk 
hasil investasi dari Perumda yang sampai dengan tanggal pelaporan 
belum dilakukan pembayaran.
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Piutang lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar jumlah pendapatan 
yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah 
yang belum dibayar yang tertuang dalam dokumen 
tagihan/ketetapan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.
Piutang Transfer dicatat sebesar nilai kurang salur transfer dari 
pemberi (Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi).
Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai 
rupiah piutang yang belum dilunasi.
Bagian lancar tagihan diukur sebesar nilai tagihan pada saat jatuh 
tempo pembayaran di bawah satu tahun sesuai yang tertera di 
kontrak perjanjian.
Uang Muka diukur sebesar nilai uang yang masuk ke kas daerah.

4. Penyisihan Piutang
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama 
dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). 
Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat 
direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) 
yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari 
akun piutang.
Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (net realizable 
value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan 
mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan 
upaya penagihan.
Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban 
pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang 
diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Persentase penyisihan piutang berdasarkan kualitas piutang adalah 
sebagai berikut:

Kualitas Piutang
Persentase
Penyisihan

Lancar 0,5%
Kurang Lancar 10%
Diragukan 50%
Macet 100%

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah adalah sebagai 
berikut:
a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 

(satu) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) 

sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.
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c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai 
dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) 
tahun sejak tanggal pengakuan piutang.

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah adalah
sebagai berikut:
a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 

(satu) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) 

sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai 

dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.
d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal pengakuan piutang.

Penyisihan terhadap piutang selain pajak daerah dan retribusi
daerah dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan 
pelunasan.

c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 
atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang 
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5. Penghapusan Piutang
Dalam hal penyelesaian piutang oleh instansi pemerintah tidak 
berhasil dan piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet, 
maka instansi pemerintah tersebut menyerahkan pengurusannya ke 
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan proses 
penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penghapusan piutang pemerintah daerah dilakukan berdasarkan 
SK Bupati tentang penghapusan Piutang Daerah.

6. Pengungkapan
Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 
mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. 
Informasi dimaksud dapat berupa :
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 

pengakuan, dan pengukuran piutang;
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b. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut umur untuk mengetahui 
tingkat kolektibilitasnya

c. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
d. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
e. Jaminan atau sita jaminan jika ada;
f. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum 

(sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;
Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang- 
undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib 
bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai 
Aset Lancar.
Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang- 
undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib 
bayar pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada 
piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang 
yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di 
neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu 
tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.
Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca 
dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.
Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian 
pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam 
neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan 
tanggal jatuh temponya.
Berikut penyajian piutang dalam neraca adalah sebagai berikut: 

Pengungkapan Penghapusbukuan
Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 
CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan 
misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan 
tanggal keputusan penghapusan piutang, danpenjelasan lainnya 
yang dianggap perlu.

C. Persediaan
1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang 
berupa:
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

proses produksi.
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c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:
a. Persediaan berdasarkan sifat pemakainnya terdiri dari:

1) Barang habis pakai
2) Barang tak habis pakai
3) Barang bekas dipakai

b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri 
dari:
1) Barang konsumsi;
2) Amunisi;
3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6) Pita cukai dan leges;
7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi;
9) Semua pengadaan barang yang akan diserahkan pada 

masyarakat baik berupa Bangunan, Peralatan dan Mesin, 
Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya;

2. Pengakuan
Persediaan diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya 
tersebut didukung oleh bukti / dokumen yang dapat diverifikasi dan 
di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga 
dapat dapat diverifikasi dan bersifat netral.

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 
berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan 
perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara 
Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu 
pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan 
sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (stock 
opname). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan 
satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing 
jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling 
memadai dalam pertimbagan materialitas dan pengendalian 
pencatatan.
Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan 
dengan hasil inventarisasi secara fisik (stock opname). Inventarisasi 
fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih
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berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang 
berada di unit pengguna.

3. Pengukuran
Persediaan disajikan sebesar:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait 
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung 
yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran- 
ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja 
dan anggaran.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi 
atau rampas.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai 
dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan 
meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak 
yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. 
Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada 
masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta 
biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan 
tersebut.
Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (barang yang 
masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar).

4. Pengungkapan
Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan 
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa:
a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan 

dalam pengukuran persediaan
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, 
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses 
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat;

c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil 
inventarisasi fisik; dan

d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 
usang.
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D. Investasi
1. Definisi

Investasi, adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat 
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah 
terbagi menjadi dua yaitu:
a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua 
belas) bulan atau kurang. Karakteristik investasi jangka pendek 
adalah:
1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;
3) Berisiko rendah.
Investasi jangka pendek, terdiri dari:
1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) 

bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis 
(revolving deposits);

2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemrintah pusat.

b. Investasi jangka panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi 
dibagi menjadi 2 (dua) :
1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya 
investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus 
tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik 
kembali. Investasi permanen meliputi:
a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan 

negara/daerah/internasional dan badan lainnya.
b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerahuntuk menghasilkan pendapatan 
atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang 
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka 
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk 
tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk 
memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi 
nonpermanen meliputi:
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a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang 
yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan 
tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang 
dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka 
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja 
secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak 
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara 
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang 
dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan 
perekonomian.

2. Pengakuan
Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah 
satu kriteria :
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi 
tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui 
sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan 
sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA. 
Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek 
terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka 
selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan 
sebagai keuntungan atau kerugian pada LO Daerah.
Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah 
dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan 
kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah 
dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan. 
Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang 
diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan 
kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui 
sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan disajikan dalam LRA. Apabila pada saat 
pelepasan/penjualan investasi terjadi perbedaan antara hasil 
pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya maka perbedaan 
tersebut harus dibebankan atau dikreditkan kepada
keuntungan/kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam LO. 
Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga 
diakui sebagai pendapatan, baik pada LRA maupun LO. Sedangkan
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hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend), maka bentuk 
pengakuannya adalah:
a. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode 

biaya, maka deviden saham diakui sebagai pendapatan LO, 
namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.

b. Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode 
ekuitas, maka deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan 
baik pada LRA maupun LO.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara 
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash 
dividend) diakui pada saat diperoleh.
Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan 
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya 
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila 
menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai 
yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil 
investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam 
bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi 
pemerintah.
Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh 
pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan 
dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai 
investasi pemerintah. Pada metode ekuitas, bagian laba berupa 
dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan 
hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. 
Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak 
mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

3. Pengukuran
Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:
a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasar. Untuk jenis investasi yang seperti ini, 
nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. 
Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif 
dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar 
lainnya.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya 
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya 
perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi 
investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, 
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka 
perolehan investasi tersebut.

c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa 
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar
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investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. 
Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan 
nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh 
investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang 
diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai 
berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya 
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai 
nominal deposito tersebut.

e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada 
neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah bank 
sentral pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang terdapat
tiga metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ketiga
metode itu adalah:
a. Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat 
nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
Metode biaya diterapkan untuk:
1) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah 

kurang dari 20% (dua puluh persen). Penghasilan atas 
investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima 
dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 
usaha/hukum yang terkait. Pada metode ini, bagian laba 
berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah 
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan 
dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai 
investasi pemerintah.

2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat 
utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan 
untuk dimiliki berkelanjutan.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di 
proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah seperti 
Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Biaya perolehan yang 
dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang 
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang 
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai 
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

b. Metode ekuitas
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat 
nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Biaya 
perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu 
sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan 
investasi tersebut.
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1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi 
Pemerintah Daerah 20% (dua puluh persen) sampai 50% 
(lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% 
(dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang 
signifikan, dan berlaku juga pada kepemilikan lebih dari 
50% (lima puluh persen).

2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan 
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi 
pemerintah setelah tanggal perolehan. Pemerintah Daerah 
mengakui adanya kenaikan/penurunan nilai investasi 
sehubungan dengan adanya laba/rugi perusahaan secara 
proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan 
sahamnya. Penerimaan dividen saham dicatat sebagai 
pendapatan.

3) Laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah 
Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan 
mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk 
dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak 
mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

4) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 
mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, 
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh 
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika 
kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat 
nonpermanen. Metode ini digunakan terutama untuk 
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu 
dekat. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari 
pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh 
Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai 
wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 
Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai 
yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan 
nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan 
dari nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan. 
Investasi nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi 
tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan 
penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dalam menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil 
penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat 
direalisasikan. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas 
ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana 
bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada
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debitur. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan 
kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan 
langkah-langkah:
1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan 

mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir danupaya 
penagihan.

2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 golongan, yaitu:
a) kualitas lancar;
b) kualitas kurang lancar;
c) kualitas diragukan; dan
d) kualitas macet.

3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai 
berikut:

K ualifikasi

D an a Bergu lir 

dengan  K elola 

Sendiri

D ana bergu lir dengan  Executing  

A gency

D an a Bergu lir 

dengan 

C hanelling  

A gency

K ualitas Lancar

um ur dana 

bergu lir s 1 

tahun

Lem baga Keuangan B ank  (LBK), 

Lem baga K euangan  B ukan  Bank 

(LKBB), Koperasi, M odal Ven tu ra  

dan  lem baga keuangan  la innya 

m enyetorkan  pengem balian  dana 

bergu lir sesuai dengan  perjan jian  

dengan  pem erin tah  daerah

um ur dana 

bergu lir < 1 

tahun

K ualitas K urang 

Lancar

um ur dana 

bergu lir 1 - 3  

tahun
-

um ur dana 

bergu lir 1 - 3  

tahun

Kualitas

D iragukan

um ur dana 

bergu lir > 3 - 5  

tahun
-

u m u r dana 

bergu lir > 3 - 5  

tahun

K ualitas M acet

u m u r dana 

bergu lir > 5 

tahun

LBK, LKBB, Koperasi, M odal 

V en tu ra  dan lem baga  keuangan 

la innya dalam  jan gk a  w aktu  

terten tu  sesuai dengan  perjan jian  

dengan  pem erin tah  daerah  

dan/atau  tidak  d iketahu i 

keberadaanya dan/atau  bangkru t 

dan/atau  m en ga lam i m usibah

um ur dana 

bergu lir > 5 

tahun

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap 
akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan berdasarkan tabel 
berikut:

K ualifikasi Besaran Penyisihan

K ualitas Lancar n ila i penyisihan  sebesar 0.5%

K ualitas K urang Lancar n ila i penyis ih an  sebesar 10%
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K ualifikasi B esaran  Penyisihan

K ualitas D iragukan
50%  sete lah  d ikurangi dengan  n ila i agunan  atau  n ila i barang 

s itaan  (jika  ada)

K ualitas M acet
100% setelah  d ikurangi dengan  n ila i agunan  atau n ila i barang 

sitaan  (jika ada)

Penghapusan dana bergulir dilakukan setelah diterbitkan SK 
penghapusan dana bergulir oleh Bupati.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan 
dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca 
dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara 
tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih 
kurs pada neraca.
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga 
deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. 
Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga 
obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi 
yang dimiliki oleh entitas. Hasil investasi jangka pendek yang 
berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash 
dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah 
yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal 
pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar 
bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan 
dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas 
disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh 
entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut 
juga akan mengurangi investasi pada penyertaan tersebut.

4. Pengungkapan
Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. 
Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai 
pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran 
kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai 
reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD, dan 
tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat 
pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai 
penyesuaian SiLPA pada LRA.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 
Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, 
antara lain:
a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan nilai 

investasi jangka pendek;
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b. Jenis-jenis investasi;
c. Perubahan harga pasar;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya; dan
f. Perubahan pos investasi.
Sedangkan untuk investasi jangka panjang disajikan pada neraca 
menurut jenisnya, baik yang bersifat nonpermanen maupun yang 
bersifat permanen. Investasi nonpermanen yang diragukan 
tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka 
panjang nonpermanen. Investasi nonpermanen yang akan jatuh 
tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah 
tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi 
nonpermanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga 
dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA 
dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang 
disajikan sebagai piutang pada neraca.
Selain itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan 
keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi 
pemerintah, antara lain :
a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah untuk penentuan 

nilai investasi.
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun 

investasi jangka panjang.
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut.
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya.
f. Perubahan pos investasi.
g. Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non 

permanen.

E. Aset Tetap 
1. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau mempunyai 
maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan 
berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam kegiatan 
pemerintah. Aset tetap tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:
a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
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c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya; dan
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

2. Pengakuan
Aset Tetap diakui pada saat:
a. Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
b. Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara 

hukum;
c. Nilainya dapat diukur secara handal.
Aset secara umum diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi 
kriteria sebagai berikut:
a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. Untuk Aset Tetap tertentu, Biaya perolehan aset sama dengan 

atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang 
telah ditetapkan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap Pemerintah Daerah 
ditetapkan seperti tabel berikut:

N o Uraian Jum lah

1 Pera la tan  dan  M esin

A lat Besar 3.000.000,00

A lat A n gkutan 1.000.000,00

A lat Bengkel Dan A lat Ukur 250.000,00

A lat Pertanian 250.000,00

A lat Kantor Dan Rum ah Tangga 500.000,00

A lat Studio , K o m unikasi Dan Pem ancar 250.000,00

A la t Kedokteran Dan Kesehatan 250.000,00

A lat Laboratorium 500.000,00

A lat Persen jataan 250.000,00

K o m puter 500,000.00

A lat Eksplorasi 500,000.00

A lat Pengeboran 250,000.00

A lat Produksi, Pengo lahan  Dan Pem urnian 250,000.00

A lat Bantu Eksplorasi 500,000.00

A lat Kese lam atan  Kerja 250,000.00

Alat Peraga 500,000.00

Peralatan  Proses/P roduksi 500,000.00

Ram bu - Ram bu 250,000.00

Peralatan  O lah  Raga 500,000.00

2 G edu ng dan  B agunan
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No Uraian Jum lah

B angunan  G edung 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

M onum en 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

B angunan  M enara 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Tugu  T itik  K on tro l/Pasti 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

3 Jalan , Irigasi, dan  Jaringan

Ja lan  D an Jem batan 0 ,0 0

B angunan  A ir 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

In sta las i 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ,0 0

Jaringan 0 ,0 0

4 A se t Tetap  Lainnya

Bahan Perpustakaan 0 ,0 0

Barang Bercorak Kesen ian/K ebu dayaan/O iah raga 0 ,0 0

Hew an 1 .0 0 0 . 0 0 0 ,0 0

Biota Perairan 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ,0 0

Tan am an 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ,0 0

Barang Koleksi Non Budaya 0 ,0 0

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara
lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian
dan pelepasan.
a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai 

dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset 

Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, 
peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi 
dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.

c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset 
Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap 
tersebut atau dikarenakan penyusutan.

d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi 
penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen 
suatu aset tetap.

2.1 Pengakuan Tanah
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 
Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan 
untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai 
aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. 
Misalnya, apabila Pemerintah Daerah mengadakan tanah yang 
di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada 
Neraca Pemerintah Daerah, tanah tersebut tidak disajikan 
sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan. 
Lebih lanjut pada Standar Akuntansi Pemerintah mengatur 
bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap
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telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau 
pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah 
didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa 
sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak 
Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan 
Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, 
untuk contoh kasus di atas, Pemerintah Daerah tetap 
mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum 
terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada 
rakyat miskin.
Pada prakteknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang 
dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, 
namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau 
pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang 
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat 
bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait 
dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya 
dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan 
pedoman sebagai berikut:
a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, 

namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta 
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai 
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut 
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah 
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara 
memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau 
digunakan oleh pihak lain.

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, 
namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas 
pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan 
disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai 
bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai 
dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai 
dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan 
tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses 
pengadilan:
- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, 

tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh 
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
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pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam 
CaLK.

- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti 
kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai 
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah 
tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah 
pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara 
memadai dalam CaLK.

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah 
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta 
diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah 
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun 
adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara 
memadai dalam CaLK.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, 
hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui 
pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan 
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka 
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah 
melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan 
tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai 
tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan 
tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap- 
tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan 
pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum 
kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, 
berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi 
sebagai nilai tanah.
Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak 
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah 
karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai 
tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan 
secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2 Pengakuan Peralatan dan Mesin
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 
Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan 
akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat
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dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi 
dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemerintah 
Daerah melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan 
sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber 
pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK 
pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang 
dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer 
tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan 
mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh 
yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok 
persediaan.
Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila 
terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam 
hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima 
pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan kendaraan.
Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, 
pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. 
Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan 
pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui 
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri 
(swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui 
sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi 
Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan 
mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai 
belanja modal.
Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui 
sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan 
sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin 
melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai 
peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada 
neraca.
Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per 
satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum 
kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat 
perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan 
oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka 
neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan 
perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam CaLK.
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2.3 Pengakuan Gedung dan Bangunan
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 
dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 
Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan 
tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. 
Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, 
namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, 
seperti rumah yang akan diserahkan kepada para 
transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat
dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan 
disajikan sebagai “Persediaan.”
Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan 
bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 
dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap 
dipakai. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset 
tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan 
atau pada saat penguasaannya berpindah.
Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat 
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi 
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara 
hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah 
Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum 
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih 
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan 
proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi 
berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus 
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas 
Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya 
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan. 
Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, 
pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan 
lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan 
pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui 
pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri 
(swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai 
diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan 
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka 
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan 
gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai 
belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui 
hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan 
bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan 
gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai
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penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban 
pada neraca.
Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per 
satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas 
mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai 
beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya 
pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap 
mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4 Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan 
jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 
dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap 
dipakai.
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan 
pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun 
melalui kontrak konstruksi.
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan 
diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan 
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka 
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, 
irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai 
belanja modal.
Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan 
pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum 
kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, 
Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya 
seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan.

2.5 Pengakuan Aset Lainnya
Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah 
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada 
saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh 
entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset 
tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah mengacu pada 
Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan 
Belanja Pemerintah sebagai berikut:
a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan 

manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya 
perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan
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kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut 
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila 
renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah 
manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban 
Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam 
Aset Tetap Lainnya.

b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu 
tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi 
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan 
apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun 
buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai 
Beban Operasional tahun berjalan.

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut 
material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka 
pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap- 
Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap 
sebagai Beban Operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, 
pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti 
hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian 
diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan 
mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka 
penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset 
Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. 
Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui 
sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan 
sebagai pendapatan-LO.
Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan 
kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan 
minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada 
pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi 
adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku 
dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai 
satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya 
dikapitalisasi.

2.6 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang 

akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan 
diperoleh;

b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek 
belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat
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diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah 
dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai 
KDP aset yang bersangkutan.

2.7 Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang 
bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai 
dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan 
manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber 
untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas 
suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan 
tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah 
dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun 
aset tetap yang bersangkutan.
Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi 
yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai 
berikut:
a. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective 

evidences); dan
b. ADalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi 

yang obyektif maka digunakan prinsip subtansi 
mengungguli bentuk formal (substance overform).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam 
pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, 
kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara 

Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap 
tersebut sudah dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut 
dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap 
tersebut belum dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut 
dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap 
tersebut sudah dimanfaatkan oleh PD, maka aset tersebut 
masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam 
CaLK.

d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah 
selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian 
yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian 
(konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu 
(misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut
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hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat 
pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan 
atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam 
Pengerjaan dapat dihapusbukukan,

f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum 
selesai, akan diakui sebagai KDP.

2.8 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan 
pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi 
politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP 
dapat berupa penghentian sementara dan penghentian 
permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya 
untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap 
dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan 
secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila 
pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan 
pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut 
harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan 
secara memadai dalam CaLK.

3. Pengukuran
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan 
merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih 
harus dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang 
masih harus diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak 
dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai 
wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar 
digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari 
donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai 
perolehannya. Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus 
pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari 
bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut 
pada tanggal perolehannya.

3.1 Pengukuran Tanah
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya 
perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan 
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak 
seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan,
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pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan 
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi 
nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli 
tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 
dimusnahkan.
Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia 
pengadaan, maka honor panitia pengadaan termasuk dalam 
harga perolehan tanah.
Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk 
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat 
berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah 
lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan 
awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk 
mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi 
definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang ada pada standar akuntansi pemerintah. 
Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan 
tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak 
Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. 
Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti 
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai 
biaya perolehan tanah.
Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya 
perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut 
diperoleh.

3.2 Pengukuran Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai 
wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan 
peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran 
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin 
tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi 
harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta 
biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap 
digunakan.

3.3 Pengukuran Gedung dan Bangunan
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan antara lain meliputi 
harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya 
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung 
dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak 
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 
wajar/taksiran pada saat perolehan.
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Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan 
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, 
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya 
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, 
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi 
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti 
pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung 
dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, 
biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. 
Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

3.4 Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang
diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya 
pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. 
Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang
dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak 
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, 
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 
perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan 
(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

3.5 Pengukuran Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya 
perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak 
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, 
pajak, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui 
swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya 
langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan 
baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 
pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan 
dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak 
dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.6 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya 
perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam
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proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola 
atau secara kontrak konstruksi.

Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola 
Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan 
swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan 
sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan 
tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap 
untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga 
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 
pengawasan,biaya perizinan, biaya pengosongan dan 
pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang 
diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah 
uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan 
jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan 
pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan 
kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan 

dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya 
overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan 
konstruksi antara lain meliputi:
a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk 

kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya 
inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan 
metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara 
konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik 
yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah 
metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya 
langsung.
- Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu 
kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP 
tersebut meliputi:
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a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 
sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi 
belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, 
namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor 
utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya 
berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang 
dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak 
berpengaruh pada pemerintah.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya 
dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat 
penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. 
Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah 
nilai KDP.
Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang 
disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi 
atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam 
pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan 
mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya 
pinjaman yang timbul selama masa konstruksi 
dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang 
biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan 
secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan 
biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman 
yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya 
biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan 
pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi 
tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan 
menambah nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah 
biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi 
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang 
bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus 
dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka 
yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar 
Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut 
selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar 
Rpl0.000.000.
Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa 
jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,
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biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan 
ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata 
tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 
Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar 
Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A 
sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, 
dan aset C sebesar Rp 100.000.000. Bunga pinjaman yang 
telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar 
Rp 14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan 
kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai 
berikut:
- Aset A : 2/7 x Rp 14.000.000 = Rp 4.000.000
- Aset B : 4/7 x Rp 14.000.000 = Rp 8.000.000
- Aset C : 1/7 x Rp 14.000.000 = Rp 2.000.000

Total biaya bunga Rpl4.000.000
Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan 
sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat 
force majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama 
masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi 
dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak 
konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi 
force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja 
atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika 
pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campurtangan 
dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya 
pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. 
Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi 
force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat 
sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan 
demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai 
nilai aset.
Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis 
aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini 
termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan 
pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara 
signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan 
aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset 
tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga 
kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut 
diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya 
pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk 
bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum 
selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak 
diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah
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konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan 
Operasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset 
Tetap adalah sebagai berikut.

3.7 Komponen Biaya Perolehan
Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya 
atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang 
dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset 
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja 
untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat 
potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan 
dari harga pembelian.
Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ 
diatribusikan secara langsung dengan aset adalah sebagai 
berikut:
1) biaya persiapan tempat;
2) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan 

dan bongkar muat (handling cost);
3) biaya pemasangan (installation cost);
4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5) biaya konstruksi;
6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah 

berfungsi dengan benar (testing cost);
7) biaya kepanitiaan;
8) biaya Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design 

(DED);
9) dst
Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh 
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga 
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar 
masing-masing aset yang bersangkutan.

3.8 Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 
bersangkutan. Istilah untuk menyebutkan penambahan 
tersebut adalah kapitalisasi.
Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini 
menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi 
(capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh 
entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah
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Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus 
dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan 
secara konsisten dan akan diungkapkan dalam CaLK. 
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya 
dapat dikapitalisasikan pada nilai aset jika memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:
1) Pengeluaran tersebut menambah efisiensi ;
2) Pengeluaran tersebut memperpanjang umur aset
3) Pengeluaran tersebut menignkatkan kapasitas, kualitas 

dan volume aset;
4) Pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas atau mutu 

produksi;
5) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai 

kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya.
Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal 
(selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) 
diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode 
dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan 
Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau 
mempertahankan economic benefit atau potensi Service atas 
aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan 
diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.

3.9 Pertukaran
Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau 
sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang 
tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai 
wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas 
atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu 
aset yang serupa, memiliki masa manfaat dan nilai wajar yang 
serupa dicatat sebesar nilai tercatat aset tersebut dan tidak 
ada keuntungan dan kerugian yang diakui atas transaksi 
tersebut. Hal ini juga berlaku untuk keadaan dimana suatu 
aset dilepas dan ditukar dengan kepemilikan aset yang serupa. 
Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama 
dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi 
dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih 
harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam 
kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya 
perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas 
dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan 
untuk perbaikan aset tersebut.
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Aset Tetap hasil pertukaran bisa diakui apabila kepenguasaan 
atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil 
pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.

3.10 Penyusutan
Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam 
pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset 
tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam 
rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, 
pemerintah melakukannya melalui penetapan kebijakan 
penyusutan.
Adanya penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat 
suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang 
dimilikinya. Hal ini akan memberi informasi kepada 
pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis 
dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau 
bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset 
tetap yang sudah dimiliki.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang 
bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap 
semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam 
kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai 
aset tetap tersebut juga semakin menurun.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 
pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban 
penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh Aset Tetap 
kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan 
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap 
Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak 
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan 
penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah 
tidak dapat digunakan atau mati.
Metode penyusutan yang diterapkan Pemerintah Daerah untuk 
mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasikan 
(depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur aset 
adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis 
lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing 
periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah

Nilai yang dapat
Penyusutan per periode = disusutkan

Masa manfaat
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Dalam hal terjadinya pembahan aset tetap sebagai akibat 
koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dan 
pencatuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka 
penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan.
Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya.

4. Pengungkapan
Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset 
Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap 
disajikan pada bagian Aset dalam laporan neraca Pemerintah 
Daerah.
Selain disajikan dalam neraca, penjelasan tentang aset tetap juga 
hams di tulis dalam CaLK. Dalam CaLK harus mengungkapkan 
untuk masing-masing jenis Aset Tetap secara umum sebagai 
berikut:
a. Dasar penilaian Aset Tetap yang digunakan;
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan:
1) Penambahan;
2) Pelepasan;
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi Aset Tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode.
d. Dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap, meliputi:

1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
2) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.

e. Informasi lainnya seperti:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan 

untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; 

dan
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

F. Dana Cadangan
1. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi
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tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya 
melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun 
anggaran.

2. Pengakuan
Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur 
dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat 
digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana 
cadangan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang 
pelaksanaannya selesai dalam satu tahun anggaran namun 
membutuhkan dana yang besar.

3. Pengukuran
Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal atas besarnya dana 
yang disisihkan.

4. Pengungkapan
Dana cadangan disajikan dalam neraca dan informasi terkait dana 
cadangkan diungkapkan dalam CaLK. Adapun informasi yang harus 
diungkapkan dalam CaLK adalah sumber dana cadangan dan 
peraturan daerah yang mengatur tentang dana cadangan tersebut.

G. Aset Lainnya
1. Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Beberapa aset
lainnya antara lain:
1. Tagihan penjualan angsuran
2. Tuntutan ganti rugi
3. Kemitraan dengan pihak ketiga
4. Aset tak berwujud
5. Aset lain-lain
6. TDF

1.1 Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak 
dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 
12 (dua belas) bulan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, 
tagihan penjualan angsuran dapat dilakukan berupa 
Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan 
Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pembayaran 
penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan 
Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:
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a. Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar 
sekaligus;

b. Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat 
dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas
Umum Negara/Daerah:
a. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 

berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk 
pembayaran sekaligus;

b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara 
Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau 
anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara 
angsuran.

1.2 Tuntutan Ganti Rugi
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Terdapat 3 (tiga) sebab kerugian yang dapat terjadi, yaitu:
a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara 

Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas 
mengatakan bahwa setiap kerugian daerah yang 
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang 
bersalah. Dengan adanya penyelesaian kerugian tersebut, 
Negara dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. 
Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan 
ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. 
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara 
ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan 
pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri 
bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati. Bendahara, 
pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang 
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat 
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana 
apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif 
dan/atau pidana.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan 
terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan 
untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita 
oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung
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dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian 
yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan 
kewajibannya.

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa 
apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana 
ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan 
menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
terdakwa tindak pidana korupsi dapat dipidana, denda, 
dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang 
pengganti.
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat 
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau 
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara 
langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti 
kerugian tersebut dan setiap pimpinan kepala satuan 
kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah 
mengetahui bahwa dalam satuan kerja terjadi kerugian 
akibat perbuatan manapun.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan terhadap 
pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat 
lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah 
yang penyelesaian tagihannya di atas 12 bulan.

1.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Berikut adalah beberapa definisi tentang kemitraan dengan
pihak ketiga:
a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang 

dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan 
kegiatan kerjasama/kemitraan.

b. Bangun, Guna, Serah -  BGS (Build, Operate, Transfer -  
BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah 
Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan 
dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut 
fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang 
setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

c. Bangun, Serah, Guna- BSG (Build, Transfer, Operate -  
BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh 
pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau 
sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
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pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang 
untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 
selama jangka waktu tertentu yang disepakati,

d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan 
Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana 
Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat 
dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

1.4 Aset Tak Berwujud
ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan 
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk 
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset 
ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam 
menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan 
serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar 
entitas.
Klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Goodwill
Lisensi dan Franchise
Software
Kajian
Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai 
Sej arah / Budaya
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan 
Aset Tak Berwujud Lainnya 
Hak Cipta 
Hak Paten

1.5 Aset Lain-lain
Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang 
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan 
penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan 
ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam 
kebijakan ini yang dimaksud aset lain-lain adalah aset tetap 
yang diberhentikan penggunaan oleh pemerintah sehingga 
direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Pemberhentian aset 
tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau 
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses 
penjualan, sewa beli, penghibahan, atau penyertaan modal).
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1.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum 
Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan 
uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah 
nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk 
penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury 
Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF- 
TKD Pemda) di BI.

2. Pengakuan
2.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat penjualan telah 
terjadi dengan terbitnya BAST penjualan aset. Dalam 
lingkungan pemerintah daerah, tagihan penjualan angsuran 
dapat dilakukan berupa Penjualan Barang Milik Daerah 
berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

2.2 Tuntutan Ganti Rugi
a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara diakui 

di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada 
saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 
(SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

b. Kerugian Daerah atas pengakuan yang disebabkan oleh 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara diakui pada saat terbit 
SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 
Kerugian Sementara (SKP2KS) dan/atau Surat Keputusan 
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan suatu 
peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
berdasarkan putusan pengadilan diakui pada saat terbit 
keputusan pengadilan yang perkara yang berkekuatan 
Hukum Tetap (inkracht).

2.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan 
pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga adalah sebagai 
berikut :
a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi 

perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan 
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerj asama / 
kemitraan.

b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama 
Bangung Guna Serah (BGS), diakui pada saat 
pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sdarana
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berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 
digunakan / dioperasikan.

c. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas 
fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang 
dan/atau Pengguna Barang.

d. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya 
kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah 
berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara 
serah terima barang.

e. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta 
bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan 
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

2.4 Aset Tak Berwujud
Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu 
entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan 
tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Definis dari ATB
b. Kriteria Pengakuan dari ATB

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya 
penambahan nilai ATB atau diperlukannya penggantian dari 
sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan 
pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin
dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat 
ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung 
dalam ATB dimaksud dan bukan merupakan upaya untuk 
meningkatkan manfaat ekonomi sehingga memenuhi definisi 
ATB dan kriteria pengakuannya.
Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi 
di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan 
menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi 
terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan 
diperoleh selama umur ekonomis • dari ATB. Entitas 
menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian 
aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari 
penggunaan ATB dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada 
saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada 
buktibukti eksternal.

a. Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara 
Internal
Kadangkala sulit untuk menentukan apakah 
pengembangan secara internal atas ATB memenuhi 
prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:



- 64 -

1) mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang 
diidentifikasikan tersebut akan menghasilkan manfaat 
ekonomi masa depan yang diharapkan; dan

2) menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara 
memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk 
menghasilkan ATB yang dikembangkan secara internal 
tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas 
operasional rutin pemerintah.

b. Pengakuan Khusus untuk Software Komputer
Dalam pengakuan Software komputer sebagai ATB, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1) Untuk Software yang diperoleh atau dibangun oleh 

internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri 
atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal 
dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana 
biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan 
dari Software tersebut, maka untuk Software seperti ini 
tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu Software 
seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada 
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa 
saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB 
yaitupengendalian atas suatu aset menjadi tidak 
terpenuhi. Oleh karena itu untuk Software yang 
dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah 
yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

2) Dalam kasus perolehan Software secara pembelian, 
harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian 
Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat oleh pemerintah maka Software 
seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain 
pihak apabila ada Software yang dibeli oleh pemerintah 
untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian 
integral dari suatu Hardware (tanpa Software tersebut, 
Hardware tidak dapat dioperasikan), maka Software 
tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan 
Hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan 
mesin.

2.5 Aset Lain-Lain
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari 
penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan 
ke dalan aset lain-lain.
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2.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
TDF diakui sebagai aset lainnya pada saat RKUN telah 
menyalurkan DBH/DAU ke rekening TDF. Namun, dalam hal 
terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai 
Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan 
Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode 
sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang 
Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh 
Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, 
Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada 
Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan 
mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU 
(LRA).
Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU 
yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer 
ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, 
maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain 
PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain 
PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan 
melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, 
Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada 
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui 
pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-Lain 
PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).

3. Pengukuran
3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan 
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan 
oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan 
penjualan angsuran.

3.2 Tuntutan Ganti Rugi
a. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara 

Pengukuran nilai kerugian daerah yang disebabkan oleh 
Bendahara diukur sebesar Surat Keterangan Tanggung 
Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan 
dari BPK.

b. Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara Pengukuran nilai kerugian Daerah yang 
berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan 
bendahara diukur sebesar SKTJM atau Surat Keputusan 
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
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dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 
Kerugian (SKP2K).

c. Kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan 
Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari 
kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebesar nilai 
yang tertera dalam putusan pengadilan yang perkara yang 
berkekuatan Hukum Tetap (inkracht).

3.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk 
diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus 
dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih 
yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat 
perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 
Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam 
Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan 
Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana 
yang diterima ini sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama 
yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah 
berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status 
penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat 
atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, 
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3.4 Aset Tak Berwujud
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Aset Tak 
Berwujud adalah sebagai berikut:
a. Pengukuran pada saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga 
perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain 
pertukaran diukur dengan nilai wajar.
1) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara 

eksternal.
2) Pengembangan secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, 
misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang 
memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui 
sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang 
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki 
masa manfaat di masa yang akan datang sampai 
dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

3) Aset budaya/bersejarah tak berwujud (intangible 
heritage assets)
ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) 
tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset 
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah
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tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten 
maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai 
pendaftarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan
Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak 
adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau 
penggantian dari sebagian ATB dimaksud.
Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah 
perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk 
memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa 
potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak 
lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan 
kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit 
untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran 
setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga 
diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.

c. Amortiasi
Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali 
atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak 
terbatas. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas 
nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat 
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 
Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan 
hukum, peraturan, atau kontrak.
Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud 
dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan 
operasional. Dalam hal manfaat ekonomis yang 
terkandung dalam suatu aset tidak berwujud terserap 
dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi 
merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan 
dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi
Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi 
manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan 
diterapkan secara konsisten dari periode ke periode 
lainnya. Amortisasi yang dibebankan setiap periode 
disajikan dengan menyesuaikan akun aset tidak berwujud 
dan diinvestasikan pada aset lainnya.
Metode penyusutan yang digunakan yaitu dengan metode 
garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang 
paling umum digunakan dalam amortisasi. Berdasarkan 
metode garis lurus, penyusutan nilai aset tidak berwujud 
dilakukan dengan mengalokasikan beban amortisasi 
secara merata selama masa manfaatnya.
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Persentase amortisasi yang dipakai dalam metode ini 
dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat
diamortisasikan untuk mendapat nilai amortisasiper 
bulan. Dengan pendekatan bulan penggunaan ini maka 
waktu amortisasi ditentukan berdasarkan bulan saat aset 
tersebut digunakan, misalkan ada perolehan aset tetap 
pada bulan oktober, maka beban amortisasi tersebut 
dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan 
Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 
30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan. 
Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset 
dengan rumus:
t-. . . .  . h arga  p e ro le h a n -e s t im a s i n ila i sisaBeban amortisasi = ---------------------- --------

es tim a s i m asa m an faa t

Masa manfaat aset tidak berwujud yang dapat disusutkan 
harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan 
besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode 
sekarang dan yang akan datang harus dilakukan 
penyesuaian. Masa manfaat untuk menghitung tarif 
amortisasi untuk masing-masing kelompok aset tidak 
berwujud adalah sebagai berikut:

MASA MANFAAT BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TIDAK
BERWUJUD

URAIAN TAH U N

G oodw ill 5

L isensi and Franchise 5

Softw are 4

Kajian 5

A se t T idak  B erw u jud  Yang M em punya i N ila i Sejarah/Budaya 5

A se t T idak  B erw ujud D alam  Pengerjaan 5

A se t Tak  B erw u jud  Lainnya 5

H ak  C ipta 5

H ak  Paten 5

K ajian 5

d. Penurunan Nilai
Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi 
nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang 
terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya 
estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang 
menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan 
segera.

e. Pengehentian dan Pelepasan
ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam 
mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun 
demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari 
penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan 
penghentian ATB antara lain adalah penjualan,
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pertukaran, hibah, ataul berakhirnya masa manfaat ATB 
sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, 
penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau 
ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa 
depan yang diharapkan dari penggunaan atau 
pelepasannya.
Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut 
sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.08/2007 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah dapat 
melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya 
termasuk ATB dengan cara:
1) Dijual;
2) Dipertukarkan;
3) Dihibahkan;
4) Dijadikan penyertaan modal;
Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena 
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan 
organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa 
kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut 
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa 
depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila 
suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena 
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa 
manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka 
pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan 
dan diproses penghapusannya.Entitas dapat mengajukan 
proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan 
berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari 
pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar 
nilai tercatat neto.

3.5 Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset 
Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang 
berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti 
kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan 
terhadap aset lainlain dilakukan paling lama 12 bulan sejak 
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan 
perundang-undangan.

3.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
TDF diukur sebesar nilai yang disalurkan dari RKUN ke 
rekening TDF.
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4. Pengungkapan
4.1 Tangihan Penjualan Angsuran

“Tagihan Penjualan Angsuran” disajikan dalam neraca sebagai 
bagian dari “Aset Lainnya”. Pengungkapan “Tagihan Penjualan 
Angsuran” dalam CaLK sekurang-kurangnya harus 
mengungkapkan:
a. Besaran dan rincian Tagihan Penjualan Angsuran
b. Informasi lainnya yang penting

4.2 Tuntutan Ganti Rugi
Pengungkapan Kerugian Daerah pada CALK antara lain:
a. Kebijakan akuntansi Kerugian Daerah
b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam 

CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 

pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk 

mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di daerah 

atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam 

proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun 
pengadilan.

c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Daerah 
sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai 
aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan 
(tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, 
digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, maka harus 
diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain 
tanah harus harus dilakukan penyusutan selama masa kerja 
sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BGS 
melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi 
menjadi aset kemitraan.
Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah 
selama masa kerjasama. Atas kemitraan dengan pihak ketiga, 
CaLK setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
b. Penetuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
c. Penetuan depresiasi/ penyusutan aset kerjasama/ 

kemitraan.

4.4 Aset Tak Berwujud
Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian 
dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK 
atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
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a. Masa manffat dan metode amortisasi
b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa 

Aset Tak Berwujud;
c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal 

dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan 
Aset Tak Berwujud.

d. Untuk amortisasi aset tidak berwujud setiap semester 
disajikan sebagai akumulasi amortisasi di neraca periode 
tahun berjalan, amortisasi aset tidak berwujud 
diakumulasikan sebagai pengurang aset tidak berwujud 
dan diinvestasikan dalam aset tidak berwujud di neraca.

4.5 Aset Lain-Lain
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya 
dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam 
CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah 
faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian 
penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, 
dan informasi lainnya yang relevan.

4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
Hal yang perlu diungkapkan dari TDF adalah jenis-jenis 
pendapatan transfer yang terdapat di rekening TDF.

H. Aset Bersejarah
1. Definisi

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan 
kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset 
bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat 
purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works 
of art).
Kebijakan atas aset bersejarah tidak mengharuskan Pemerintah 
Daerah untuk mencantumkan aset bersejarah (heritage assets) di 
neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

2. Pengakuan
Suatu aset diakui sebagai aset bersejarah jika memiliki 
karakteristik-karakteristik di bawah ini:
a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak 

mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan 
berdasarkan harga pasar.

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi 
secara ketat pelepasannya untuk dijual.

c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat 
selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin
menurun.
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d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk 
beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3. Pengukuran
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya 
jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, 
dalam CaLK dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi 
harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran 
tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung 
untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan 
lokasi yang ada pada periode berjalan.

4. Pengungkapan
Informasi tentang aset bersejarah harus dicantumkan dalam CaLK. 
Infomasi yang disampaikan adalah jumlah dari aset bersejarah 
tersebut dengan tanpa menyebutkan berapa nilai dari aset 
bersejarah tersebut.

I. Properti Investasi 
1. Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 
sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak 
untuk:
a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang 
atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti 
yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa 
pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang 
atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi Ada sejumlah keadaan di mana entitas 
pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk 
menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. 
Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti 
berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki 
oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau 
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas 
pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau 
untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil 
yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai 
contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan
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secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan 
pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud 
berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa 
keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang 
dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang 
dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa 
atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh 
karena itu properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian 
besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. 
Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan 
sendiri (aset tetap).
Berikut adalah contoh dari properti investasi :
a. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan 

sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. 
Oleh karena itu properti investasi menghasilkan arus kas yang 
sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai 
oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti 
yang digunakan sendiri (aset tetap).

b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum 
ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum 
menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang 
digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas 
pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut 
diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas 
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain 
melalui satu atau lebih sewa operasi;

d. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas 
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain 
melalui satu atau lebih sewa operasi;

e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang 
di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti 
investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup 
pernyataan ini:
a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam 
proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual 
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif
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dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk 
pengembangan dan diserahkan kembali;

b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau 
pengembangan atas nama pihak ketiga;

c. properti yang digunakan sendiri termasuk (diantaranya) properti 
yang di kuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti 
yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri 
yang menunggu untuk dijual;

d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa 
Pembiayaan;

e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang 
menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, 
misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang 
disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 
mengenakan sewa di bawah harga pasar;

f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai 
dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;

g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan 
sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada 
pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang 
digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali 
disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada 
umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, 
bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, 
karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. 
Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki 
aset yang digunakan antara lain:
1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau 

kenaikan nilai;
2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. 
Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, 
entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun 
apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual 
secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti 
investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk 
kegiatan operasional pemerintah.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan 
kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas 
memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika 
layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan 
perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan 
jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
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Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu 
properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas 
menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti 
investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika 
pengklasifikasian dianggap sulit.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi 
yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk 
(entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak 
lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi 
tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan 
keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi 
tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut 
disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya 
pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan 
manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang 
disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan 
secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, 
bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun 
demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan 
konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap 
sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap. 
Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah 
lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada 
pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan 
keuangan kedua entitas pelaporan.

2. Pengakuan
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan 

mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti 
investasi; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur 
dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi 
kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian 
yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan 
berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. 
Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang 
melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. 
Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah 
terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. 
Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian 
maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal 
perolehan.
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Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya 
properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, 
termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti 
investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang 
digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan 
properti investasi.
Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari 
perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat 
properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai 
surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari- 
hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang 
habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. 
Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan 
sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. 
Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan 
penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, 
entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas 
biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya 
biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian 
yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan 
ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

3. Pengukuran
3.1 Pengukuran saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya 
perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal 
tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi 
non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan 
menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya 
perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga 
pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan 
secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan 
secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan 
biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi 
tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan 

untuk membawa properti investasi ke kondisi siap 
digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti 
investasi mencapai tingkat penggunaan yang 
direncanakan; atau

c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya 
lain yang terjadi selama masa pembangunan atau 
pengembangan properti investasi.



- 77 -

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka 
biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara 
jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga 
selama periode kredit.
Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non 
pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan 
kewenangannya untuk mengalihkan properti Dalam hal 
dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang 
diakui adalah sebesar nilai wajar.
Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan 
cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang 
dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui 
pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan 
nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai 
bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu 
dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan 
dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan 
cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka 
hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak 
tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. Properti 
investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan 
aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset 
moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi 
tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali;
a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi 

komersial; atau
b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang 

diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang 
diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya 
perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang 
diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki 
substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan 
apakah arus kas atau potensi jasa di masayang akan datang 
diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi 
tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi 
komersial jika:
1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau 

potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari 
konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang 
diserahkan; atau

2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas 
dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan 
dari pertukaran tersebut; dan
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3) selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai 
wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran 
memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi 
(bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan 
menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini 
akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

3.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
a) properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu 

sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
b) properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan 

metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur 
Aset Tetap;

c) penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada 
umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi 
Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya 
perolehan atau harga pertukaran;

d) revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan 
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara 
nasional;

e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, 
hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui 
dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, 
jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi 
seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk 
menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan 
jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran 
antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang 
berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali 
secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali 
tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi 
tetap diperbarui.
Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai 
wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai 
revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada 
akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah 
revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 
dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat 
menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang 
direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi 
tersebut.
Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat 
revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan 
dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti
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investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut 
diakui sebagai penurunan dalam ekuitas. Pedoman nilai wajar 
terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk 
properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan 
berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas 
harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, 
atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam 
sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. 
Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, 
suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari 
berbagai sumber, termasuk:
a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki 

sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada 
sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk 
mencerminkan perbedaan tersebut;

b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang 
aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya 
perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi 
terjadi pada harga tersebut, dan

c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus 
kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung 
dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan 
kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti 
eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa 
dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif 
diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari 
ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan 
dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan 
berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus 
mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut 
agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam 
rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan 
penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna
Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan 
hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang 
ditunjukkan dengan:
a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;



- 80 -

c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi 
dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap 
menjadi properti investasi;

d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari 
persediaan menjadi properti investasi.

Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah 
dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan 
untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan 
sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak 
ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan 
administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi 
dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset 
tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
Mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari 
properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, 
terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan 
dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika 
entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa 
dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti 
sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya 
(dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak 
memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika 
entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan 
tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti 
investasi, maka properti investasi tersebut tidak 
dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. Entitas 
dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- 
gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai 
properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk 
menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam 
menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai 
maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti 
investasi pada permulaan berlakunya sewa. Karena entitas 
menggunakan metode biaya, alih guna antara properti 
investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan 
tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan 
serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan 
pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika 
dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti 
investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat 
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak 
digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat
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ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat 
pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan 
dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan 
pengakuannya. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan, 
entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu 
dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu 
aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang 
diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari 
properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model 
biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan 
secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian 
yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, 
entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai 
indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang 
diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau 
Pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara 
hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui 
dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian 
atau pelepasan tersebut. Imbalan yang diterima atas 
pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai 
wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, 
imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara 
harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan 
nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai 
pendapatan bunga. Entitas mencatat kewajiban yang masih 
ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan 
tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan 
dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian 
properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika 
kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian Properti Investasi
Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap 
dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian properti 
investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau 
kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual 
apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan 
dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di 
masa mendatang.
Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan 
maksud pemilihan aset properti investasi secara 
berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
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4. Pengungkapan
Entitas mengungkapkan atau pengunkapan diantaranya sebagai 
berikut:
a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount);
b) metode penyusutan yang digunakan;
c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat 

dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir 
periode;

e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan 
akhir periode, yang menunjukkan:
• penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan 

yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan 
pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

• penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
• pelepasan;
• penyusutan;
• alih guna ke dan dari persediaan dan property yang 

digunakan sendiri dan;
• perubahan lain.

f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai 
wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai 
berikut:
■ Uraian property investasi yang dilakukan revaluasi;
■ Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
■ Tanggal efektif penailaian kembali;
■ Nilai tercatat sebelum revaluasi;
■ Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
■ Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;

g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu 
mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, 
kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi 
dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti 
yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam 
menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi 
dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah 
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau 
lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan 
oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan 
keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
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j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan 
penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang 
relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit, untuk:
K Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; 
v' Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan

pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang 
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; 

v' Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak 
menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama 
periode tersebut.

l) kewajibann konstraktual untuk membeli, membangun atau 
mengembangkan property invetasi atau untuk perbaikan, 
pemeliharaan atau peningkatan;

m) properti invetasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;

J. Kewajiban
1. Definisi

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi Pemerintah Daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan 
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang 
bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, 
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban 
kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat 
dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau 
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan waktu jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi dua 
yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

1.1 Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang jatuh 
temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka 
pendek di tingkat SKPKD terdiri dari utang bunga, bagian 
lancar utang jangka panjang, utang beban, dan utang jangka 
pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di 
tingkat PD terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), 
pendapatan diterima dimuka, utang beban dan untang jangka 
pendek lainnya.

1.2 Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang adalah utang atau kewajiban yang 
jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Disamping itu
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kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat 
diklasifikasikan sebgai kewajiban panjang jika:
a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 

bulan.
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) 

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu 

perjanjian pendaan kembali (refmancing), atau adanya 
penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang 
diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang di Pemerintah Daerah hanya 
terdapat pada level SKPKD. Adapun kewajiban jangka panjang 
di SKPKD yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri dan 
utang jangka panjang lainnya.

2. Pengakuan
Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:
a. dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
b. dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan 

kesepakatan pemerintah daerah; atau
c. pada saat kewajiban timbul.

2.1 Utang Jangka Pendek
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh 
BUN/BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas 
pengeluaran dari kas negara/kas daerah untuk 
pembayaran tertentu.

b. Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim 
yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan 
dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah 
terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan 
pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak 
ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat 
dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara 
Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang 
berhak.

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan 
secara FOB destination point, utang diakui pada saat 
barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. 
Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan 
secara FOB shipping point, utang diakui pada saat barang 
sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan
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(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan 
belum dibayar.
Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat 
jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada 
tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak 
pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada 
saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut 
telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita 
acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai 
dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Utang Bunga
Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok 
utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang 
telah terjadi dan belum dibayar, pada 
dasarnyaberakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, 
tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode 
pelaporan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi 
pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 
waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir 
periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka 
panjang yang akan didanai kembali.

e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah
Uang muka dari kas negara/daerah diakui pada saat 
bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum 
Negara/Daerah.

f. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan 
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan 
kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan 
diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim 
pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah 
diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada 
penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir 
periode pelaporan keuangan.

.2 Utang Jangka Panjang
a. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan 

• Obligasi
Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat 
kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi 
penjualan.
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Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, 
bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan 
utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran 
bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. 
Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi 
diakui sebagai kewajiban jangka pendek.
Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait 
dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa 
hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang 
diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk 
membangun aset tetap tertentu, maka biaya -  biaya 
penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap 
tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan 
pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut 
diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan 
diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

• Utang Pembelian Cicilan
Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang 
mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga 
secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli 
telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang 
selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu 
ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak 
penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan 
pembeli yang juga menjadi debitur.

• Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh 
pihak ketiga kepada 23 pemerintah yang untuk 
selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya 
secara 24 angsuran.

b. Utang Dalam Negeri -  Perbankan
Utang dalam negeri-perbankan diakui pada saat pinjaman 
dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas 
negara/kas daerah. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan 
pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat 
timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau 
kesepakatan.

3. Pengukuran
Secara umum, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila 
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus 
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan 
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
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Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda 
untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.
Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah 
Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini 
akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing- 
masing jenis kewajiban jangka pendek.
a. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, 
maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban 
atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang 
atau jasa tersebut.

b. Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk 
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat 
ketentuan perundang-undangan.
Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)
Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai 
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada 
setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban 
yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode 
harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan 
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan 
karakteristik masing-masing pos tersebut.

g. Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang 
Diperjualbelikan
Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik 
utang tersebut yang dapat berbentuk:
1) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded 

Debt)
Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak 
diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban 
entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan 
bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan 
belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
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Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat 
diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan 
lembaga keuangan international seperti IMF, World Bank, 
ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya 
dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement).
Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian 
dapat mengacu pada skedul pembayaran (payment 
schedule) yang menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang 
pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif 
bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau 
dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah 
menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, 
kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar 
berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas 
instrumen keuangan yang ada.

2) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (Traded Debt)
Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang 
dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi 
jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu 
tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. 
Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga 
jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo 
atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan 
penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan 
secara wajar kewajiban pemerintah.
Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya 
dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt 
securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai 
utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai 
pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto 
atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang 
pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto 
ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas 
yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya 
selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan 
sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan 
berkurang.
Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada 
saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang 
Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan 
Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan 
nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila 
dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal,
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instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan 
tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian 
selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau 
premium yang ada.
Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan 
metode garis lurus.

h. Perubahan Vaulta Asing
Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan 
menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya 
transaksi.
Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut 
kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang 
mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya 
rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau 
sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode 
tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, 
penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat 
diandalkan.
Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata 
uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan 
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 
Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang 
asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat 
sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. 
Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan 
diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih 
kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul 
dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa 
periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui 
untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan 
perubahan kurs untuk masing-masing periode.

i. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum 
jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh 
penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi 
persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya 
maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat 
netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan 
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai 
bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai 
tercatat (carryirtg value) maka penyelesaian kewajiban sebelum 
jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara



- 90 -

normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset 
yang berhubungan.
Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai 
tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah 
kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada 
juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos 
Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

j. Tunggakan
Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah 
jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar 
jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis 
utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai 
jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. 
Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah 
tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka 
(face) laporan keuangan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Untuk 
keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar 
Umur Utang.

k. Restruturisasi Utang
Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan 
utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara 
prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak 
boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi 
kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran 
kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. 
Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan 
atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos 
kewajiban yang terkait.
Restrukturisasi dapat berupa:
a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk 

tunggakan dengan utang baru; atau
b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu 

mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang 
ada. Penjadawal utang dapat berbentuk:
1) Perubahan jadwal pembayaran
2) Penambahan masa tenggang
3) Menjadawalkan kembali rencana pembayaran pokok dan 

bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
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1. Penghapusan Utang
Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur 
kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang 
debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke 
kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan 
nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus 
mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat 
restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih 
antara:
a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal 

dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, 
diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum 
diamortisasi), dengan

b) Nilai wajar aset dialihkan ke kreditur.
Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga 
diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik 
utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:
a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal 
sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera 
dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal 
pelaporan, misal pinjaman dari WorldBank.

b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk 
sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai 
sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan 
diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas 
utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai 
sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual 
dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama 
periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika 
sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan 
berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

3.1 Utang Jangka Pendek
a. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban 
entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar 
sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang 
belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal 
kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat 
pembayaran (terms of payment) dengan diskon tertentu 
untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan
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2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga
ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa 
memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan 
akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas 
atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada 
kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan 4 
sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah 
diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan 
tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui 
sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang 
belum dibayar.

b. Utang Bunga
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini 
adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi 
belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban 
tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya 
dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang 
telah disepakati oleh para pihak.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini 
adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi 
oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang 
berkepentingan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar 
utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh 
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi 
karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di 
neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta 
denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh 
peminjam sesuai perjanjian.

e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah
Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang 
muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke 
kas negara sampai dengan tanggal neraca.

f. Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini 
adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan 
oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan 
tanggal neraca.
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3.2 Utang Jangka Panjang
a. Utang Dalam Negeri - Non Perbankan

• Obligasi
Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai 
nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi 
diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal 
Utang Obligasi Negara/Daerah tersebut mencerminkan 
nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah 
dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah 
pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang 
pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, 
seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya 
selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan 
menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang 
tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah 
nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par 
(dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut 
adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh 
temponya, sedangkan diskon atau premium 
dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa 
berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau 
diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau 
metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi 
diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka 
kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan 
dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs 
tengah bank sentral pada tanggal neraca.

• Utang Pembelian Cicilan
Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya 
dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya 
disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat 
sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan 
anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur 
pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. 
Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan 
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral 
pada tanggal neraca.

• Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang 
disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar 
nilai yang belum dibayar.
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b. Utang Dalam Negeri -  Perbankan
Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian 
merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang 
disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman 
belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, 
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk 
utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah 
dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan 
disetorkan ke kas negara/daerah. Dalam perkembangan 
selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan 
mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang 
dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan 
dikurangi dengan pelunasan.

4. Pengungkapan
Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang disajikan di bagian
kewajiban dalam neraca. Selain itu, informasi mengenai kewajiban
juga harus diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Daerah. Adapun
hal-hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut:
1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang 

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah 

berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh 
temponya;

3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan 
tingkat bunga yang berlaku;

4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum 
jatuh tempo;

5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
■ Pengurangan pinjaman;
■ Modifikasi persyaratan utang;
■ Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
■ Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
■ Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
■ Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan 

periode pelaporan.
6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk 

daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7) Biaya pinjaman:

• Perlakuan biaya pinjaman;
• Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode 

yang bersangkutan; dan
• Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
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4.1 Utang Jangka Pendek
a. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang 
jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa 
diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini 
disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka 
pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Utang bunga
Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas 
pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian 
utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga 
diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus 
segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang tersebut 
disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka 
pendek.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca 
sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar 
Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis 
utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

e. Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah
Uang Muka dari Kas Umum Negara/Daerah disajikan di 
neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian uang muka 
pada masing-masing bendahara pengeluaran diungkapkan di 
CALK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban 
jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima 
Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Utang Jangka Panjang
a. Utang Dalam Negeri -  Non Perbankan 

• Obligasi
Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca 
pada pos Utang Jangka panjang, yaitu sebesar nilai 
tercatat (carrying amount). Carrying amount adalah pokok 
utang ditambah/dikurangi sisa premium/ diskon yang 
belum diamortisasi.
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Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas 
pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis 
utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, 
tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing 
jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium, serta utang 
obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

• Utang Pembelian Cicilan
Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos 
Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat 
(carrying amount). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan adalah rincian dari masing- 
masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing- 
masing cicilan, tingkat bunga baik yang eksplisit maupun 
yang tersamar. Dalam hal bunga tersamar pada cicilan 
anuitas maka perlu diungkapkan besaran bunga yang 
tersamar pada anuitas bersangkutan.

• Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan 
klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang 
kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama 
diungkapkan dalam CaLK.

b. Utang Dalam Negeri -  Perbankan
Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. 
Rincian utang perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan 
pemberi pinjaman.

K. Ekuitas
1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, 
Pemerintah Daerah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. 
Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :
a) Ekuitas Awal;
b) Surplus/ Defisit LO; dan
c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

2. Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan 
berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka 
panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan 
pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan 
pengakuan kewajiban.
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3. Pengungkapan
Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

L. Akuntansi Anggaran
1. Definisi

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu 
pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. 
Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur 
anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan 
yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran 
belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi 
kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari 
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan 
dan anggaran dialokasikan.
Kegiatan penyusunan anggaran pemerintah daerah, yaitu APBD, 
meliputi perencanaan pendapatan dan pengeluaran. Pada 
perencanaan pendapatan dilakukan estimasi penerimaan daerah 
yang mungkin dicapai pada tahun yang akan datang, begitu juga 
dengan pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai dan lain 
sebagainya.

2. Pertimbangan Penggunaan Akuntansi Anggaran Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Beberapa pemikiran dan inovasi terhadap sistem akuntansi akrual 
pemerintah daerah yang “implementable” tanpa mengurangi 
kualitas terhadap SAP adalah sebagai berikut :
a. Mempertimbangkan penggunaan teknik akuntansi anggaran di 

Pemerintah Daerah
Penggunaan teknik akuntansi anggaran memberikan 
konsekuensi diperlukannya akun-akun untuk setiap pos 
anggaran, dengan demikian setiap pos anggaran, dan mungkin 
saja pos anggaran sampai dengan akun level 5 (rincian obyek) 
harus disiapkan jurnal anggarannya. Di satu sisi, anggaran 
pemerintah daerah memiliki banyak sekali rincian obyek 
anggaran, dengan demikian akan banyak sekali pekerjaan 
menjurnal anggaran ini, walaupun diotomatisasi oleh aplikasi 
sistem sekalipun masih diperlukan verifikasi oleh verifikator 
untuk memastikan apakah input jurnal anggaran sudah tepat. 
Belum lagi jika pemerintah daerah menganut jurnal akuntansi 
anggaran yang dilakukan bersamaan pula dengan jurnal
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realisasi anggarannya. Pada contoh diatas, jurnal anggaran 
hanya dilakukan pada saat anggaran disahkan dan pada saat 
jurnal penutupan.

b. Menyederhanakan mekanisme pencatatan akuntansi 
Pemerintah Daerah
Penelaahan mekanisme teknik akuntansi anggaran yang 
dilakukan sebelumnya menimbulkan pemikiran baru, yaitu 
bagaimana menyederhanakan sistem akuntansi pemerintah 
daerah yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah membentuk 
SAL. SAL ini sebenarnya boleh jadi adalah representasi dari 
Kas yang posisinya ada di area penganggaran dimana pada 
anggaran maupun LRA tidak ada komponen pos Kas. 
Tantangan lainnya adalah bagaimana mensinergikan akuntansi 
basis kas untuk menyajikan LRA dengan akuntansi basis 
akrual untuk menyajikan LO. Dalam hal ini kita melihatnya 
sebagai satu kesatuan sistem akuntansi yang utuh yang harus 
terjaga keseimbangan hukum akuntansinya.

Setelah mengkaji laporan-laporan akuntabilitas yang fokus 
pengukurannya jangka pendek (LRA dan LO) maka kita beralih ke 
laporan yang fokus pengukurannya jangka panjang yaitu Neraca. 
Tujuan penyajian neraca adalah menyajikan posisi keuangan agar 
diketahui berapa aset bersih suatu entitas. Aset bersih suatu 
entitas ditunjukan oleh ekuitas yang berarti kepemilikan. Ini 
artinya neraca memberikan informasi berapa nilai keuangan yang 
sebenarnya dimiliki oleh entitas. Nilai kepemilikan ini setiap 
tahunnya dapat bertambah maupun berkurang seiring dengan 
kinerja entitas yang ditunjukan oleh laporan akuntabilitas yang 
fokus pengukurannya jangka pendek (umumnya 1 tahun 
anggaran) yang tidak lain dan tidak bukan adalah LRA dan LO. 
Ekuitas atau Nilai Kepemilikan Pemda akan dipengaruhi oleh nilai 
bottom line dari LRA dan LO oleh karena itu nilai bottom line 
tersebut selalui dikutip untuk dimasukan ke nilai ekuitas sebagai 
penjaga keseimbangan neraca dan juga untuk meng-update nilai 
ekuitas yang baru.
Bottom line yang dimasukan ke ekuitas di neraca dari LO sudah 
jelas adalah surplus/(defisit)-LO. Berbeda dengan LO yang bottom 
line-nya bisa langsung diambil untuk dimasukan ke ekuitas, 
bottom line LRA adalah SiLPA Tahun Berkenaan yang akan 
menambah SAL sebelumnya. SiLPA Tahun Berkenaan ini pada 
ekuitas direpresentasikan dengan nama akun Estimasi Perubahan 
SAL yang merupakan rekening penampung dari akun Estimasi 
Pendapatan, akun Estimasi Penerimaan Pembiayaan, akun 
Apropriasi Belanja, akun Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan. 
Perbedaan lainya, bottom line LO (surplus/(defisit)-LO) merupakan 
akun definitif yang membentuk Ekuitas, sedangkan bottom line
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LRA yang sudah diurai kedalam akun Estimasi Pendapatan, akun 
Estimasi Penerimaan Pembiayaan, akun Apropriasi Belanja, akun 
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan akun Estimasi 
Perubahan SAL sebenarnya hanya akun perantara yang digunakan 
untuk mencatat transaksi realisasi anggaran yang berbasis kas. 
Akun perantara ini secara filosofi membentuk ekuitas tetapi pada 
teknis pelaksanaannya tidak akan pernah tersaji nilainya di neraca 
pemerintah daerah, karena sudah keburu ditutup semua 
(sekaligus menutup saldo akun realisasi anggaran) pada waktu 
menyajikan LRA, khususnya LRA PD.

3. Persamaan Akuntansi Anggaran
Untuk menyusun LO perlu dipahami persamaan akuntansi 
berbasis akrual untuk mencatat jurnalnya. Persamaan akuntansi 
akrual terkait penyusunan LO adalah sebagai berikut :

r  ^

Aset

L_______________________ 4

II r ^
Hutang

L_______________________d

+
r----------------------- 1

Ekuitas

L______________________________ d

Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa 
ekuitas dibentuk dari penambahan aset dan dapat berkurang 
karena adanya penambahan hutang. Sebaliknya ekuitas juga dapat 
berkurang karena adanya pengurangan aset dan dapat bertambah 
karena pengurangan hutang. Persamaan akuntansi akrual tersebut 
diatas dipengaruhi oleh aktivitas yang dicerminkan melalui 
pergerakan pendapatan dan beban pada suatu periode. Hubungan 
antara pergerakan pendapatan dan beban dengan persamaan 
akuntansi akrual tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

*
Berdasarkan persamaan akuntansi diatas dapat dipahami bahwa 
ekuitas dapat bertambah karena adanya penambahan pendapatan 
yang berasal dari penambahan kas atau piutang dan dapat 
berkurang karena adanya penambahan beban yang berasal dari 
penambahan hutang atau pengurangan kas atau piutang atau bisa 
juga beban.

Ekuitas 

+ Pendapatan 

- Beban

Kas + Piutang +
Persediaan + 

Investasi

Misalkan terdapat pemda yang pada suatu tahun anggaran 
menerima kas dari pajak senilai Rp50. Transaksi tersebut dapat 
digambarkan melalui persamaan akuntansi akrual sebagai berikut:
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Ptmda \MZ\AZYiwuxbtvudn 
pntniA,pnjnlesebesnr so

r ^
Kas + Piutang +
Persediaan +

■ ■

Investasi'
Li___________________________ A

B  +
Selain menyusun LO yang berbasis akrual, Pemerintah Daerah juga 
menyusun Laporan Realisasi Anggaran atau LRA berbasis kas 
karena pada umumnya APBD masih disusun dengan basis kas. 
APBD ini secara akuntansi juga memiliki persamaan akuntansi 
tersendiri agar dengan siklus akuntansi dapat menyusun LRA. 
Persamaan akuntansi APBD atau persamaan akuntansi anggaran 
ditunjukan sebagai berikut:

r  < ^

EstimasiP

endapata

r  ' i

Apropriasi

Belanja

EstimasiP

enerimaa
L_____________________ A

f l
Apropriasi

Pengeluar
L______________________J

Estimasi

Perubahan

4. Estimasi Perubahan SAL
Perjalanan SAL sudah berhenti pada saat penyusunan LRA PD. 
Namun sejatinya LRA Pemda dan Laporan Perubahan SAL Pemda 
sebenarnya terbentuk dari adanya anggaran dan adanya realisasi 
anggaran yang semuanya mengkerucut pada pembentukan SAL. 
Untuk kepentingan pencatatan (dalam rangka membentuk SAL) 
baik saat penganggaran maupun realisasi anggaran digunakanlah 
akun estimasi perubahan SAL (sebagai akun jalan pintas). Realisasi 
dari anggaran secara logika pasti akan membentuk SAL baru, 
namun SAL ini baru terbentuk setelah LRA Pemda tersusun yang 
kemudian membentuk SAL di Laporan Perubahan SAL, dengan 
demikian SAL ini tidak perlu kodefikasi akun. Pemikiran-pemikiran 
inilah yang akhirnya mendasari lahirnya persamaan akuntansi 
anggaran berikut ini:
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EstimasiPend
apatan

m m

r

E s t im a s i

1

+  P e n d a p a t a n

L__________________________________ _____ A

Berdasarkan persamaan akuntansi anggaran yang telah dijelaskan, 
dapat dipahami bahwa Estimasi Perubahan SAL dibentuk dari 
penambahan Estimasi Pendapatan dan Estimasi Pembiayaan dan 
dapat berkurang karena adanya penambahan Apropriasi Belanja 
dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan.
Penciptaan akun Estimasi Perubahan SAL sebenarnya merupakan 
penyederhanaan istilah karena baik akun surplus/(defisit) yang 
dianggarkan, pembiayaan netto yang dianggarkan dan SilPA Tahun 
Anggaran Berkenaan, semua digunakan untuk menentukan apakah 
SAL itu akan bertambah atau berkurang. Jika menciptakan nama 
akunnya adalah Estimasi Penambahan/Pengurangan SAL
dipandang terlalu panjang, maka terciptalah nama akun Estimasi 
Perubahan SAL.
Selain untuk penyederhanaan istilah, akun Estimasi Perubahan 
SAL ini merupakan jalan pintas pelaksanaan akuntansi anggaran. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jurnal-jurnal 
menuju pembentukan SAL dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:
a. Jurnal penutup yang menutup akun-akun temporer termasuk 

akun anggaran untuk menghasilkan realisasi surplus/(defisit) 
dan pembiayaan netto;

b. Jurnal penutup realisasi surplus/(defisit) dan pembiayaan netto 
untuk menghasilkan SiLPA Tahun Berkenaan;

c. Jurnal penutup SiLPA Tahun Berkenaan untuk menghasilkan 
SAL. Ini pun juga tidak tepat karena yang dihasilkan 
sebenarnya penambah SAL bukan SAL itu sendiri.

Ada 3 tahap untuk menutup akun temporer supaya terbentuk 
penambahan/pengurangan SAL. Dengan menggunakan akun 
estimasi perubahan SAL maka, 3 tahap jurnal penutup ini dapat 
diringkas menjadi hanya 1 tahap yaitu jurnal penutup yang 
menutup akun-akun temporer termasuk akun anggaran dan 
menutup akun Estimasi Perubahan SAL itu sendiri.
Teknik akuntansi anggaran yang diperkenalkan disusun dengan 
asumsi 1 entitas, padahal pemerintah daerah terdiri dari 2 entitas
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yaitu entitas pelaporan (pemda yang diwakili SKPKD) dan entitas 
akuntansi (PD). Dengan demikian proses jurnal akan banyak 
dilakukan di entitas-entitas tersebut, bukan di entitas besarnya 
yaitu pemda. Jadi SAL tidak dibentuk dari jurnal tetapi dibentuk 
dari pelaporan perubahan SAL yang merupakan turunan dari LRA 
Pemda, dimana LRA Pemda berasal dari konsolidasi LRA-LRA PD. 
Dengan demikian perjalanan estimasi perubahan SAL sebenarnya 
sudah berhenti pada penyusunan LRA PD
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
Estimasi Perubahan SAL :
1. Merupakan akun penyederhana istilah akun surplus/(defisit) 

yang dianggarkan, pembiayaan netto yang dianggarkan dan 
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan agar langsung mengarah ke 
pembentukan SAL. Ini disebabkan PUSAP mengarahkan untuk 
tidak menggunakan teknik akuntansi anggaran, tetapi hanya 
menjalankan akuntansi untuk mencatat anggaran.

2. Merupakan akun untuk jalan pintas jurnal penutup dalam 
membentuk laporan-laporan keuangan khususnya dalam 
menyusun LRA PD.

3. Merupakan akun penyangga persamaan akuntansi yang 
komprehensif baik untuk pelaporan basis kas maupun basis 
akrual agar pengendalian hukum akuntansi tetap terjaga 
sekaligus juga menjadi penghubung antara akun anggaran dan 
akun realisasinya.

5. Pengakuan
Pencatatan anggaran diakui saat terbit dokumen pelaksanaan 
anggaran PD dan SKPKD.

6. Pengukuran
Pencatatan anggaran diukur dengan nilai nominal pada dokumen 
pelaksanaan anggaran PD dan SKPKD.

M. Pendapatan
1. Definisi

1.1 Pendapatan LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak 
pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO 
apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas 
suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi 
pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk 
sumber daya ekonomi.



- 103-

1.2 Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 
Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah 
Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
Pendapatan-LRA terdiri dari pendapatan-LRA untuk SKPKD 
dan pendapatan- LRA untuk PD. Pendapatan-LRA di SKPKD 
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain- 
Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non 
Operasional. Pendapatan-LRA di PD meliputi Pendapatan Asli 
Daerah.

2. Pengakuan
2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat hak Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
kembali. Secara rinci, Pendapatan- LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk 

sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan 
perundang- undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk 
menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat 
direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah 
Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan 
pendapatan LO dapat terjadi di SKPKD dan PD.

Berikut adalah pengakuan pendaptan-LO pada level SKPKD:
a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang 
diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- 
Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui 
Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil 
Eksekusi Jaminan.
1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda 
atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, 
Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda 
Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
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ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas 
pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah 
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, 
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, 
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan 
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari 
Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari 
Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan -
pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah 
melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara 
Penerimaan SKPKD maupun langsung ke Rekening Kas 
Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak 
ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat 
tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan 
yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya 
sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini 
dilakukan berdasarkan bukti memorial dari SKPKD.

b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang 
berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan 
dana perimbangan dari Pemerintah Pusat Pendapatan 
transfer pada saat kas diterima dan pada saat terdapat 
pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang 
melakukan transfer kepada entitas penerima.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan 
kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam 
kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD, Lain-Lain 
Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan 
Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, 
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, 
maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-Lain 
Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah 
Perjanjiannya telah ditandatangani. Hibah yang berupa 
barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila 
perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan 
aset donasi.Hibah dana BOS yang diterima langsung oleh 
PD dan merupakan kelompok lain-lain pendapatan yang 
sah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang
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pengelolaan keuangan daerah diakui/dicatat pada LRA 
SKPKD (BUD) berdasarkan.,

d. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain 
Surplus Penjualan Aset Tetap, Surplus Penyelesaian 
Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui 
ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan 
(misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus 
Penjualan Aset Tetap) telah diterima.

Sedangkan pengakuan pendapatan-LO pada level PD Kabupaten 
Lamongan adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat 
di kelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:
1) Pendapatan Pajak Official Assessment

yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang 
didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib 
pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang 
termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe ini adalah 
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. 
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah 
diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas 
pendapatan terkait;

2) Pendapatan Pajak Self Assessment
Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang 
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak 
(self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh 
wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. 
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak 
yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih 
bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh 
pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok 
pendapatan pajak tipe ini adalah pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air 
bawah tanah, pajak air permukaan, pajak sarang burung 
walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan 
batuan, serta beaperolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah
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diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas 
pendapatan terkait;

3) Pendapatan Pajak diterima dimuka Official Assessment 
Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang 
pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 
Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan 
telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat 
uang telah diterima.

4) Pendapatan Retribusi Self Assessment
Untuk pendapatan retribusiini, pembayaran diterima untuk 
memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh 
pendapatan retribusi tipe ini adalah retribusi jasaumum. 
Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah 
diterima.

5) Pendapatan Retribusi Official Assessment
Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah 
SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe ini adalah 
retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. 
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah 
diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Dengan mempertimbangkan mekanisme alokasi dan penyaluran 
seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengakuan 
pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah 
dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per 
duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah 
tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena 
sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang 
menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan 
Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada 
saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang 
melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan 
pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima 
penyaluran secara periodic berdasar persyaratan-persyaratan 
tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan 
seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. 
Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang 
diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu 
periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, 
jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan 
dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
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Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan 
entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan 
keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur 
tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, 
dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas 
penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. 
Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat 
mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar 
pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya 
informasi tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang 
karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai 
kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas 
yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai 
ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari 
Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer 
dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera 
menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. 
Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai 
pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer 
ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah 
daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi 
berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan 
yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari 
unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana 
di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah 
penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah 
provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, 
serta sekolah swasta.

Dari penjelasan di atas, penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah 
yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota. 
Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta 
tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan 
merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

Perlu dijelaskan pula bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah 
swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi 
bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban 
operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi 
tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi 
beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta diakui 
sebagai Pendapatan Transfer LO.



- 108-

Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- 
undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 
pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas 
kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). 
Selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku, Pendapatan-LO 
yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima 
oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 
Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas 
kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pengembalian Pajak
Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, 
dimungkinkan membayar ke kas Daerah lebih besar dari pada 
kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk itu, 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 
kelebihan pembayaran pajaknya.

Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain 
surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas 
perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber pengembalian pajak 
adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

2.2 Pendapatan LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah atau entitas lainnya di bawah pemerintah 
daerahyang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUD 
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan 

yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga 
tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, 
dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut 
merupakan bagian dari BUN/BUD.

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan 
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, 
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
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kepada BUN/BUD luntuk diakui sebagai pendapatan 
negara/daerah.

d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung 
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai 
pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib 
melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai 
pendapatan negara/daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas 
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh 
BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai 
pendapatan.

Berdasarkan hal tesebut, Pendapatan Pajak Daerah-LRA, 
diakui pada saat:
a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas 

pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan 
oleh BUD.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA 
adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke 
Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan.

Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya 
dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan 
akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda 
yang umumnya dinyatakan dengan diterbitkannya Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pengakuan penerimaan denda 
pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut 
diterima di Kas Daerah atau di Bendahara Penerimaan.

3. Pengukuran
3.1 Pendapatan LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 
dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap 
pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap 
pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih 
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto 
dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 
mengenai badan layanan umum.
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Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) 
atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada 
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang 
(nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode 
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan 
pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas 
pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya 
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode 
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang 
diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau sebesar 
pengakuan kurang salur oleh Pemerintah Daerah penyalur. 
Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer 
yang diterima di rekening Pemerintah Daerah pada bank atau 
RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur 
dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan 
dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika 
pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan 
terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur 
dapat terjadi terutama disebabkan oleh Pemerintah Daerah 
penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah 
diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang 
dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal 
terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi 
pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada 
tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil 
perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan 
definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan 
prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan 
Pemerintah Daerah penerima terbit, maka pengakuan atas 
pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional 
tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang 
bayar/ salur diakui sebesar ketetapan dariPemerintah Daerah 
penyalur yang dapat berupa laporan keuanganPemerintah 
Daerah penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau 
dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal 
yaitu:
a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah 

untuk self assessment.
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b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk 
official assessment.

Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO 
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak 
Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap 
pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih 
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto 
dapat dikecualikan.

3.2 Pendapatan LRA
Akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Daerah dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA 
bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan 
tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses 
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 
mengenai badan layanan umum daerah.
Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang 
(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode 
penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan 
sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang 
(nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi 
pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai 
pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi 
dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) 
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran 
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian 
tersebut.

3.3 Pendapatan Non Perpajakan
Pendapatan Nonperpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang 
yang masuk ke kas negara/daerah sebagaimana dokumen 
sumber bukti setornya. Akuntansi Pendapatan 
Nonperpajakan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas 
bruto, yaitu pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya tanpa
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dikurangi/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan 
untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA 
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud 
dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan 
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 
Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang 
yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan 
menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa 
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 
Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar 
nominal uang yang keluar dari kas daerah.

Akuntansi pendapatan Pajak Daerah-LRA dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal 
besaran pengurang terhadap pendapatan Pajak Daerah-LRA 
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud 
dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan 
proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3.4 Pencatatan dan Penyajian
3.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan 
Operasional per jenis pajak dalam 10 mata uang 
rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam 
Laporan Operasional. Pendapatan Pajak Daerah-LO 
disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan 
Pajak Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi 
tahun sebelumnya.

Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada 
umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. 
Namun, atas kelebihan penyaluran transfer 
sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan 
dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai 
atas pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan 
atas laporan keuangan.

Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya 
kurang bayar/ salur yang belum diterima maka kurang 
bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan 
dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang 
bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan 
keuangan diterbitkan maka kurang bayar/ salur
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tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. 
Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah 
laporan keuangan diterbitkan, maka Pemerintah 
Daerah penerima mengakui kurang bayar/salur 
transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan. 
Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode 
belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan per jenis piutang transfer.
Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan 
dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan 
transfer.

3.4.2 Pendapatan LRA
Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan 
Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas per jenis 
pajak dalam mata uang rupiah.
Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran dengan membandingkan antara 
anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA 
tahun berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak 
Daerah-LRA tahun sebelumnya.

4. Pengungkapan
4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam 
laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan 
disajikan dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan mengenai Pendapatan Pajak Daerah- 
LO antara lain adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, 

pengukuran Pendapatan Pajak Daerah-LO;
b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

4.2 Pendapatan LRA
Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam 
laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis 
pendapatan disajikan dalam CaLK.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material 
antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk 
diungkapkan dalam CaLK.

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan 
Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara 
lain:
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a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan 
pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.

b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, 
pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan 
yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar 
yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu 
untuk dijelaskan.

c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah- 
LRA per jenis pajak.

Pendapatan Nonperpajakan-LRA yang dilaporkan pada 
Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut 
antara lain:
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan 

pengukuran Pendapatan nonperpajakan-LRA;
b. Perubahan peraturan perundangan terkait pendapatan 

nonperpajakan.

N. Beban, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan SiLPa/SiKPA/SAL 
1. Definisi 

a. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang 
timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang 
berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut 
jenis beban) yang meliputi:
1) Beban Pegawai
2) Beban Barang dan Jasa
3) Beban Bunga
4) Beban Subsidi
5) Beban Hibah
6) Beban Bantuan Sosial
7) Beban Lain-lain/Tidak Terduga
8) Beban Transfer
9) Beban Piutang Tak Tertagih

Pengakuan
Beban diakui pada saat:
1) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 
terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan 
aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah
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penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset 
tidak berwujud.

2) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset dalam 
Pemerintah Daerahadalah saat terjadinya:
a) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului 

timbulnya kewajiban; dan/atau
b) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah 

Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran 
perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, 
dan penggunaan persediaan.

3) Timbulnya kewajiban.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak 
dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas 
dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain 
diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang 
belum dibayarkan. Contohnya adalah diterimanya tagihan 
rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar 
Pemerintah Daerah.

3. Pengukuran
a) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat 
dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar 
Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang 
menjadi dasar pengeluaran Daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban pegawai yang terjadi pada periode 
yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai 
pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima 
pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban 
pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal 
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan 
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b) Beban Barang dan Jasa 
1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. 
Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir 
periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan 
hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo 
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan 
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan 
berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya
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nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode 
penilaian yang digunakan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat 
sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan 
dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa 
Pengguna Anggaran.

Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan 
perjalanan dinas yang terjadi pada periode terjadinya beban 
dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan 
pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, 
pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan 
sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan 
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada 
akun ekuitas.

c) Beban Bunga Utang
Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau 
jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban 
bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas 
pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal 
lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian 
pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada 
prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga 
biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian 
pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/ perselisihan 
dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban bunga yang terjadi pada periode 
beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode 
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, 
koreksi/penerimaan kembal beban bunga dibukukan dalam 
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan 
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun 
ekuitas.

d) Beban Subsidi
Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal 
sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga 
yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat 
perbendaharaan.
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Koreksi dan Pengembalian
Penerimaan kembali beban subsidi yang terjadi pada periode 
beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada 
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, 
koreksi/penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam 
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan 
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun 
ekuitas.

e) Beban Hibah
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal 
yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam 
bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa 
tersebut saat terjadinya transaksi.
Koreksi dan Pengembalian Beban Hibah
Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban 
dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang 
sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, 
koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam 
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan 
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun 
ekuitas.

f) Beban Bantuan Sosial
Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa 
uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat 
penerima bansos.

Pemerintah Daerah dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial 
perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait 
dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial 
pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan 
pemerintah dapat disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan kepada penerima bantuan sosial atau 
melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur 
kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan 
Sosial, maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan informasi 
mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur 
kepada masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur 
hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur. 
Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan 
tersebut jika Pemerintah Daerah Pemerintah masih menguasai 
uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka Pemerintah
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Daerah juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan 
namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai 
persediaan.
Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam 
bentuk barang dinilai sesuai standar Akuntansi Persediaan, 
disajikan sebesar:

a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;

c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan Kewajiban 
apabila Pemerintah Daerah pemerintah belum menyalurkan 
Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan 
sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh 
bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya/masa 
mendatang.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Bantuan Sosial 

Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban 
dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada 
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, 
koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan 
dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan 
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ 
pengurangan pada akun 
ekuitas.

g) Beban Lain-Lain
Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam 
dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset 
lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat 
Perbendaharaan Satuan Kerja Kabupaten Lamongan.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Lain-lain 
Penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban 
dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang 
sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, 
koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam 
pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan 
beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun 
ekuitas.

h) Beban Transfer
Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan 
dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran 
kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari
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rekening kas umum daerah kepada rekening penerima. Selain 
itu, kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer 
yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai 
ketentuan perundang-undangan.

Koreksi Dan Pengembalian Beban Transfer
Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang terjadi 
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban 
transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode 
berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer 
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal 
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan 
pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

i) Beban Piutang Tak Tertagih
Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode 
yaitu:
1) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang 
Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

2) Metode Penghapusan Langsung.
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang 
Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar 
tidak dapat ditagih lagi.
Beban piutang tak tertagih diukur dengan:
1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara 
mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak 
tertagih.

2) Metode Penghapusan Langsung.
Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah 
piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4. Pengungkapan
Beban disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Daerah 
akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai 
rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus 
diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang 
andal dan relevan.

b. Belanja
1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
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Berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja dibagi menjadi 8 jenis 
yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja 
bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan 
sosial, dan belanja lain-lain.

2. Pengakuan
Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran 
dari Rekening Kas Umum Daerah.Untuk belanja yang dananya 
berasal dari hibah dana BOS diakui/dicatat pada LRA PD 
berdasarkan.

3. Pengukuran
Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk 
pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan 
azas bruto.

4. Pengungkapan
Belanja Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:
a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
b) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
c) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan 

informasi.

c. Transfer
1. Definisi

Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah pelaporan kepada 
suatu Pemerintah Daerah pelaporan lain yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan. Contoh transfer adalah bagi 
hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke 
pemerintah daerah, bantuan keuangan desa dan bantuan 
keuangan lainnya. Transfer, dalam hal ini, hanya ada dalam level 
SKPKD.

2. Pengakuan
Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah 
daerah. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran 
uang dari Pemerintah Daerah pelaporan ke Pemerintah Daerah 
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana 
penyesuaian, dan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat 
serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan 
diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil 
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi 
atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang
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terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai 
pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima 
pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja 
dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain- 
lain-LRA.

Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan 
uang dari Pemerintah Daerah pelaporan lain, misalnya 
penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana 
otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana 
bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan LRA transfer 
dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
di kompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran 
pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel 
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan 
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 
bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik 
(normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan 
transfer pada periode penerimaan maupun pada periode 
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan 
Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
a. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode 

penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan pada periode yang sama;

b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai 
pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya 
koreksi dan pengembalian tersebut.

Selanjutnya tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada 
Rekening Kas Umum Daerah, pengakuan pendapatan basis kas 
didasarkan pada aliran kas masuk ke Pemerintah Daerah 
pelaporan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu 
dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya 
merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada 
pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan 
pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan 
menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola 
kas negara atau kas daerah.
Sesuai pendapatan basis kas diakui pada saat:
1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan 

yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal 
pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan 
bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



- 122-

3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung 
tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Pemerintah Daerah 
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui 
sebagai pendapatan daerah.

4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar 
negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran 
Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah 
penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui 
sebagai pendapatan daerah.

5) Pendapatan kas yang diterima Pemerintah Daerah lain di luar 
Pemerintah Daerah pemerintah berdasarkan otoritas yang 
diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai 
pendapatan.

Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai 
dengan peraturan harus melalui RKUD. Sejak TA 2008, 
Pemerintah Pusat menetapkan bahwa seluruh dana transfer 
dari pusat hanya dapat dilakukan melalui satu rekening 
pemerintah daerah, yaitu RKUD. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat 
kas diterima pada kas daerah.

Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja 
juga didasarkan pada pengeluaran kas dari Pemerintah Daerah 
pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas 
dari Pemerintah Daerah secara umum terpusat pada BUD, 
maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus 
mendapat pengakuan dari BUD, atau Pemerintah Daerah yang 
diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

3. Pengukuran
Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk 
pengeluaran dari Kas Daerah dan diukur berdasarkan azas 
bruto.

Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar 
nilai uang yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 
Dapat terjadi akibat lebih salur pada tahun sebelumnya, 
dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya. 
Dalam hal terjadi demikian, belanja transfer dicatat sebesar 
pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan.

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau 
yang seharusnya diterima di RKUD.Kas yang diterima di RKUD 
bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat 
lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh 
pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada
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penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan 
dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat 
sebagai pengurang SiLPA.

Pencatatan pemotongan sebagai koreksi SiLPA berdasarkan pada 
PSAP nomor 10 paragraf 20 yang menyatakan bahwa koreksi 
kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, dalam hal laporan keuangan 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 
dan akun Saldo Anggaran Lebih. SAL yang selama ini dikenal 
pada Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah dikenal dengan 
SiLPA.

Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima, 
termasuk penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun 
sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima selain hak 
Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan, dapat pula 
termasuk hak Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya yang 
belum disalurkan.

4. Pengungkapan
Transfer Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan dalam:
1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
2) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Operasi;
3) Laporan Arus Kas masuk kategori Aktivitas Investasi;
4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan 

informasi.

d. Pembiayaan
1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun 
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 
memanfaatkan surplus anggaran.
Jenis-jenis pembiayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:
a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening 
Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara 
lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 
daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil 
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 
pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian 
pinjaman.
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b) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran 
Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali 
yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan 
dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan 
jaminan sosial.

2. Pengakuan
Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah diakui pada saat 
kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat 
terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara 
Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan 
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan 
pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa 
bendahara Umum Daerah.

3. Pengukuran
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai 
nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan 
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada 
tanggal transaksi.
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pengungkapan
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan 
dalam LRA, Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas 
Pendanaan), serta diungkapkan dalam CaLK.
Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara 
lain:
a) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
b) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
c) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/ 

pengeluaran pembiayaan berbeda.

e. SiLPa/SiKPA/SAL
1. Definisi
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SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi 
pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.
SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi 
SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 
SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh 
SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya 
dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.
Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:
a) Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang 

bersifat non -  recurring.
b) Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun 

anggaran sebelumnya.
Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah 
koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di Bendahara 
Pengeluaran masing-masing PD, Kas di BLU, Kas Dana Kapitasi 
dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun anggaran 
sebelumnya.

2. Pengungkapan
SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL 
disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

O. Transaksi Transitoris (transaksi yang tidak mengubah posisi kas)
1. Definisi

Transaksi Transitoris (nonanggaran) adalah transaksi kas yang 
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak 
mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. 
Adapun jenis-jenis transaksi transitoris Pemerintah Daerah adalah 
sebagai berikut:
a) Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau 
penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara 
pengeluaran.

b) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas 
yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan 
keluargapegawai negeri/pejabat daerah, dan tabungan 
perumahanPegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan 
kepada Pihak Ketiga.

c) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang
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Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan 
mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam 
hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening 
valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka 
perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs 
terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan 
Operasional.

d) Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening 
BUD
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening 
BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan 
rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan 
pemindahbukuan.

2. Pengungkapan
Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai
Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.
Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:
a) Rincian jenis transaksi transitoris;
b) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.
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BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

A. PENDAHULUAN
1. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi 
Pemerintah Daerahatas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

2. Ruang Lingkup
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Pemerintah 
Daerahharus melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan 
kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Kebijakan ini 
berlaku untuk Pemerintah Daerah pelaporan dalam menyusun 
laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua 
Pemerintah Daerah akuntansi, termasuk badan layanan umum 
daerah, yang berada dibawah Pemerintah Daerah.

B. DEFINISI
1. Kebijakan akuntansi

Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, 
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Pemerintah 
Daerah pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan.

2. Kesalahan
Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang 
seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode 
berjalan atau periode sebelumnya.

3. Koreksi
Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam 
laporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya.

4. Peristiwa luar biasa
Kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas 
normal Pemerintah Daerah dan karenanya tidak diharapkan 
terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah 
Daerah sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap 
realisasi anggaran atau aset/kewajiban.

C. KOREKSI KESALAHAN
Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 
beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, 
kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti



- 128-

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran; kesalahan dalam 
penetapan standar dan kebijakan akuntansi; kesalahan interpretasi 
fakta; dan kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu 
kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih 
laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan 
keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 
(dua) jenis yaitu Kesalahan yang tidak berulang, Kesalahan yang 
berulang dan sistemik.

1. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) 
jenis:
a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang
tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 
bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
sebelumnya.
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka 
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau 
akun belanja dari periode yang bersangkutan.

2. Koreksi Belanja
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi 
kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, 
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 
maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain- 
lain, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi 
kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, 
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 
maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. 
Koreksi kesalahan belanja dibagi menjadi 2 yaitu yaitu:
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a. Kesalahan yang menambah saldo kas
Contoh Pengembalian belanja pegawai Pemerintah Daerah 
karena salah dalam perhitungan jumlah gaji, maka dikoreksi 
dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b. Kesalahan yang mengurangi saldo kas
Contoh Terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang 
belum dilaporkan, maka dikoreksi dengan mengurangi akun 
ekuitas dan mengurangi saldo kas. Disamping mengoreksi 
saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan 
koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas, 
sebagai contoh : belanja aset tetap yang di- mark-up dan setelah 
dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus 
dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah 
dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain serta 
mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

3. Koreksi Pendapatan
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi 
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 
maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi 2 (dua):
a) Koreksi kesalahan yang menambah kas

Contoh Terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan 
daerah yang belum dilaporkan, maka koreksi yang perlu 
dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas.

b) Koreksi kesalahan yang mengurangi kas
Contoh Terdapat kesalahan pengembalian pendapatan dana 
alokasi umum karena kelebihan transfer, maka yang harus 
dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

4. Koreksi yang tidak mempengaruhi kas
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum 
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, 
maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada 
periode ditemukannya kesalahan.

Kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja 
untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai 
belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos 
aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

5. Kesalahan berulang
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah Kesalahan yang 
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, 
contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan 
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
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pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik 
tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan 
dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dapat 
dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun 
berjala.

D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pemerintah Daerah perlu membandingkan laporan keuangan dari 
waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan 
arus kas, maka kebijakan akuntansi yang digunakan harus 
diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 
peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, arus kas yang 
lebih relevan dan lebih handal dalam penyajian laporan keuangan 
Pemerintah Daerah.
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai 
berikut:
1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian 

yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian 
sebelumnya; dan

2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau 
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

3. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PERISTIWA LUAR BIASA
Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi 
yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa 
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan 
bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, 
yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- 
peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa 
luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal 
menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak 
terduga atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan/ 
penggeseran anggaran secara mendasar.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, 
bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari 
mata anggaran Belanja Tidak Terduga, peristiwa tersebut tidak dengan
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sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa 
tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran 
yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus 
menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, 
maka peristiwa tersebut layak dikategorikan peristiwa luar biasa. 
Sebagai petunjuk, akibat dari penyerapan dana sebesar itu, 
Pemerintah Daerah memerlukan perubahan anggaran atau 
penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa, yang 
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tidak terduga atau 
anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena 
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi 
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan 
atau nilai aset/kewajiban Pemerintah Daerah.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Pemerintah Daerah;
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang 

ulang;
c. Berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau 

posisi aset/kewajiban.
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BAB IV
AKUNTANSI DI BLUD

A. Pendahuluan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
(BLUD). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan 
keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, 
melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. 
Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, 
seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus,dan 
pengelolaan kawasan.

Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan 
keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, 
pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan 
pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga 
profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan 
pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

B. Pemerintah Daerah Akuntansi/Pemerintah Daerah Pelaporan
BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang 
mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi 
pemerintah daerah BLUD menerapkan kebijakan akuntansi 
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun 
laporan keuangan.
BLUD adalah Pemerintah Daerah pelaporan karena merupakan satuan 
kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang 
mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai 
karakteristik sebagai berikut:
1. Pendanaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan bagian dari 

APBD;
2. Pemerintah Daerah tersebut dibentuk dengan peraturan 

perundang-undangan;
3. Pimpinan Pemerintah Daerah tersebut adalah pejabat yang 

diangkat atau ditunjuk;
4. Pemerintah Daerah tersebut membuat pertanggungjawaban baik 

langsung kepada Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah 
Daerah pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung 
kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
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5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain 
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan 
pinjaman sesuai dengan ketentuan;

6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari Pemerintah Daerah 

akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya;
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program 

pemerintah; dan
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor 

eksternal.
Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang 
menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah Pemerintah Daerah 
akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada 
Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang 
secara organisatoris membawahinya.

C. Definisi
BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas.

D. Tujuan Laporan Keuangan BLUD
Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur 
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah 
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, 
saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas 
BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah pelaporan 
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas BLUD;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya;
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e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah 
pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan 
kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai 
penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 
kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai 
aktivitasnya.

E. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan BLUD
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD 
berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

F. Komponen Laporan Keuangan BLUD
Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen 
berikut ini:
a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan 
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA 
BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LRA;
2) Belanja;
3) Surplus/defisit-LRA;
4) Penerimaan pembiayaan;
5) Pengeluaran pembiayaan;
6) Pembiayaan neto; dan
7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari Pemerintah 
Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang 
membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan 
Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang 
mengalokasikan anggaran tersebut.
Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran 
yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh 
BLUD kepada Pemerintah Daerah pelaporan yang mengalokasikan 
anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir 
yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah 
pemerintah daerah/PD.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran BLUD Lebih menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebihtahun 
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan
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Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara 
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Saldo Anggaran Lebih awal;
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
5) Lain-lain; dan
6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD pelaporan mengenai 
aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD 
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos 
berikut:
1) Kas dan setara kas;
2) Investasi jangka pendek;
3) Piutang dari kegiatan BLUD;
4) Persediaan;
5) Investasi jangka panjang;
6) Aset tetap;
7) Aset lainnya;
8) Kewajiban jangka pendek;
9) Kewajiban jangka panjang; dan
10) Ekuitas.

d. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya 
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 
oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur LO BLUD 
mencakup pos-pos sebagai berikut:
1) Pendapatan-LO;
2) Beban;
3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
4) Kegiatan nonoperasional;
5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
6) Pos Luar Biasa; dan
7) Surplus/Defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai 
sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu 
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 
pelaporan pada BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan 
berdasarkan :
1) Aktivitas operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
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Pendapatan dari alokasi APBD;
Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 
Pendapatan layanan yang bersumber dari Pemerintah 
Daerah
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan;
Pendapatan hasil kerja sama;

- Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan 
Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan 
untuk:

Pembayaran Pegawai;
Pembayaran Barang;
Pembayaran Bunga; dan
Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

2) Aktivitas investasi
Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: 

Penjualan Aset Tetap;
Penjualan Aset Lainnya;
Penerimaan dari Divestasi; dan 
Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas: 
Perolehan Aset Tetap;
Perolehan Aset Lainnya;
Penyertaan Modal;
Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan 
Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

3) Aktivitas pendanaan
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai 
berikut:

Penerimaan pinjaman; dan
Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai 
berikut:

Pembayaran pokok pinjaman; dan 
Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

4) Aktivitas transitoris
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan 
PFK dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi 
pengeluaran PFK.

f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan 
paling kurang pos-pos sebagai berikut:
1) Ekuitas awal;



- 137-

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang 
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya; dan
Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir,
g. CaLK

Struktur CaLK sekurang-kurangnya adala sebagai berikut:
1) Pendahuluan
2) Kebijakan Akuntansi
3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan BLUD
4) Kewajiban Kontinjensi
5) Informasi tambahan

G. Periode Laporan BLUD
Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam 
setahun.

H. Pendapatan-LRA
1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan BLUD yang menambah Saldo
Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh
BLUD.
Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
Pendapatan bukan pajak pada BLUD yaitu:
1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah 

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat.

2) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah 
pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain 
berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk 
menyerahkan barang/jasa.

3) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada 
LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan 
Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional 
yang berbasis akrual.

4) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama 
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung 
tugas dan fungsi BLUD.

5) Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA 
APBD.
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6) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

Jasa giro;
Pendapatan bunga;
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; dan/atau
Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 
BLUD
Investasi; dan/atau 
Pengembangan Usaha

2. Pengakuan
Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang 
diterima BLUD diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima 
oleh bendahara penerimaan BLUD dan/atau diterima Kas BLUD.

3. Pengukuran
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, 
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto 
(biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak 
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum 
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui 
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan 
bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

4. Pengungkapan
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

I. Belanja BLUD
1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 
dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 
(jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi BLUD, 
yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

2. Pengakuan
Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas oleh 
bendahara pengeluaran BLUD dan/atau pengeluaran lewat rekening 
Kas BLUD.
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3. Pengukuran
Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan 
diukur berdasarkan azas bruto.

4. Pengungkapan
Penjelasan belanja secara rinci diungkapkan dalam CaLK.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

J. Pembiayaan BLUD
1. Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran bersankutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya.
Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan 
transaksi perolehan pinjaman. Penerimaan pembiayaan pada BLUD 
terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima. Sementara, 
pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan 
pinjaman.
Pembiayaan pada BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:
a. Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya
b. Divestasi
c. Penerimaan pinjaman

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
a. Investasi
b. Pembiayaan pokok pinjaman

2. Pengakuan
Penerimaan pembiayaan dari penggungaan SILPA tahun 
sebelumnya diakui berdasarkan LRA yang telah diaudit oleh BPK. 
Sedangkan penerimaan pembiayaan dari Divestasi atau 
penerimaan pinjaman diakui pada saat kas diterima pada rekening 
BLUD. Pengeluaran pembiayaan BLUD diakui pada saat kas 
dikeluarakan dari rekening BLUD.
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3. Pengukuran
Pembiayaan pada BLUD dicatat sebesar nilai nominal melalui 
transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam 
Pembiayaan Neto.
Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, 
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4. Pengungkapan
Penjelasan Pembiayaan secara rinci diungkapkan dalam Catatan 
atas laporan keuangan.

K. Pendapatan-LO
1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang mengakibatkan 
penambahan ekuitas bersih.
BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut 
sumber pendapatan. Sumber pendapatan-LO pada BLUD
merupakan pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak 
pada BLUD yaitu:
1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah 

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat.

2) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah
pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain 
berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk
menyerahkan barang/jasa.

3) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada 
LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan 
Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional 
yang berbasis akrual.

4) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang
mendukung tugas dan fungsi BLUD.

5) Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari DPA 
APBD.

6) Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 
Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

Jasa giro;
Pendapatan bunga;
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing; dan/atau
Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
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penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 
BLUD

Investasi; dan/atau 
Pengembangan Usaha

2. Pengakuan
Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
1) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas 
suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya 
hak untuk menagih imbalan.

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya 
ekonomi
Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi 
adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu 
adanya penagihan.

3. Pengukuran
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, 
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto 
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak 
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan belum selesai, 
maka asas bruto dapat dikecualikan.
Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui 
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan 
bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

4. Pengungkapan
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

L. Beban
1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, 
beban barang, beban penyisihan, dan beban penyisihan aset 
tetap / amortisasi.



- 142-

2. Pengakuan
Beban pada BLUD diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak 
dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat 
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului 
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam 
kegiatan operasional BLUD.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan 
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh 
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah 
penyusutan atau amortisasi.

3. Pengukuran
a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat 
dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar 
gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang 
menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan, 
pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir 
periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan 
hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo 
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan 
persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan 
berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya 
nilainya dikalikan nilai per unit sesuai degan metode penilaian 
yang digunakan.

c. Beban Jasa
Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam 
dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan 
dari Kuasa Pengguna Anggaran.

d. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera 
dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
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e. Beban Langganan Daya dan Jasa
Beban langganan daya dan jasa dicatat sebesar nilai nominal 
yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

f. Beban Perjalanan Dinas
Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam 
dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan 
dari Kuasa Pengguna Anggaran.

g. Beban Penyusutan
Beban penyusutan/amortisasi amortisasi dicatat sebesar nilai 
yan gtelah disusutkan yang didasarkan pada niali buku 
semesteran dan thuann, kecuali untuk penyusutan/amortisasi 
pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun 
pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan/amortisasi. 
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis 
lurus. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan/amortisasi 
nilai aset tetap/aset tak berwujud dilakukan dengan 
mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa 
manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam 
metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat 
disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan/amortisasi per 
tahun.

h. Beban Bunga
Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau 
jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban 
bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu 
atas pokok utang serta periode pembyaran bunga utang serta 
hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian 
pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada 
prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga 
biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian 
pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/ perselisihan 
dikemudian hari.

i. Beban Lain-lain
Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang 
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan 
penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti 
rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4. Pengungkapan
Penjelasan beban secara rinci diungkapkan dalam CaLK.
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M. Kas dan Setara Kas
1. Definisi

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal 
dari penerimaan BLUD. Kas pada BLUD merupakan bagian dari 
Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat 
mengelola kas yang bukan milik BLUD.
Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan 
setara kas. Dana kas yang dimaksud antara lain:
a. Dana titipan pihak ketiga;
b. Uang jaminan; dan
c. Uang muka pasien rumah sakit.
Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset 
lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada 
tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai 
pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah 
Daerah.

2. Pengakuan
Kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas yaitu 
ketika kas diterima dan dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas 
BLUD.

3. Pengukuran
Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan 
sebesar nilai rupiahnya.

4. Pengungkapan
Penjelasan kas dan setara kas secara rinci diungkapkan dalam 
CaLK.

N. Investasi
1. Definisi

Investasi adalah aset yag dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi BLUD terdiri dari investasi jangka pendek BLUD. Untuk 
investasi jangka panjang di BLUD, Sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi 
jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
Investasi jangka panjang dimaksud adalah investasi nonpermanen 
antara lain sebagai berikut:
a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
b. Investasi dalam bentuk dana bergulir;dan
c. Investasi nonpermanen lainnya.
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2. Pengakuan
Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah 
satu kriteria:
a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa 

pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi 
tersebut dapat diperoleh pemerintah.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai (reliable).

Kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, walaupun 
demikian, investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan 
keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan 
status BLUD sebagai Pemerintah Daerah pelaporan, dimana 
seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani 
masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang 
dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

3. Pengukuran
Pengukuran untuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:
a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya 

saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya 
perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi 
investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli, 
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka 
perolehan investasi tersebut.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya 
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai 
nominal deposito tersebut.

Sedangkan pengukuran untuk investasi jangka panjang 
menggungakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 
Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan 
investasi Pemerintah Daerah bersifat nonpermanen. Metode ini 
digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual 
dalam jangka waktu dekat. Apabila investasi jangka panjang 
diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi 
yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, 
atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak 
ada.
Pengukuran investasi nonpermanen di neraca berdasarkan nilai 
yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan 
nilai investasi nonpermanen diragukan tertagih/direalisasikan dari 
nilai awal investasi yang dicatat sebesar harga perolehan.Investasi 
nonpermanen dapat dihapuskan jika investasi tersebut benar-benar
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sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti 
ketentuan yang berlaku.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan 
dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi dan pada neraca 
dinyatakan pada tanggal pelaporan. Selisih yang dihasilkan antara 
tanggal perolehan investasi dan pelaporan disajikan sebagai selisih 
kurs pada neraca.
Pengaturan akun lainnya di neraca selain kas dan investasi 
merujuk pada penjelasan akun-akun lain di kebijakan akuntansi.

4. Pengungkapan
Penjelasan investasi secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas 
laporan keuangan.

O. Penggabungan Laporan Keuangan BLUD Ke dalam Laporan Keuangan 
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan 
Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan 
keuangan Pemerintah Daerah akuntansi/Pemerintah Daerah 
pelaporan yang membawahinya.
Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD 
dikonsolidasikan ke dalam LRA Pemerintah Daerah 
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya.
Sesuai dengan karakteristik Pemerintah Daerah
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan yang tidak berstatus BLUD, 
unsur LRA Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari pendapatan dan 
belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. 
Dalam hal Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan membawahi 
satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian Pemerintah Daerah 
akuntansi/Pemerintah Daerah pelaporan tersebut mengikuti format 
LRA BLUD.
Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit 
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Transaksi dalam 
Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus 
Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit 
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan 
keuangan Pemerintah Daerah pelaporan yang membawahinya karena 
Pemerintah Daerah pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan 
Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan 
Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah 
pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
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Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam 
laporan keuangan Pemerintah Daerah yang membawahinya, perlu 
dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal 
accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal 
dari Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan dalam satu Pemerintah 
Daerah pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja 
pada LRA yang berasal dari Pemerintah Daerah akuntansi/pelaporan.

P. Penghentian Satuan Kerja Blud Menjadi Satuan Kerja Biasa
Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, pemerintah 
dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan 
kerja pemerintah daerah.
Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan 
keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan 
keuangan selayaknya Pemerintah Daerah akuntansi pemerintah 
lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan 
penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

Q. Contoh Format Laporan di BLUD 
1. Contoh Format LRA BLUD

B AD AN  LAYANAN  UM UM  D AERAH  XXX 

LAPO RAN  REALISASI ANG G ARAN

U N TU K  TAH U N  YANG  B ER AK H IR  SAM PAI D ENG AN  31 D E SE M B E R  20X1 dan  20X0

(D alam  Rupiah)

NO. URAIAN
Anggaran Realisasi

(%)
Realisasi

20X020X1 20X1

1 PEND APATAN

2 Pendapatan  Jasa  Layanan dari M asyarakat 

Pendapatan  Jasa  Layanan dari Pem erin tah  

D aerah  A kun tan si/Pem erin tah  D aerah

XXX XXX XX XXX

3 Pelaporan XXX XXX XX XXX

4 Pendapatan  H asil Kerjasam a XXX XXX XX XXX

5 Pendapatan  H ibah XXX XXX XX XXX

6 Pendapatan  U saha Lainnya XXX XXX XX XXX

7 Ju m lah  Pendapatan  (2 s.d. 5) XXX XXX XX XXX

8

9 B ELANJA

10 B E LA N JA  O PERASI

11 B elan ja  Pegaw ai XXX XXX XX XXX

12 B elan ja  B arang XXX XXX XX XXX

13 B unga XXX XXX XX XXX

14 B elan ja  La in -la in XXX XXX XX XXX

15 Ju m lah  Belan ja  O perasi (11 s.d. 14) XXX XXX XX XXX

16

17 B E LA N JA  M O D AL

18 B elan ja  Tanah XXX XXX XX XXX

19 B elan ja  Pera la tan  dan  M esin XXX XXX XX XXX

20 B elan ja  G edung dan  Bangunan XXX XXX XX XXX

21 B elan ja  Jalan , Irigasi dan  Jaringan XXX XXX XX XXX
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NO. URAIAN
A n ggaran Realisasi

20X1
(%)

Realisasi

20X020X1

22 B elan ja  A se t Tetap  La innya XXX XXX XX XXX

23 B elan ja  A se t Lainnya XXX XXX XX XXX

24 Ju m lah  B elan ja  M odal (18 s.d. 23) XXX XXX XX XXX

25 Ju m lah  B elan ja  (15 + 24) XXX XXX XX XXX

26

27 SU RPLU S/D E FIS IT  (7 - 25) XXX XXX XX XXX

28 PE M B IAYAAN

29 PE NE R IM AAN

30 PE N E R IM AA N  PE M B IAYAAN  D ALAM  NEGERI

31 Penerim aan  Pin jam an XXX XXX XX XXX

32 Penerim aan  dari D ivestasi

Penerim aan  K em bali P in jam an  K epada P ihak

XXX XXX XX XXX

33 Lain XXX XXX XX XXX

Ju m lah  Penerim aan  Pem biayaan  D alam

34 N egeri (31 s.d. 33) XXX XXX XX XXX

JU M LAH  PENERIM AAN

35 PEM B IAYAAN XXX XXX XX XXX

36

37 PENG E LU AR AN

38 PE N G E LU AR AN  PEM B IAYAAN  D ALAM  NEGERI

39 Pem bayaran  Pokok P in jam an XXX XXX XX XXX

40 Pengelu aran  Penyertaan  M odal XXX XXX XX XXX

41 Pem berian  P in jam an  K epada P ihak  Lain XXX XXX XX XXX

Ju m lah  Pengelu aran  Pem biayaan

42 D alam  N egeri ( 39 s.d. 41) XXX XXX XX XXX

JU M LAH  PENG ELU ARAN

43 PEM B IAYAAN XXX XXX XX XXX

44

45 PE M B IAYAAN  NETO XXX XXX XX XXX

2. Contoh Format LP SAL BLUD
BAD AN  LAYANAN  UM UM  DAERAH  XXX  

LAPO RAN  PERU BAH AN  SALDO ANG G ARAN  LEBIH  

PER  31 D ESEM BER 20X1 DAN 20X0

NO. URAIAN 20X1 20X0

1 Saldo An ggaran  Leb ih  Aw al XXX XXX

2 Penggun a SAL (xxx) (xxx)

3 Subtota l ( 1 - 2 ) XXX XXX

4 Sisa Leb ih/K urang Pem biayaan  Anggaran  (S iLPA/SiKPA ) XXX XXX

5 Su btota l (3 + 4) XXX XXX

6 K oreksi K esa lahan  Pem bukuan Tahu n  Sebelum nya XXX XXX

7 Lain -la in XXX XXX

8 Saldo An ggaran  Leb ih  (5 + 6 + 7) XXX XXX
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3. Contoh Format Neraca BLUD

B AD AN  LAYANAN  UM UM  D AERAH  XXX  
NERACA

PER 31 D ESEM BER 20X1 DAN 20X0
(D alam  Rupiah)

NO. URAIAN 20X1 20X0

1 A S E T

3 A S E T  LAN C A R

4 Kas d i B en dahara  Pengeluaran XXX XXX

5 Kas pada  BLUD XXX XXX

6 Kas La innya  Setara  Kas XXX XXX

7 Investas i Jan gka  Pendek  Badan Layanan  Um um  D aerah XXX XXX

8 P iu tan g  dari K egia tan  O perasional Badan Layanan U m um  D aerah XXX XXX

P iu tan g  dari K egiatan  N on  O perasional Badan Layanan U m um

D aerah XXX XXX

10 Penyisih an  P iu tan g T idak  Tertagih XXX XXX

11 B elan ja  d ibaya r d im uka XXX XXX

12 U an g M u ka B elan ja XXX XXX

13 Persed iaan  Badan Layanan Um um  D aerah XXX XXX

14 Ju m lah  A se t Lancar (4 s.d. 13) XXX XXX

15

16 A S E T  TE TA P

17 Tanah XXX XXX

18 G edung dan  Bangunan XXX XXX

19 Pera la tan  dan  M esin XXX XXX

20 Jalan , Irigasi dan  Jaringan XXX XXX

21 A se t Tetap  La innya XXX XXX

22 K on struksi D alam  Pengerjaan XXX XXX

23 A kum u las i Penyusu tan XXX XXX

24 Ju m lah  A se t Tetap  (17 s.d. 23) XXX XXX

25

26 PIU TANG  JAN G K A  PANJANG

27 Tagihan  Pen jualan  Angsuran XXX XXX

28 Tag ih an  Tu n tu tan  G anti Rugi XXX XXX

29 Peny is ih an  P iu tan g T idak  Tertagih XXX XXX

30 Ju m lah  P iu tang Jan gka Pan jang (27 s.d. 29) XXX XXX

31

32 A S E T  LA IN N YA

33 K em itraan  dengan  P ihak  Ketiga XXX XXX

34 D an a Kelolaan XXX XXX

35 A se t yan g  d ibatasi Penggunaannya XXX XXX

36 A se t T ak  B erw u jud XXX XXX

37 A se t La in -la in XXX XXX

38 Aku m u las i Am ortisasi XXX XXX

39 Ju m lah  A set La innya (33 s.d. 38) XXX XXX

40 JU M LAH  A S E T  (14 + 24 + 30 + 39) XXX XXX

41
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NO. URAIAN 20X1 20X0

42 K E W AJIBAN

43

44 K E W AJIB A N  JA N G K A  PEND EK

45 U tang  Usaha XXX XXX

46 U tang  P ih ak  K etiga XXX XXX

47 U tang Pajak XXX XXX

49 B agian  Lan car U tang Jan gka  Panjang XXX XXX

50 B elan ja  yan g  M asih  H arus D ibayar XXX XXX

51 Pendapatan  d iterim a d im uka XXX XXX

52 U tang  Jan gka  Pendek  Lainnya XXX XXX

53 Ju m lah  K ew ajiban  Jan gka Pendek  (45 s.d. 52) XXX XXX

54

55 K E W AJIB A N  JA N G K A  PANJANG

56 U tang  Jan gka  Panjang XXX XXX

57 Ju m lah  Kew ajiban  Jan gka Pan jang (56) XXX XXX

58 JU M LAH  KEW AJIBAN  (53 + 56) XXX XXX

59

60 E KU ITAS

61 E kuitas XXX XXX

62 JU M LAH  EKUITAS (61) XXX XXX

63

64 JU M LAH  KEW AJIBAN  DAN EKU ITAS (58 + 62) XXX XXX

4. Contoh Format Laporan Operasional BLUD

BAD AN LAYANAN  UM UM  D AERAH  X X X  

LAPO RAN  O PE RASIO NAL

U N TU K  TAH U N  YANG  B ER AK H IR  SAM PAI D ENG AN  31 D E SE M BE R  20X1 DAN 20X0

(Dalam  Rupiah)

NO URAIAN 20X1
20X

0

Kenaikan/

Penurunan
%

1 KEG IATAN  O PE RA SIO N AL

2 PE ND APATAN

3 Pendapatan  Jasa  Layanan D ari M asyarakat 

Pendapatan  Jasa  Layanan D ari Pem erin tah

XXX XXX XXX XXX

4 D aerah  Akun tan si/Pelaporan XXX XXX XXX XXX

5 Pendapatan  H asil Kerjasam a XXX XXX XXX XXX

6 Pendapatan  H ibah XXX XXX XXX XXX

7 Pendapatan  U saha Lainnya XXX XXX XXX XXX

8 Pendapatan  APB D XXX XXX XXX XXX

9 Ju m lah  Pendapatan  (3 s.d. 8) XXX XXX XXX XXX

10

13 BEBAN

14 B eban  Pegaw ai XXX XXX XXX XXX

15 B eban  Persed iaan XXX XXX XXX XXX

16 B eban  Jasa XXX XXX XXX XXX

17 B eban  Pem eliharaan XXX XXX XXX XXX

18 B eban  Lan gganan  dan  Jasa XXX XXX XXX XXX
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NO URAIAN 20X1
20X

0

Kenaikan/

Penurunan
%

19 B eban  Perja lanan  D inas XXX XXX XXX XXX

20 B eban  Penyusu tan  A set XXX XXX XXX XXX

21 B eban  B unga XXX XXX XXX XXX

22 Ju m lah  B eban  (14 s.d. 21) XXX XXX XXX XXX

23

SU R PLU S /D E FIS IT  O PE RASIO NAL (9 -

24 22) XXX XXX XXX XXX

25

26 K E G IATAN  NON O PE RASIO NAL

27 S u rp lu s/D efis it Pen jualan  A se t N onLancar XXX XXX XXX XXX

28 (Kerugian ) Penurun an  N ila i A set XXX XXX XXX XXX

29 S u rp lu s/D efis it dari Non O perasional Lainnya XXX XXX XXX XXX

Ju m lah  Surp lus/D efisit D ari Kegiatan  Non

30 O perasiona l (27 s.d. 29) XXX XXX XXX XXX

31

SU R PLU S /D E FIS IT  SEBELUM  POS

32 LU AR  B IASA (24 + 30) XXX XXX XXX XXX

33

34 PO S LU AR  B IASA

35 Pendapatan  Luar B iasa XXX XXX XXX XXX

36 B eban  Luar B iasa XXX XXX XXX XXX

37 Ju m lah  Pos Luar b iasa  (35 s.d. 36) XXX XXX XXX XXX

38

39 SU RPLU S/D E FIS IT -LO  (32 + 37 XXX XXX XXX XXX

5. Contoh Format Laporan Arus Kas BLUD

BAD AN  LAYANAN  UM UM  D AERAH  XXX  

LAPO RAN  AR U S  KAS

U N TU K  TAH U N  YANG  B ER AK H IR  SAM PAI D ENG AN 31 D E SE M BE R  20X1 D AN 20X0

M E TO D E  LANG SU NG

(D alam  Rupiah)

NO. URAIAN 20X1 20X0

1 A R U S  KAS D ARI AK T IV ITAS  O PERASI

2 A R U S  M ASU K  KAS

3 Pendapatan  APBD XXX XXX

4 Pendapatan  Jasa  Layanan D ari M asyarakat 

Pendapatan  Jasa  Layanan D ari Pem erin tah  Daerah

XXX XXX

5 A ku n tas i/Pem erin tah  D aerah  Pelaporan XXX XXX

6 Pendapatan  H asil kerjasam a XXX XXX

7 Pendapatan  H ibah XXX XXX

8 Pendapatan  U saha Lainnya XXX XXX

9 Ju m lah  A rus M asuk  Kas (3 s.d. 8) XXX XXX

10

11 A R U S  KE LU AR  KAS

12 Pem bayaran  Pegaw ai XXX XXX

13 Pem bayaran  Jasa XXX XXX

14 Pem bayaraan  Pem eliharaan XXX XXX

15 Pem bayaran  Langganan  D aya  D an  Jasa XXX XXX
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NO. URAIAN 20X1 20X0

16 Pem bayaran  Perja lanan  D inas XXX XXX

17 Pem bayaran  B unga XXX XXX

18 Ju m lah  A ru s K eluar Kas (12 s.d. 17) XXX XXX

19 AR U S  KAS BERSIH  DARI AK TIV ITAS  OPERASI (9 - 18) XXX XXX

20

21 AR U S  KAS D ARI AK T IV ITAS  INVESTASI

22 A R U S  M ASU K  KAS

23 Pen ju a lan  A tas Tanah XXX XXX

24 Pen ju a lan  A tas Pera la tan  D an M esin XXX XXX

25 Pen ju a lan  A tas G edung D an Bangunan XXX XXX

26 Pen ju a lan  A tas Ja lan , Irigasi D an Jaringan XXX XXX

27 Pen ju a lan  A se t Tetap  Lainnya XXX XXX

28 Pen ju a lan  A se t Lainnya XXX XXX

29 Penerim aan  D ari D ivestasi XXX XXX

30 Penerim aan  Pen jualan  Investasi D alam  Bentuk Sekuritas XXX XXX

31 Ju m lah  Arus M asuk  Kas (23 s.d. 30) XXX XXX

32

33 AR U S  K E LU AR  KAS

34 Pero leh an  Tanah XXX XXX

35 Pero leh an  Pera la tan  D an M esin XXX XXX

36 Pero lehan  G edung D an Bangunan XXX XXX

37 Pero lehan  Jalan , Irigasi D an  Jaringan XXX XXX

38 Pen jua lan  A se t Tetap  Lainnya XXX XXX

39 Pen ju a lan  A se t La innya XXX XXX

40 Pengelu aran  D ari D ivestasi XXX XXX

41 Pengelu aran  Pen jua lan  Investasi D alam  B en tuk  Sekuritas XXX XXX

42 Ju m lah  Arus K eluar Kas (34 s.d. 41) XXX XXX

AR U S KAS BERSIH  DARI AKTIV ITAS INVESTASI (31 -
43 42) XXX XXX

44

45 A R U S  KAS D ARI AK TIV ITAS  PEND ANAAN

46 AR U S  M ASU K  KAS

47 Penerim aan  P in jam an XXX XXX

48 Penerim aan  K em bali P in jam an  K epada P ihak  Lain XXX XXX

49 Ju m lah  Arus M asuk  Kas (47 s.d. 48) XXX XXX

50

51 AR U S  K E LU AR  KAS

52 Pem bayaran  Pokok  P in jam an XXX XXX

53 Pem berian  P in jam an  K epada P ihak  Lain XXX XXX

54 Penyetoran  Ke Kas D aerah XXX XXX

55 Ju m lah  A rus Keluar Kas (52 s.d. 54) XXX XXX

56
AR U S  KAS BERSIH  DARI AK TIV ITAS  PE ND ANAAN  (49 

- 55)
XXX XXX

57

58 A R U S  KAS D AR I AK TIV ITAS  TRANSITO R IS

59 A R U S  M ASU K  KAS

60 Penerim aan  Perh itungan  P ihak  K etiga (PFK) XXX XXX

61 Ju m lah  A rus M asuk  Kas (60) XXX XXX

62
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NO. URAIAN 20X1 20X0

63 AR U S  KE LU AR  KAS

64 Pengelu aran  Perh itungan  P ihak  K etiga (PFK) XXX XXX

65 Ju m lah  A rus K eluar Kas (64) XXX XXX

66

AR U S  K AS BERSIH  DARI AK TIV ITAS  TRANSITO R IS  

(61 -65)
XXX XXX

67

K E N AIK AN /PE N R U N A N  KAS BLU (19 + 43 + 56 +
XXX XXX

68 66)

69 SALD O  A W A L  KAS SETARA KAS BLU XXX XXX

70 SALD O  A K H IR  KAS SETARA KAS BLU (68 + 69) XXX XXX

6. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BLUD

B AD AN  LAYANAN  UM UM  D AERAH  X X X  

LAPO RAN  PERU BAH AN  EKUITAS

U N TU K  PE R IO D E  YAN G  B ER AK H IR  SAM PAI D ENG AN  31 D E SE M BE R  20X1 D AN 20X0

NO. URAIAN 20X1 20X0

1 E K U ITAS  A W A L XXX XXX

2 SU RPLU S D E FIS IT -LO XXX XXX

D A M PA K  K U M U LU TIF  PERU BAH AN

3 K E B JIAK AN /K E S ALAH AN  M END ASAR: XXX XXX

4 K O R EK SI N ILA I PERSED IAAN XXX XXX

5 SELIS IH  R E V ALU AS I A S E T  TE TAP XXX XXX

6 LAIN -LA IN XXX XXX

7 E K U ITAS  A K H IR XXX XXX
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BAB V

PERJANJIAN KONSESI JASA ATAU PEMBERI KONSESI

A. PENDAHULUAN
1. Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara 
pemberi konsesi dan mitra dimana:
a) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan 

jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka 
waktu tertentu; dan

b) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa 
pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak 
dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak 
dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian 
yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari 
kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak 
penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak 
dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi 
jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya 
dilakukan oleh pemberi konsesi.
Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk 
menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam 
suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan 
aset yang:
a) Disediakan oleh mitra:

i. Diabangun, dikembangkan, atau diperoleh dari ihak 
lain; atau

ii. Merupakan asset yang dimiliki oleh mitra; atau
b) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:

i. Merupakan asset yang dimiliki pembeli konsesi; atau
ii. Merupakan peningkatan asset pemberi konsesi.

2. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa
Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra 
dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan 
sebagai aset konsesi jasa apabila:
a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa 

publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa 
jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; 
dan
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b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui 
kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap 
kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa 
konsesi.

Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam 
perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama 
umur aset) jika persyaratan dalam terpenuhi. Pemberi konsesi 
melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa 
yang diakui selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali 
atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur 
dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 
16 - 301. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi 
kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud (untuk selama 
umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang 
dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. 
Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai 
tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, 
perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti 
ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang 
mengatur Aset Tak Berwujud.
Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu 
perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang 
sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra 
dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat 
terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset 
sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur 
Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi 
Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi 
jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset 
tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset 
konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai 
dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi 
jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis 
selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak 
dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. 
Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi 
ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi 
mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau 
PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset 
dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

3. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban
Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa 
sebagaimana dimaksud (selama umur aset), pemberi konsesi 
juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui



- 156-

kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi 
asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang 
disediakan oleh mitra. Pengakuan kewajiban sebagaimana 
dimaksud adalah awalnya diukur sebesar nilai yang sama 
dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud, 
disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) 
dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada 
pemberi konsesi.
Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat 
imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan 
mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi 
kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat 
peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum 
perjanjian yang relevan. Sebagai bentuk pertukaran atas aset 
konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada 
mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema 
kombinasi dari:
a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan 

(Financial liability 5 model);
b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the 

operator model), misalnya:
i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh 

pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; 
atau

ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset 
selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, 
misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang 
berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan 
publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan 
atau fasilitas komersial lainnya yang tidak 
berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan 
tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan
Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban 
tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain 
kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, 
perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi 
konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud sebagai 
kewajiban keuangan.
Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat 
untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin 
untuk membayar kepada mitra terhadap:
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a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra 

dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah 
tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika 
pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian 
dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi 
persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman 
pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, 
kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam 
Pernyataan Standar ini.
Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra 
dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi 
pembayaran sebagai:
a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui
b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
c) Bagaian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan public 

oleh mitra.
Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana 
dimaksud dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa 
pelayanan publik Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
PSAP Nomor 16 - 303 oleh mitra sesuai maksud perjanjian 
konsesi jasa, diakui sebagai beban. Ketika komponen aset dan 
komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur 
dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara 
terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas 
pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan 
dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa 
dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset 
dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat 
diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa 
pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi 
kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra 
Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan 
kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset 
keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan
pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan 
aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk 
memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset 
konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, 
maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai 
dengan sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang 
timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
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Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi 
kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud 
ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada 
mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan 
publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan 
dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain 
aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka 
pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang 
menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan 
kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi 
tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran 
dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan 
yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai 
kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi 
dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban 
pendapatan tangguhan. Dalam hal skema pemberian hak 
usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi 
konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi 
jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau 
masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal 
balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan 
bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun 
pengurang nilai kewajiban -  pendapatan tangguhan. Atas hal 
ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran 
kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari 
pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui 
sebagai beban.

Membagi Perjanjian
Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa 
pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, 
perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian 
melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud 
sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra 
sebagaimana dimaksud , maka atas jumlah keseluruhan 
pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud 
diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. 
Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut 
adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemberi 
konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban.
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Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan 
Aset Kontinjensi
Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, 
kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari 
perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi 
mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

Pendapatan Lainnya
Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari 
pendapatan, berpedoman pada standar akuntansi mengenai 
pendapatan dari transaksi pertukaran.

Penyajain Dan Pengungkapan
Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan 
pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan 
Keuangan. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa 
dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang 
memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa 
mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan 
perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:
a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang 

dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa 

yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, 
dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa 
konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar 
penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau 
nilai) dari:
i. Hak menggunakan asset yang ditentukan;
ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa 

publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian 
konsesi jasa;

iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada 
tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi 
konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir 
masa perjanjian konsesi jasa;

v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan 
penghentian

operasi konsesi jasa;
vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya 

perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa 
(overhaul);
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vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra 
terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi 
jasa guna memperoleh pendapatan; dan

d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada 
periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan sebagaimana dimaksud merupakan 
pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan 
adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan 
akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP. 
Pengungkapan secara individual untuk setiap perjanjian 
konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap 
kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian 
konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian 
konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, 
misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa 
pengolahan air.

Ketentuan Transisi
Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung 
sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas 
pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan 
standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan 
mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, 
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan 
Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

4. Pengakuan dan Pengukuran Perolehan Awal Aset Konsesi Jasa 
Penilaian apakah aset konsesi jasa diakui sesuai dengan untuk 
selama umur aset. Dibuat berdasarkan semua fakta dan 
keadaand ari perjanjian konsesi jasa.
Pengendalian atau pengaturan sebagaimana dimaksud 
dilakukan dengan perjanjian mengikat, atau dengan cara 
lainnya (seperti melalui regulator pihak ketiga yang mengatur 
entitas lain yang beroperasi di industri atau sektor yang sama 
dengan pemberi konsesi), dan termasuk keadaan dalam hal 
pemberi konsesi membeli semua output maupun dalam hal 
sebagian atau seluruh output dibeli oleh jasa pengguna lain. 
Kemampuan untuk mengecualikan atau mengatur akses bagi 
pihak lain atas manfaat suatu aset merupakan elemen penting 
dari pengendalian yang membedakan sebuah aset milik entitas 
dengan aset yang merupakan barang publik dimana semua 
entitas memiliki akses dan memperoleh manfaat dari aset 
dimaksud. Perjanjian mengikat menetapkan harga/tarif awal 
yang akan dipungut oleh mitra dan mengatur revisi harga/tarif 
selama periode perjanjian konsesi jasa. Ketika perjanjian
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mengikat memberikan hak untuk mengontrol penggunaan aset 
konsesi jasa kepada pemberi konsesi, aset dimaksud memenuhi 
kondisi yang ditentukan mengenai pengendalian 
sehubungandengan jasa publik yang harus disediakan oleh 
mitra.

Untuk tujuan, pemberi konsesi tidak perlu sepenuhnya 
mengendalikan harga/tarif: cukup bahwa harga/tarif dapat 
diatur oleh pemberi konsesi, perjanjian mengikat, atau 
regulator pihak ketiga yang mengatur entitas lain yang 
beroperasi di industri atau sektor yang sama (misalnya, rumah 
sakit, sekolah, atau universitas) dengan pemberi konsesi 
(misalnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 
Nomor 16 - 308 dengan mekanisme pembatasan). Akan tetapi, 
kondisi tersebut diterapkan pada substansi perjanjian. Untuk 
hal nonsubstantif dari perjanjian yang mengikat, seperti 
pembatasan harga/tarif yang hanya akan berlaku pada kondisi 
yang kemungkinannya kecil, diabaikan. Sebaliknya, jika, 
sebagai contoh, perjanjian dimaksudkan untuk memberikan 
kebebasan kepada mitra untuk menetapkan harga/tarif, tetapi 
setiap kelebihan keuntungan dikembalikan kepada pemberi 
konsesi, maka hal tersebut menunjukkan penerimaan mitra 
dibatasi dan pengujian pengendalian atas elemen harga/tarif 
telah terpenuhi.

Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku entitas 
yang beroperasi di sektor ekonomi tertentu, baik secara 
langsung, atau melalui unit/lembaga yang dibuat khusus. 
Untuk tujuan, kekuasaan mengatur yang luas yang dijelaskan 
di atas bukan merupakan pengendalian. Dalam Pernyataan 
Standar ini, istilah "mengatur" dimaksudkan untuk diterapkan 
hanya dalam konteks syarat dan ketentuan spesifik dari 
perjanjian konsesi jasa. Sebagai contoh, regulator jasa jalan tol 
dapat menentukan tarif yang berlaku untuk industri jalan tol 
secara keseluruhan. Bergantung pada kerangka hukum dalam 
yurisdiksi, tarif tersebut mungkin tersirat dalam perjanjian 
mengikat yang mengatur perjanjian konsesi jasa yang 
melibatkan penyediaan transportasi jalan tol, atau tarif 
tersebut dapat secara khusus dirujuk di dalamnya. Akan tetapi, 
dalam kedua kasus tersebut, pengendalian atas aset konsesi 
jasa berasal dari kontrak, atau perjanjian mengikat serupa, 
atau dari peraturan khusus yang berlaku untuk jasa jalan tol, 
dan bukan dari fakta bahwa pemberi konsesi adalah entitas 
sektor publik (pemerintah) yang terkait dengan regulator jasa 
jalan tol.
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Untuk tujuan, pengendalian oleh pemberi konsesi untuk setiap 
kepentingan signifikan atas sisa aset (residual) membatasi 
kemampuan praktis mitra untuk menjual atau menjaminkan 
aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunaan yang 
berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa. 
Kepentingan residual dalam aset merupakan estimasi nilai kini 
atas aset seolah-olah sudah sampai akhir usia dan dalam 
kondisi yang diharapkan pada akhir periode perjanjian konsesi 
jasa.

Aset yang Tersedia dari Pemberi Konsesi
Perjanjian dapat mencakup aset yang berasal dari pemberi 
konsesi:
a. Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk 

tujuan perjanjian konsesi jasa; atau
b. Pemberi konsesi memberikan akses kepada mitra untuk 

tujuan menghasilkan pendapatan sebagai kompensasi 
untuk penyediaan aset konsesi jasa.

Pernyataan Standar ini adalah untuk mengukur aset yang 
diakui sesuai dengan (untuk selama umur aset) pada nilai 
wajar pengukuran awal. Aset yang berasal dari pemberi konsesi 
yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa berasal dari 
reklasifikasi dan bukan berasal dari pengakuan sebagaimana 
diatur dalam Pernyataan Standar ini. Hanya peningkatan aset 
yang berasal dari pemberi konsesi (misalnya, meningkatkan 
kapasitas) yang diakui sebagai aset konsesi jasa sesuai dengan 
selama umur aset.
Jika aset yang berasal dari pemberi konsesi tidak lagi 
memenuhi persyaratan pengakuan sebagaimana diatur (atau 
untuk selama umur aset), maka pemberi konsesi mengikuti 
prinsip penghentian pengakuan dalam PSAP yang mengatur 
Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. 
Sebagai contoh, jika aset yang tersedia dari pemberi konsesi 
dialihkan kepada mitra secara permanen, maka aset tersebut 
dihentikan pengakuannya. Jika aset dialihkan secara 
sementara, makaKomite Standar Akuntansi Pemerintahan 
PSAP Nomor 16 - 310 pemberi konsesi mempertimbangkan 
substansi dari ketentuan perjanjian konsesi jasa dalam 
menentukan apakah aset tersebut harus dihentikan 
pengakuannya. Dalam kasus tersebut, pemberi konsesi juga 
mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut merupakan 
transaksi sewa atau transaksi jual dan sewa balik yang harus 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan PSAP yang mengatur 
mengenai sewa.
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Ketika perjanjian konsesi jasa melibatkan peningkatan aset 
yang tersedia dari pemberi konsesi sehingga manfaat ekonomi 
di masa depan atau potensi jasa yang diberikan aset akan 
meningkat, maka peningkatan tersebut dinilai apakah 
memenuhi persyaratan pengakuan (untuk selama umur aset). 
Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka pemutakhiran diakui 
dan diukur sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

Aset Mitra yang Ada
Mitra dapat menyediakan aset untuk digunakan dalam 
perjanjian konsesi jasa yang belum dibangun, dikembangkan, 
atau diakuisisi. Jika perjanjian melibatkan aset mitra yang ada, 
yang digunakan mitra untuk tujuan perjanjian konsesi jasa, 
maka pemberi konsesi menentukan apakah aset mitra tersebut 
memenuhi persyaratan (atau untuk selama umur aset). Jika 
persyaratan pengakuan terpenuhi, maka pemberi konsesi 
mengakui aset mitra tersebut sebagai aset konsesi jasa dan 
mencatatnya sesuai dengan Pernyataan Standar ini.

Aset yang Dibangun atau Dikembangkan
Pada saat aset yang dibangun atau dikembangkan memenuhi 
persyaratan (untuk selama umur aset), pemberi konsesi 
mengakui dan mengukur aset tersebut sesuai dengan 
Pernyataan Standar ini. PSAP yang mengatur Aset Tetap atau 
PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud, menetapkan kriteria 
kapan aset konsesi jasa diakui. PSAP yang mengatur Aset Tetap 
dan PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud mensyaratkan 
bahwa suatu aset diakui jika, dan hanya jika:
a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau 

potensi jasa yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir 
ke entitas; dan

b. Biaya atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal.

Kriteria pada halaman atas merupakan, bersama dengan syarat 
dan ketentuan khusus dari perjanjian mengikat, perlu 
dipertimbangkan dalam menentukan apakah akan mengakui 
aset konsesi jasa selama periode dimana aset tersebut 
dibangun atau dikembangkan. Untuk aset tetap dan aset tak 
berwujud, kriteria pengakuan mungkin dapat dipenuhi selama 
periode konstruksi atau pengembangan, dan, jika demikian, 
pemberi konsesi biasanya mengakui aset konsesi jasa selama 
periode tersebut. Kriteria pengakuan pertama mensyaratkan 
aliran manfaat ekonomi atau potensi jasa kepada pemberi 
konsesi. Dari sudut pandang pemberi konsesi, tujuan utama 
dari aset konsesi jasa adalah untuk memberikan potensi jasa 
atas nama pemberi konsesi. Serupa dengan aset yang dibangun
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atau dikembangkan oleh pemberi konsesi untuk 
penggunaannya sendiri, pemberi konsesi menilai, pada saat 
biaya konstruksi atau pengembangan dikeluarkan, Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 16 - 311 
ketentuan perjanjian mengikat untuk menentukan apakah 
potensi jasa dari aset konsesi jasa mengalir kepada pemberi 
konsesi pada saat itu.
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BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 
DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM

DAERAH

A. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI 
REKENING KAS UMUM DAERAH
1. Definisi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi 
keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang 
akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan 
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah diatur dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akural pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua 
penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan 
dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jika terdapat 
pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan 
pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah 
mengakui pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pihak-pihak terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap 
belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah:
a) Penanggungjawab Penggunaan Dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang 
diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang 
tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang 
diberi251 tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang 
diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. 
Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:
a. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang 

tidak melalui RKUD;
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b. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada 
kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK- 
SKPD.

b) Bendahara SKPD/ Unit SKPD
a. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja 

ke dalam Buku Kas Umum (BKU);
b. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan 

dan belanja.
c) PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai 
tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada 
PPKD;

b. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan 
belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh SKPKD;

c. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian 
pendapatan dan belanja ke dalam buku besar masing-masing;

d. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, Neraca, 
LO, LPE, dan CaLK.

d) Kepala SKPD
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas 
menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan 
dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selaku 
BUD.

e) BUD
PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan 
dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang 
tidak melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh 
Kepala SKPD.

2. Pengakuan
Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan SKPD/Unit 
SKPD yang tidak melalui RKUD. Pendapatan kas yang berasal dari 
hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai 
pengeluaran Pemerintah Daerah dengan syarat Pemerintah Daerah 
wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai 
pendapatan daerah.

Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja 
SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD. Belanja diakui 
berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B 
yang telah disahkan oleh BUD.Realisasi belanja modal diakui 
berdasarkan penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal 
yang tertera dalam SP2B.
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3. Pengukuran
Pendapatan, beban dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD 
diukur sesuai nilai yang tertera dalam pencatatan dan pengesahan 
BUD atas pendapatan dan belanja di SP2B. Penerbitan SP2B 
dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah 
sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap 
pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

4. Pengunkapan
pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja 
SKPD/Unit SKPD tidak melalui RKPD, disajikan dalam:
a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
b. Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancer, aset 

tetap, dan aset lainnya;
c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
d. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO

pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

e. LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO
pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum 
ditetapkan dalam perda tentang APBD pada tahun anggaran 
berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan 
SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, dan 
CaLK. Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan 
belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan 
dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Jika pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun 
anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam 
Neraca, LO, LAK, dan CaLK.

B. DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 
(FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH
1. Definisi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah, adalah:
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas 

kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan
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yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan 
kesehatan lainnya;

b. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana 
kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;

c. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang 
dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang 
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan;

d. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan 
melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui 
sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan 
kesehatan peserta JKN pada FKTP;

e. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang;

f. Puskesmas adalah Unit dari SKPD Dinas Kesehatan.

2. Pengakuan
Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan yang telah 
disahkan oleh BUD dalam SP2B. Belanja diakui ketika timbul 
realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah 
disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan 
penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera 
dalam SP2B.

3. Pengukuran
Pendapatan, beban dan belanja FKTP diukur sesuai nilai yang 
tertera dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan 
dan belanja di SP2B.

4. Pengungkapan
Pengungkapan pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja 
Dana Kapitasi FKTP disajikan dalam Neraca bagian Aset Lancar.

C. DANA DESA
1. Definisi
Dalam PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas 
PMKNomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana 
Desa dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ 
kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat.
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2. Pengakuan
Pendapatan diakui ketika timbul realisasi pendapatan yang telah 
disahkan oleh BUD dalam SP2B. Belanja diakui ketika timbul 
realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah 
disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan 
penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera 
dalam SP2B.

3. Pengukuran
Pendapatan, beban dan belanja diukur sesuai nilai yang tertera 
dalam pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan 
belanja di SP2B.

4. Pengungkapan
Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan 
ataspendapatan Dana Desa disajikan dalam LRA bagian Pendapatan 
Transfer dan belanja Dana Desa disajikan dalam LRA bagian 
Belanja Transfer sub bagian Belanja Bantuan Keuangan.

D. DANA BOS
1. Definisi

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program 
Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan 
khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari 
dana alokasi khusus nonfisik. Pengelolaan Dana BOS adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran 
Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, 
pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan 
pengawasan Dana BOS.

Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang 
bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana 
BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak 
langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik, 
dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik Obyek hibah Dana 
BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan:
a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada Provinsi; dan
b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten.
c. Penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus 

swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu 
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
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2. Pengakuan
Berdasarkan notifikasi, SKPKD selaku BUD provinsi memberikan 
informasi penyaluran Dana BOS kepada SKPKD selaku BUD 
kabupaten . Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana 
BOS yang diterima dari menteri yang menangani urusan di bidang 
keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada 
SKPKD selaku BUD kabupaten . SKPKD selaku BUD kabupaten 
berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS menerbitkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Berdasarkan SP2H, 
SKPKDkabupaten mengakui realisasi pendapatan.

SKPKD kabupaten selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan 
Belanja (SPB) Hibah Dana BOS. Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS, 
SKPKD Kabupaten mengakui realisasi belanja hibah Dana BOS.

3. Pengukuran
Penerimaan Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat 
Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H). Realisasi belanja hibah 
Dana BOS diukur sesuai nilai yang tertera di Surat Pengesahan 
Belanja (SPB) Hibah Dana BOS.

4. Pengungkapan
Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan atas 
pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Neraca bagian 
Aset Lancar.
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BAB VII
KEBIJAKAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Berikut ini adalah tabel masa manfaat terkait aset tetap:

Kodefikasi U raian
M asa M anfaat 

(Tahunan)

1.3 A se t Tetap

1.3.2 Pera la tan  dan  M esin

1.3.2.01 A la t B esar

1.3.2.01.01 A la t B esar D arat

1.3.2.01.01.01 T ractor 10

1.3.2.01.01.02 G rander 10

1.3.2.01.01.03 E xavator 10

1.3.2.01.01.05 H au ler 10

1.3.2.01.01.06 A spha lt E qu ipm en t 10

1.3.2.01.01.07 C om pacting  E qu ipm ent 10

1.3.2.01.01.08 A ggrega te  An d  C oncrete E qu ipm ent 10

1.3.2.01.01.09 Lodaer 10

1.3.2.01.01.10 A la t Pengangkat 10

1.3.2.01.01.11 M esin  Proses 10

1.3.2.01.01.12 A la t B esar D arat Lainnya 10

1.3.2.01.02 A la t B esar A pu n g

1.3.2.01.02.01 D redger 8

1.3.2.01.02.02 F loatin g  E xcavator 8

1.3.2.01.02.03 A m ph ib i D redger 8

1.3.2.01.02.04 K apal Tarik 8

1.3.2.01.02.05 K apal Tarik 8

1.3.2.01.02.06 A la t B esar A p u n g  Lainnya 8

1.3.2.01.03 A la t Bantu

1.3.2.01.03.01 A la t Penarik 7

1.3.2.01.03.02 Feeder 7

1.3.2.01.03.03 C om pressor 7

1.3.2.01.03.04 E lectric  G enera ting  Set 7

1.3.2.01.03.05 Pom pa 7

1.3.2.01.03.06 M esin  Bor 7

1.3.2.01.03.07 Unit Pem eliharaan  Lapangan 7

1.3.2.01.03.08 A la t Pengolahan  A ir  K otor 7

1.3.2.01.03.09 Pem ban gk it U ap A ir  Panas/S team  G enerator 7

1.3.2.01.03.10 A ir  Port M ain tenance E qu ipm en t/A la t B antu  Penerbangan 7

1.3.2.01.03.12 M esin  Tatoo 7

1.3.2.01.03.13 Perlengkapan  K ebakaran  H utan 7

1.3.2.01.03.14 Pera la tan  Selam 7

1.3.2.01.03.15 Pera la tan  Sar M oun tenering 7

1.3.2.01.03.16 Pera la tan  In telejen 7

1.3.2.01.03.17 A la t B antu  Lainnya 7

1.3.2.02 A la t A n gku tan

1.3.2.02.01 A la t A n gku tan  D arat B erm otor

1.3.2.02.01.01 K endaraan  D inas B erm otor Perorangan 7

1.3.2.02.01.02 K endaraan  B erm otor Penum pang 7

1.3.2.02.01.03 K endaraan  B erm otor Angkutan  Barang 7

1.3.2.02.01.04 K endaraan  B erm otor B eroda Dua 7

1.3.2.02.01.05 K endaraan  B erm otor B eroda T iga 7

1.3.2.02.01.06 K endaraan  B erm otor Khusus 7

1.3.2.02.01.07 K endaraan  Tem pur 7

1.3.2.02.01.08 A la t An gku tan  K ereta  Rel 7

1.3.2.02.01.09 A la t An gku tan  D arat B erm otor Lainnya 7

1.3.2.02.02 A la t An gku tan  D arat Tak  Berm otor

1.3.2.02.02.01 K endaraan  Tak  B erm otor Angku tan  Barang 2

1.3.2.02.02.02 K endaraan  Tak  B erm otor Penum pang 2

1.3.2.02.02.03 A lat A n gku tan  K ereta Rel Tak  B erm otor 2

1.3.2.02.02.04 A la t A n gku tan  D arat T ak  B em otor La innya 5

1.3.2.02.03 A la t An gku tan  A pu n g Berm otor
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1.3.2.02.03.01 A la t A n gku tan  A pun g B erm otor U ntuk Barang 10

1.3.2.02.03.02 A la t An gku tan  A pun g B erm otor U ntuk Penum pang 10

1.3.2.02.03.03 A la t An gku tan  A pun g B erm otor Khusus 10

1.3.2.02.03.04 A la t A n gku tan  A pun g B erm otor M iliter 10

1.3.2.02.03.05 A la t A n gku tan  A pu n g B erm otor Lainnya 10

1.3.2.02.04 A la t A n gku tan  A pun g Tak  B erm otor

1.3.2.02.04.02 A la t A n gku tan  A pun g Tak  B erm otor U n tuk  B arang 3

1.3.2.02.04.03 A la t A n gku tan  A pun g Tak  B erm otor U ntuk Penum pang 3

1.3.2.02.04.04 A la t An gku tan  A pun g Tak B erm otor Khusus 3

1.3.2.02.04.05 A la t An gku tan  A pun g Tak  B erm otor Lainnya 3

1.3.2.02.05 A la t An gku tan  B erm otor U dara

1.3.2.02.05.01 K apa l Terbang 20

1.3.2.02.05.02 A la t A n gku tan  Tak  B erm otor U dara Lainnya 20

1.3.2.03 A la t B engkel D an A la t U kur

1.3.2.03.01 A la t B engkel Berm esin

1.3.2.03.01.01 Perkakas K onstruksi Logam  Terpasan g Pada Pondasi 10

1.3.2.03.01.02 Perkakas K onstruksi Logam  Yang T ransportab le (Berpindah) 10

1.3.2.03.01.03 Perkakas B engkel L istrik 10

1.3.2.03.01.04 Perkakas Bengkel Service 10

1.3.2.03.01.05 Perkakas Pengangkat B erm esin 10

1.3.2.03.01.06 Perkakas Bengkel Kayu 10

1.3.2.03.01.07 Perkakas B engkel Khusus 10

1.3.2.03.01.08 Pera la tan  Las 10

1.3.2.03.01.09 Perkakas Pabrik  Es 10

1.3.2.03.01.10 A la t B engkel B erm esin  Lainnya 10

1.3.2.03.02 A la t B engkel Tak  B erm esin

1.3.2.03.02.01 Perkakas B engkel Konstruksi Logam 5

1.3.2.03.02.02 Perkakas Bengkel L istrik 5

1.3.2.03.02.03 Perkakas Bengkel Service 5

1.3.2.03.02.04 Perkakas Pengangkat 5

1.3.2.03.02.05 Perkakas S tandard  (Standard Tools) 5

1.3.2.03.02.06 Perkakas Khusus (Specia l Tools) 5

1.3.2.03.02.07 Perkakas B en gkel Kerja 5

1.3.2.03.02.08 Pera la tan  Tu kan g  Besi 5

1.3.2.03.02.09 Pera la tan  Tu kan g  Kayu 5

1.3.2.03.02.10 Pera la tan  Tu kan g  Ku lit 5

1.3.2.03.02.11 Pera la tan  Ukur, G ip D an Feeting 5

1.3.2.03.02.12 Pera la tan  Bengkel Khusus Peladam 5

1.3.2.03.02.13 A la t B engkel Tak  Berm esin  Lainnya 5

1.3.2.03.03 A la t U kur

1.3.2.03.03.01 A la t U kur U n iversa l 5

1.3.2.03.03.02 A la t U kur/Test In te legensia 5

1.3.2.03.03.03 A la t U kur/Test A la t Kepribad ian 5

1.3.2.03.03.04 A la t U kur/Test K lin is Lain 5

1.3.2.03.03.05 A la t Kalib rasi 5

1.3.2.03.03.06 O scilloscope 5

1.3.2.03.03.07 U n iversa l T ester 5

1.3.2.03.03.08 A la t U kur/Pem band ing 5

1.3.2.03.03.09 A la t U ku r La in -Lain 5

1.3.2.03.03.10 A la t T im ban gan/B iara 5

1.3.2.03.03.11 A n ak  T im ban gan/B iara 5

1.3.2.03.03.12 Takaran  K ering 5

1.3.2.03.03.13 Takaran  B ahan  Bangunan 5

1.3.2.03.03.14 Takaran  La in nya 5

1.3.2.03.03.15 A la t Pengu ji K endaraan  B erm otor 5

1.3.2.03.03.16 Specific  Set 5

1.3.2.03.03.17 A la t P engukur K eadaan Alam 5

1.3.2.03.03.18 A la t P engukur Penglihatan 5

1.3.2.03.03.19 A la t P engukur K etepa tan  D an K oreksi W aktu 5

1.3.2.03.03.20 A la t U kur Instrum en t W orkshop 5

1.3.2.03.03.21 A la t U kur La in nya 5

1.3.2.04 A la t Pertan ian

1.3.2.04.01 A la t Pengolahan

1.3.2.04.01.01 A la t Pengolah an  Tanah  D an Tanam an 4

1.3.2.04.01.02 A la t Pem eliharaan  Tanam an /Ikan/Tem ak 4



- 173-

1.3.2.04.01.03 A la t Panen 4

1.3.2.04.01.04 A la t Penyim pan  H asil Percobaan Pertan ian 4

1.3.2.04.01.05 A la t Laboratoriu m  Pertan ian 4

1.3.2.04.01.06 A la t P rosesing 4

1.3.2.04.01.07 A la t Pasca Panen 4

1.3.2.04.01.08 A la t P roduksi Perikanan 4

1.3.2.04.01.09 A lat-A la t Peternakan 4

1.3.2.04.01.10 A la t Pengolah an  Lainnya 4

1.3.2.05 A la t K an tor D an  Rum ah Tangga

1.3.2.05.01 A la t Kantor

1.3.2.05.01.01 M esin  Ketik 5

1.3.2.05.01.02 M esin  H itung/M esin  Jum lah 5

1.3.2.05.01.03 A la t R eproduksi (Penggandaan ) 5

1.3.2.05.01.04 A la t Penyim pan  Perlengkapan  Kantor 5

1.3.2.05.01.05 A la t K an tor La innya 5

1.3.2.05.02 A lat R um ah Tangga

1.3.2.05.02.01 M eubela ir 5

1.3.2.05.02.02 A la t Pem bersih 5

1.3.2.05.02.03 A la t Pend ing in 5

1.3.2.05.02.04 A la t P engukur W aktu 5

1.3.2.05.02.05 A la t D apur 5

1.3.2.05.02.06 A la t Rum ah Tan gga  La innya (Hom e Use) 5

1.3.2.05.02.07 A la t Pem adam  K ebakaran 5

1.3.2.05.03 M eja  D an Kursi Kerja/R apat Pejabat

1.3.2.05.03.01 M eja K erja  Pejabat 5

1.3.2.05.03.02 M eja  Rapat Pejabat 5

1.3.2.05.03.03 K ursi K erja  Pejabat 5

1.3.2.05.03.04 K ursi R apat Pejabat 5

1.3.2.05.03.05 K ursi H adap  D epan M eja Kerja Pejabat 5

1.3.2.05.03.06 Kursi Tam u  Di Ruangan Pejabat 5

1.3.2.05.03.07 Lem ari D an  A rs ip  Pejabat 5

1.3.2.06 A la t S tudio, Kom un ikasi D an Pem ancar

1.3.2.06.01 A la t Studio

1.3.2.06.01.01 Pera la tan  Studio Aud io 5

1.3.2.06.01.02 Pera la tan  Studio V ideo D an Film 5

1.3.2.06.01.03 Pera la tan  Studio G am bar 5

1.3.2.06.01.04 Pera la tan  C etak 5

1.3.2.06.01.05 Pera la tan  Studio Pem etaan/Pera la tan  U ku r Tanah 5

1.3.2.06.01.06 A la t S tud io Lainnya 5

1.3.2.06.02 A la t K om unikasi

1.3.2.06.02.01 A la t K om un ikasi Telephone 5

1.3.2.06.02.02 A la t K om un ikasi Radio Ssb 5

1.3.2.06.02.03 A la t K om unikasi Rad io H f/Fm 5

1.3.2.06.02.04 A la t K om unikasi Radio V h f 5

1.3.2.06.02.05 A la t K om un ikasi Radio U h f 5

1.3.2.06.02.06 A la t K om un ikasi Sosial 5

1.3.2.06.02.07 A la t-A la t Sandi 5

1.3.2.06.02.08 A la t K om unikasi Khusus 5

1.3.2.06.02.09 A la t K om unikasi D ig ita l D an Konvensional 5

1.3.2.06.02.10 A la t K om un ikasi Satelit 5

1.3.2.06.02.11 A la t K om un ikasi Lainnya 5

1.3.2.06.03 Pera la tan  Pem ancar

1.3.2.06.03.01 Pera la tan  Pem ancar M f/M w 10

1.3.2.06.03.02 Pera la tan  Pem ancar H f/Sw 10

1.3.2.06.03.03 Pera la tan  Pem ancar Vh f/Fm 10

1.3.2.06.03.04 Pera la tan  Pem ancar U h f 10

1.3.2.06.03.05 Pera la tan  Pem an car S h f 10

1.3.2.06.03.06 Pera la tan  A n ten a  M f/M w 10

1.3.2.06.03.07 Pera la tan  A n ten a  H f/Sw 10

1.3.2.06.03.08 Pera la tan  A n ten a  V h f/Fm 10

1.3.2.06.03.09 Pera la tan  A n ten a  U h f 10

1.3.2.06.03.10 Peera la tan  A n ten a  Sh f/Parabola 10

1.3.2.06.03.11 Pera la tan  Transla tor V h f/V h f 10

1.3.2.06.03.12 Pera la tan  T ransla tor U h f/U h f 10

1.3.2.06.03.13 Pera la tan  T ransla tor V h f/U h f 10
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1.3.2.06.03.14 Pera la tan  T ransla tor U h f/V h f 10

1.3.2.06.03.15 Pera la tan  M icrow ave F P U 10

1.3.2.06.03.16 Pera la tan  M icrow ave Terestria l 10

1.3.2.06.03.17 Pera la tan  M icrow ave Tvro 10

1.3.2.06.03.18 Pera la tan  D um m y Load 10

1.3.2.06.03.19 Sw itcher An tena 10

1.3.2.06.03.20 S w itcher/M enara  A n tena 10

1.3.2.06.03.21 Feeder 10

1.3.2.06.03.22 H um id ity  Control 10

1.3.2.06.03.23 Program  Input Equ ipm en t 10

1.3.2.06.03.24 Pera la tan  A n tena Penerim a V h f 10

1.3.2.06.03.25 Pera la tan  Pem an car L f 10

1.3.2.06.03.26 U n it P em an car M f+H f 10

1.3.2.06.03.27 Pera la tan  A n ten a  Pem ancar M f+H f 10

1.3.2.06.03.28 Pera la tan  Penerim a 10

1.3.2.06.03.29 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a L f 10

1.3.2.06.03.30 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a M f 10

1.3.2.06.03.31 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a H f 10

1.3.2.06.03.32 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a M f+H f 10

1.3.2.06.03.33 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a V h f 10

1.3.2.06.03.34 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a U h f 10

1.3.2.06.03.35 Pera la tan  Pem an car D an Penerim a Sh f 10

1.3.2.06.03.36 Pera la tan  A n ten a  Pem ancar D an Penerim a L f 10

1.3.2.06.03.37 Pera la tan  A n tena Pem ancar D an Penerim a M f 10

1.3.2.06.03.38 Pera la tan  A n ten a  Pem ancar D an Penerim a H f 10

1.3.2.06.03.39 Pera la tan  A n ten a  Pem ancar D an  Penerim a M f+H f 10

1.3.2.06.03.40 Pera la tan  A n ten a  Pem ancar D an Penerim a V h f 10

1.3.2.06.03.41 Pera la tan  A n tena Pem ancar D an Penerim a U h f 10

1.3.2.06.03.42 Pera la tan  A n tena Pem ancar D an Penerim ash f 10

1.3.2.06.03.43 Pera la tan  Penerim a C uaca C itra Satelite R esolusi Rendah 10

1.3.2.06.03.44 Pera la tan  Penerim a C uaca C itra  Satelite R esolusi T inggi 10

1.3.2.06.03.45 Pera la tan  Penerim a D an Pengirim  G am bar Ke Perm ukaan 10

1.3.2.06.03.46 Pera la tan  Perlengkapan  Radio 10

1.3.2.06.03.47 Su m ber Tenaga 10

1.3.2.06.03.48 Pera la tan  Pem an car La innya 10

1.3.2.06.04 Pera la tan  K om unikasi N avigasi

1.3.2.06.04.01 Pera la tan  K om unikasi Navigasi Instrum en Landing System 10

1.3.2.06.04.02 V e ry  H igh  Frequence O m ni Range (Vor) 10

1.3.2.06.04.03 D istance M easuring  Equ ipm en t (Dme) 10

1.3.2.06.04.04 R adar 10

1.3.2.06.04.05 A la t Pangatu r Te lekom un ikasi 10

1.3.2.06.04.06 Pera la tan  K om unikasi U n tuk  D okum entasi 10

1.3.2.06.04.07 Pera la tan  K om unikasi Navigasi Lainnya 10

1.3.2.07 A la t K edok teran  D an K esehatan

1.3.2.07.01 A la t Kedokteran

1.3.2.07.01.01 A la t K edokteran  Um um 5

1.3.2.07.01.02 A la t K edok teran  G igi 5

1.3.2.07.01.03 A la t K edok teran  K eluarga B erencana 5

1.3.2.07.01.04 A la t K edok teran  Bedah 5

1.3.2.07.01.05 A la t K eseh atan  K eb idanan  D an Penyak it Kandungan 5

1.3.2.07.01.06 A la t K edokteran  TH T 5

1.3.2.07.01.07 A la t K edok teran  M ata 5

1.3.2.07.01.08 A la t K edokteran  Bagian  Penyakit Dalam 5

1.3.2.07.01.09 A la t K edok teran  Kam ar Jenasah/M ortuary 5

1.3.2.07.01.10 A la t K edokteran  Anak 5

1.3.2.07.01.11 A la t K edokteran  Polik lin ik 5

1.3.2.07.01.12 A la t K esehatan  R ehab ilitasi M edis 5

1.3.2.07.01.13 A la t K edok teran  N euro logi (Syaraf) 5

1.3.2.07.01.14 A la t K edok teran  Jan tu ng 5

1.3.2.07.01.15 A la t K edokteran  R adiod iagnostic 5

1.3.2.07.01.16 A la t K edok teran  Pata logi Anatom y 5

1.3.2.07.01.17 A la t K edok teran  Transfus i Darah 5

1.3.2.07.01.18 A la t K edokteran  Rad ioterapy 5

1.3.2.07.01.19 A la t K edok teran  Nuk lir 5

1.3.2.07.01.20 A la t K edok teran  K u lit D an Kelam in 5
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1.3.2.07.01.21 A la t K edok teran  G aw at D arurat 5

1.3.2.07.01.22 A la t K edokteran  J iw a 5

1.3.2.07.01.23 A la t K edokteran  B edah O rthoped i 5

1.3.2.07.01.24 A la t K edok teran  I C U 5

1.3.2.07.01.25 A la t K edok teran  B edah Jan tung 5

1.3.2.07.01.26 A la t K edok teran  Trad itiona l M edicine 5

1.3.2.07.01.27 A la t K edok teran  A naesthesi 5

1.3.2.07.01.28 A la t K edok teran  Lainnya 5

1.3.2.07.02 A la t K esehatan  Um um

1.3.2.07.02.01 A la t K eseh atan  M atra  Laut 5

1.3.2.07.02.02 A lat K esehatan  M atra Udara 5

1.3.2.07.02.03 A la t K eseh atan  K epolisian 5

1.3.2.07.02.04 A la t K eseh atan  O lah  Raga 5

1.3.2.07.02.05 A la t K eseh atan  U m um  Lainnya 5

1.3.2.08 A la t Laboratoriu m

1.3.2.08.01 Unit A la t Laboratorium

1.3.2.08.01.01 A la t Laboratoriu m  K im ia A ir  Tekn ik  Penyehatan 8

1.3.2.08.01.02 A la t Laboratorium  M icro B iologi Tekn ik  Penyehatan 8

1.3.2.08.01.03 A la t Laboratoriu m  H idrok im ia 8

1.3.2.08.01.04 A la t Laboratoriu m  M odel H idro lika 8

1.3.2.08.01.05 A la t Laboratoriu m  B atu an/ G eologi 8

1.3.2.08.01.06 A la t Laboratoriu m  Bahan B angunan Konstruksi 8

1.3.2.08.01.07 A la t Laboratoriu m  Aspal, Cat D an K im ia 8

1.3.2.08.01.08 A la t Laboratoriu m  M ekan ika  Tanah  D an B atuan 8

1.3.2.08.01.09 A la t Laboratoriu m  C ocok Tanam 8

1.3.2.08.01.10 A la t Laboratoriu m  Logam , M esin  D an Listrik 8

1.3.2.08.01.11 A la t Laboratoriu m  Um um 8

1.3.2.08.01.12 A lat Laboratoriu m  M icrobio log i 8

1.3.2.08.01.13 A la t Laboratoriu m  K im ia 8

1.3.2.08.01.14 A la t Laboratoriu m  Pato logi 8

1.3.2.08.01.15 A la t Laboratoriu m  Im m unologi 8

1.3.2.08.01.16 A la t Laboratoriu m  H em atologi 8

1.3.2.08.01.17 A la t Laboratoriu m  Film 8

1.3.2.08.01.18 A la t Laboratoriu m  M akanan 8

1.3.2.08.01.19 A la t Laboratoriu m  Farm asi 8

1.3.2.08.01.20 A la t Laboratoriu m  F isika 8

1.3.2.08.01.21 A la t Laboratoriu m  H idrod inam ika 8

1.3.2.08.01.22 A la t Laboratoriu m  K lim atologi 8

1.3.2.08.01.23 A la t Laboratoriu m  Proses Peleburan 8

1.3.2.08.01.24 A la t Laboratoriu m  Pasir 8

1.3.2.08.01.25 A la t Laboratoriu m  Proses Pem buatan  C ekatan 8

1.3.2.08.01.26 A la t Laboratoriu m  Pem buatan  Pola 8

1.3.2.08.01.27 A la t Laboratoriu m  M eta lography 8

1.3.2.08.01.28 A la t Laboratoriu m  Proses Pengelasan 8

1.3.2.08.01.29 A la t Laboratoriu m  U ji Proses Pengelasan 8

1.3.2.08.01.30 A la t Laboratoriu m  Proses Pem buatan  Logam 8

1.3.2.08.01.31 A la t Laboratoriu m  M etro logie 8

1.3.2.08.01.32 A la t Laboratoriu m  Pelap isan  Logam 8

1.3.2.08.01.33 A la t Laboratoriu m  Proses Pengolahan Panas 8

1.3.2.08.01.34 A la t Laboratoriu m  Proses Teknologi Tekstil 8

1.3.2.08.01.35 A la t Laboratoriu m  Uji Tekstil 8

1.3.2.08.01.36 A la t Laboratoriu m  Proses Teknologi Keram ik 8

1.3.2.08.01.37 A la t Laboratoriu m  Proses Teknologi Kulit, Karet D an P lastik 8

1.3.2.08.01.38 A la t Laboratoriu m  U ji Kulit, Karet D an  P lastik 8

1.3.2.08.01.39 A la t Laboratoriu m  U ji K eram ik 8

1.3.2.08.01.40 A la t Laboratoriu m  Proses Teknologi Selu losa 8

1.3.2.08.01.42 A la t Laboratorium  Pertanian 8

1.3.2.08.01.43 A lat Laboratoriu m  E lektron ika D an Daya 8

1,3.2.08.01.44 Laboratoriu m  Energi Su rya 8

1.3.2.08.01.45 A la t Laboratoriu m  O ceanografi 8

1.3.2.08.01.46 A la t Laboratorium  L ingkungan Perairan 8

1.3.2.08.01.47 A la t Laboratoriu m  B iolog i Perairan 8

1.3.2.08.01.48 A la t Laboratoriu m  B iologi 8

1.3.2.08.01.49 A la t Laboratoriu m  G eofisika 8

1.3.2.08.01.50 A la t Laboratoriu m  Tam bang 8
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1.3.2.08.01.51 A la t Laboratoriu m  Proses/Tekn ik  K im ia 8

1.3.2.08.01.52 A la t Laboratoriu m  Proses Industri 8

1.3.2.08.01.53 A la t Laboratoriu m  Kesehatan  Kerja 8

1.3.2.08.01.54 Laboratoriu m  Kearsipan 8

1.3.2.08.01.55 Laboratoriu m  H em atologi D an Urinalisis 8

1.3.2.08.01.56 A la t Laboratoriu m  Lain 8

1.3.2.08.01.57 A la t Laboratoriu m  H erm od inam ika M otor D an S istem  Propu lasi 8

1.3.2.08.01.58 A la t Laboratoriu m  Pendid ikan 8

1.3.2.08.01.59 A la t Laboratorium  Teknologi Proses Enzym 8

1.3.2.08.01.60 A la t Laboratorium  Tekn ik  Pantai 8

1.3.2.08.01.61 A la t Laboratoriu m  Su m ber D aya D an Energi 8

1.3.2.08.01.62 A la t Laboratoriu m  Popu lasi 8

1.3.2.08.01.63 A la t P engukur G elom bang 8

1.3.2.08.02 U n it A la t Laboratoriu m  K im ia  Nuklir

1.3.2.08.02.01 An a lytica l Instrum en t 15

1.3.2.08.02.02 In stru m en t Probe/Sensor 15

1.3.2.08.02.03 G enera l Laboratory  Tool 15

1.3.2.08.02.04 G lassw are P lastic/U tensils 15

1.3.2.08.02.05 Labora tory  Sa fety  E qu ipm ent 15

1.3.2.08.02.06 U n it A la t Laboratoriu m  K im ia Nuk lir Lainnya 15

1.3.2.08.03 A la t Peraga P raktek  Sekolah

1.3.2.08.03.01 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang Studi : Bahasa Indonesia 10

1.3.2.08.03.02 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang S tudi : M atem atika 10

1.3.2.08.03.03 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang Studi : Ipa  D asar 10

1.3.2.08.03.04 A lat Peraga P raktek  Sekolah B idang Studi : Ipa  Lan ju tan 10

1.3.2.08.03.05 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang Studi : Ipa  Lan ju tan 10

1.3.2.08.03.06 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang S tudi : Ipa M enengah 10

1.3.2.08.03.07 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang S tudi : Ipa  A tas 10

1.3.2.08.03.08 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang S tudi : Ips 10

1.3.2.08.03.10 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  B idang Studi : K eteram p ilan 10

1.3.2.08.03.11 A la t P eraga  P rak tek  Sekolah  B idang S tudi : Kesen ian 10

1.3.2.08.03.12 A la t Peraga P raktek  Sekolah  B idang Studi : O lah Raga 10

1.3.2.08.03.13 A la t Peraga P raktek  Sekolah  B idang Studi : Pkn 10

1.3.2.08.03.14 A la t Peraga Kejuruan 10

1.3.2.08.03.15
A la t P eraga  Luar B iasa  (Tuna Netra, Terap i Fisik, Tuna Daksa, 

T u n a  Rungu)
10

1.3.2.08.03.16 A la t Peraga Paud/Tk 10

1.3.2.08.03.17 A la t P eraga  P raktek  Sekolah  Lainnya 10

1.3.2.08.04 A la t Laboratoriu m  F isika Nuk lir/E lek tron ika

1.3.2.08.04.01 R ad ia tion  D etector 15

1.3.2.08.04.02 M odu lar C oun ting  And  Scientific E lectron ic 15

1.3.2.08.04.03 Assem b ly/C ou n tin g  System 15

1.3.2.08.04.04 R ecorder D isp lay 15

1.3.2.08.04.05 S ystem /Pow er Supply 15

1.3.2.08.04.06 M easu rin g/Testing  D evice 15

1.3.2.08.04.07 O pto E lectron ics 15

1.3.2.08.04.08 A cce lera tor 15

1.3.2.08.04.09 R eactor E xperim enta l System 15

1.3.2.08.04.10 A la t Laboratoriu m  F isika N uk lir/E lek tron ika La innya 15

1.3.2.08.05 A la t P ro teksi Rad iasi/Proteksi L ingkungan

1.3.2.08.05.01 A la t U ku r F isika K esehatan 10

1.3.2.08.05.02 A la t K esehatan  Kerja 10

1.3.2.08.05.03 P ro teksi L ingkungan 10

1.3.2.08.05.04 M eteoro log ica l E qu ipm ent 10

1.3.2.08.05.05 Su m ber Rad iasi 10

1.3.2.08.05.06 A la t P roteksi Rad iasi/Proteksi L ingkungan Lainnya 10

1.3.2.08.06
R ad ia tion  A pp lica tion  A n d  N on  D estructive Testing  Laboratory  

La innya

1.3.2.08.06.01 R ad ia tion  App lica tion  E qu ipm ent 10

1.3.2.08.06.02 N on  D estru ctive Test (Ndt) Device 10

1.3.2.08.06.03 Pera la tan  H idro log i 10

1.3.2.08.06.04
R ad ia tion  App lica tion  And  N on  D estructive Testing  Laboratory  

La innya
10

1.3.2.08.07 A la t Laboratoriu m  L ingkungan  H idup

1.3.2.08.07.01 A la t Laboratoriu m  K w alitas A ir  D an Tanah 7
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1.3.2.08.07.02 A la t Laboratoriu m  K w alitas Udara 7

1.3.2.08.07.03 A la t Laboratoriu m  K ebis ingan  D an Getaran 7

1.3.2.08.07.04 Laboratoriu m  L ingkungan 7

1.3.2.08.07.05 A la t Laboratoriu m  Penun jang 7

1.3.2.08.07.06 A la t Laboratoriu m  L ingkungan  H idup Lainnya 7

1.3.2.08.08 Pera la tan  Laboratorium  H ydrod inam ica

1.3.2.08.08.01 Tow in g  Carriage 15

1.3.2.08.08.02 W ave G enerator And  Absorber 15

1.3.2.08.08.03 D ata  Accqu is ition  A n d  A n a lyz ing  System 15

1.3.2.08.08.04 C avita tion  Tunn el 15

1.3.2.08.08.05 O verhead  Cranes 15

1.3.2.08.08.06 Pera la tan  Um um 15

1.3.2.08.08.07 Pem esinan  : M odel Ship W orkshop 15

1.3.2.08.08.08 Pem esinan  : P ropeller M odel W orkshop 15

1.3.2.08.08.09 Pem esinan  : M echan ica l W orkshop 15

1.3.2.08.08.10 Pem esinan  : P rec is ion  M echan ica l W orkshop 15

1.3.2.08.08.11 Pem esinan  : Sh ip M odel P reparation  Shop 15

1.3.2.08.08.12 Pera la tan  Laboratorium  H ydrod inam ica  Lainnya 15

1.3.2.08.09 A la t Laboratoriu m  Standarisasi K alib rasi D an Instrum entasi

1.3.2.08.09.01 A la t Laboratoriu m  K alib rasi E lectrom ed ik  D an B iom ed ik 8

1.3.2.08.09.02 A la t Laboratoriu m  Standard  D an Kalib rator 8

1.3.2.08.09.03 A la t Laboratoriu m  Cahaya, O ptik  D an Akustik 8

1.3.2.08.09.04 A la t Laboratoriu m  L istrik  D an M ekan ik 8

1.3.2.08.09.05 A la t Laboratoriu m  Tekanan  D an Suhu 8

1.3.2.08.09.06 A la t Laboratoriu m  Standarisasi K alib rasi D an Instrum en tas i Lain 8

1.3.2.08.09.07 A la t Laboratoriu m  Natius 8

1.3.2.08.09.08 A la t Laboratoriu m  E lektron ika  D an Telekom un ikasi Pelayaran 8

1.3.2.08.09.09 A la t Laboratoriu m  Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 8

1.3.2.08.09.10 A la t Laboratoriu m  U ji Perangkat 8

1.3.2.08.09.11
A la t Laboratoriu m  S tandarisasi K alib rasi D an Instrum entasi 

La in nya
8

1.3.2.09 A la t Persen ja taan

1.3.2.09.01 Sen ja ta  Ap i

1.3.2.09.01.01 Sen ja ta  G enggam 10

1.3.2.09.01.02 Sen ja ta  P inggang 10

1.3.2.09.01.03 Sen ja ta  B ahu/S en jata  Laras Pan jang 10

1.3.2.09.01.04 Senapan  M esin 10

1.3.2.09.01.05 M ortir 10

1.3.2.09.01.06 A n ti Lap is Baja 10

1.3.2.09.01.07 A rtile r i M edan  (Arm ed) 10

1.3.2.09.01.08 A rtile r i P ertahan an  U dara  (Arhanud) 10

1.3.2.09.01.09 K ava leri 10

1.3.2.09.01.10 Sen ja ta  La in -La in 10

1.3.2.09.02 Persen ja taan  N on  Sen jata  Ap i

1.3.2.09.02.01 A la t Keam anan 3

1.3.2.09.02.02 N on  Sen ja ta  Ap i 3

1.3.2.09.02.03 A la t P en jinak  B ahan  Pe ledak  (Aljihandak) 3

1.3.2.09.02.04 A la t N uklir, B io log i D an K im ia 3

1.3.2.09.02.05 Persen ja taan  N on  Sen jata  A p i Lainnya 3

1.3.2.09.03 Sen ja ta  S inar

1.3.2.09.03.01 Laser 5

1.3.2.09.03.02 Sen ja ta  S inar Lainnya 5

1.3.2.09.04 A la t K husu s Kepo lis ian

1.3.2.09.04.01 A la t Khusus K epolisian 4

1.3.2.09.04.02 A la t D a lm as/A lat D akhura 4

1.3.2.09.04.03 A la t W an teror (Perlaw anan Teror) 4

1.3.2.09.04.04 Pera la tan  D eteksi Intel 4

1.3.2.09.04.05 A lsu s Lan tas 4

1.3.2.09.04.06 A lsus Reserse 4

1.3.2.09.04.07 A lsu s Fotogra fi K epolisian 4

1.3.2.09.04.08 A lsu s D aktiloskop i 4

1.3.2.09.04.09 Instru m en  Analis is  Laboratorium  Forensik 4

1.3.2.09.04.10 A la t Khusus Kepo lis ian  Lainnya 4

1.3.2.10 K om puter

1.3.2.10.01 K om pu ter U n it
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1.3.2.10.01.01 k om p u ter  Jaringan 4

1.3.2.10.01.02 Person a l K om puter 4

1.3.2.10.01.03 K om pu ter U n it Lainnya 4

1.3.2.10.02 Pera la tan  K om puter

1.3.2.10.02.01 Pera la tan  M ain fram e 4

1.3.2.10.02.02 Pera la tan  M in i Kom puter 4

1.3.2.10.02.03 Pera la tan  Person a l Kom puter 4

1.3.2.10.02.04 Pera la tan  Jaringan 4

1.3.2.10.02.05 Pera la tan  K om puter La innya 4

1.3.2.11 A la t E ksp loras i

1.3.2.11.01 A la t E ksp loras i Tofogra fi

1.3.2.11.01.01 O ptik 5

1.3.2.11.01.02 A la t E ksp loras i 5

1.3.2.11.01.03 A la t E ksp loras i Topogra fi Lainnya 5

1.3.2.11.02 A la t E ksp lorasi G eofisika

1.3.2.11.02.01 M ekan ik 10

1.3.2.11.02.02 E lek tron ik  / E lectric 10

1.3.2.11.02.03 M anu al 10

1.3.2.11.02.04 A la t E ksp loras i G eofis ika  Lainnya 10

1.3.2.12 A la t Pengeboran

1.3.2.12.01 A la t P engeboran  M esin

1.3.2.12.01.01 B or M esin  Tu m bu k 10

1.3.2.12.01.02 B or M esin  Pu tar 10

1.3.2.12.01.03 A la t Pengeboran  M esin  Lainnya 10

1.3.2.12.02 A lat Pengeboran  Non M esin

1.3.2.12.02.01 Bangka 10

1.3.2.12.02.02 Pantek 10

1.3.2.12.02.03 Putar 10

1.3.2.12.02.04 Pera la tan  B antu 10

1.3.2.12.02.05 A la t Pengeboran  Non M esin  Lainnya 10

1.3.2.13 A la t P roduksi, Pengolahan  D an Pem urn ian

1.3.2.13.01 Sum ur

1.3.2.13.01.01 Pera la tan  Sum ur M inyak 10

1.3.2.13.01.02 Su m ur Pem boran 10

1.3.2.13.01.03 Su m ur Lainnya 10

1.3.2.13.02 Produksi

1.3.2.13.02.01 Rig 10

1.3.2.13.02.02 Produksi La innya 10

1.3.2.13.03 Pengo lah an  D an Pem urn ian

1.3.2.13.03.01 A la t Pengolah an  M inyak 15

1.3.2.13.03.02 A la t Pengolah an  A ir 15

1.3.2.13.03.03 A la t Pengolah an  Steam 15

1.3.2.13.03.04 A la t Pengolahan  W ax 15

1.3.2.13.03.05 Pengo lah an  D an  Pem urn ian  Lainnya 15

1.3.2.14 A la t B antu  Eksp lorasi

1.3.2.14.01 A la t B antu  Eksp lorasi

1.3.2.14.01.01 M ekan ik 10

1.3.2.14.01.02 E ektric 10

1.3.2.14.01.03 A la t B antu  E kplorasi La innya 10

1.3.2.14.02 A la t B antu  Produksi

1.3.2.14.02.01 T est Un it 10

1.3.2.14.02.02 A la t B antu  P roduksi Lainnya 10

1.3.2.15 A la t K ese lam atan  Kerja

1.3.2.15.01 A la t D eteksi

1.3.2.15.01.01 Rad iasi 5

1.3.2.15.01.02 Su ara 5

1.3.2.15.01.03 A la t D eteksi La innya 5

1.3.2.15.02 A la t Pe lindung

1.3.2.15.02.01 Baju  Pengam an 5

1.3.2.15.02.02 M asker 5

1.3.2.15.02.03 Top i Kerja 5

1.3.2.15.02.04 Sabu k  Pengam an 5

1.3.2.15.02.05 Sepatu  Lapangan 5

1.3.2.15.02.06 A la t P e lindu ng  Lainnya 5

1.3.2.15.03 A la t SAR
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1.3.2.15.03.01 A la t Penolong 2

1.3.2.15.03.02 A la t Pendu ku n g Pencarian 2

1.3.2.15.03.03 A la t K erja  B aw ah  A ir 2

1.3.2.15.03.04 A la t Sar La innya 2

1.3.2.15.04 A la t K erja  Penerbangan

1.3.2.15.04.01 Pera la tan  Fasilitas K om unikasi Penerbangan 10

1.3.2.15.04.02 Pera la tan  Fasilitas N avigasi D an Pengam atan  Penerbangan 10

1.3.2.15.04.03 Pera la tan  Fasilitas B antu  Pendaratan 10

1.3.2.15.04.04 Pera la tan  Fasilitas B antu  Pelayanan  D an Pengam anan  B andar 

U dara
10

1.3.2.15.04.05 Pera la tan  Fasilitas L istrik  B andar U dara 10

1.3.2.15.04.06 A la t U kur Pera la tan  Faslektrik 10

1.3.2.15.04.07 A la t K erja  Penerbangan  Lainnya 10

1.3.2.16 A la t Peraga

1.3.2.16.01 A la t Peraga Pelatihan  D an  Percon tohan

1.3.2.16.01.01 A la t Peraga Pelatihan 10

1.3.2.16.01.01 A la t Peraga Percon tohan 10

1.3.2.16.01.01 A la t P eraga  Pelatihan  D an Percon tohan Lainnya 10

1.3.2.17 Pera la tan  P roses/Produksi

1.3.2.17.01 U n it Pera la tan  Proses/Produksi

1.3.2.17.01.01 L iqu id -L iqu id  C ontractor Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.02 Solid -Solid  M ix ing E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.03 So lid -Solid  Screen ing E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.04 So lid -Solid  C lassifier 8

1.3.2.17.01.05 So lid -L iqu id  M ix in g  Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.06 Solid  L iqu id  C rysta llization  Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.07 Ion  Exchange Absortion  Equ ipm ent 8

1.3.2.17.01.08 Leach in g  Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.09 G rav ity  Sed im en tation  Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.10 Solid  L iqu id  F iltering Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.11 C en trifuge For Solid  Liqu id 8

1.3.2.17.01.12 G as-So lid  D rying E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.13 G as - Solid  F lu id ised  Bed E qu ipm en t 8

1.3.2.17.01.14 G as - Solid  Separation  E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.15 G as - L iqu id  D istilla tion  E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.16 Isotope Separation  E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.17 Tran sport And  Storage Equ ipm en t For Liqu id 8

1.3.2.17.01.18 Solid  M ateria l H andling Equ ipm ent 8

1.3.2.17.01.19 Size R edu ction  Size B a largem en t E qu ipm ent 8

1.3.2.17.01.20 H eat G enerating  E qu ipm en t 8

1.3.2.17.01.21 H eat T ransfer Equ ipm en t 8

1.3.2.17.01.22 M ech an ica l Proces 8

1.3.2.17.01.23 U n it Pera la tan  P roses/Produksi Lainnya 8

1.3.2.18 Ram bu - Ram bu

1.3.2.18.01 R am bu -R am bu  Lalu  L in tas Darat

1.3.2.18.01.01 R am bu  B ersuar 7

1.3.2.18.01.02 Ram bu T idak  B ersuar 5

1.3.2.18.01.03 R am bu -R am bu  Lalu  L intas D arat La innya 5

1.3.2.18.02 R am bu -R am bu  Lalu  L in tas Udara

1.3.2.18.02.01 R unw ay/Th resho ld  L ight 5

1.3.2.18.02.02 V isu a l App roach  Slope Ind icator (Vasi) 5

1.3.2.18.02.03 Approach  L ight 5

1.3.2.18.02.04 R u n w ay  Iden tifica tion  L ight (Reils) 5

1.3.2.18.02.05 S igna l 5

1.3.2.18.02.06 F lood  Lights 5

1.3.2.18.02.07 R am bu -R am bu  Lalu  Lintas U dara Lainnya 5

1.3.2.19 Pera la tan  O lah  Raga

1.3.2.19.01 Pera la tan  O lah  Raga

1.3.2.19.01.01 Pera la tan  O lah  Raga A tletik 3

1.3.2.19.01.02 Pera la tan  Perm ainan 3

1.3.2.19.01.03 Pera la tan  Senam 3

1.3.2.19.01.04 Para la tan  O lah  R aga  A ir 3

1.3.2.19.01.05 Pera la tan  O lah  Raga U dara 3

1.3.2.19.01.06 Pera la tan  O lah  Raga Lainnya 3

1.3.3 G edu ng dan  B angunan
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1.3.3.01 G edu ng B angunan

1.3.3.01.01 B angunan  G edung Tem pat K erja

1.3.3.01.01.01 B angunan  G edung Kantor 50

1.3.3.01.01.02 B angunan  G udang 50

1.3.3.01.01.03 B angu nan  G edung U n tuk  B engkel/H anggar 50

1.3.3.01.01.04 B angunan  G edung Insta lasi 50

1.3.3.01.01.05 B angunan  G edung Laboratorium 50

1.3.3.01.01.06 B angunan  Kesehatan 50

1.3.3.01.01.07 B angunan  O ceanarium /O bservatorium 50

1.3.3.01.01.08 B angunan  G edung Tem pat Ibadah 50

1.3.3.01.01.09 B angunan  G edung Tem pat Pertem uan 50

1.3.3.01.01.10 B angunan  G edung Tem pat Pend id ikan 50

1.3.3.01.01.11 B angunan  G edung Tem pat O lah  Raga 50

1.3.3.01.01.12 B angunan  G edung Pertokoan/K operasi/Pasar 50

1.3.3.01.01.13 B angunan  G edung U ntuk  Pos Jaga 50

1.3.3.01.01.14 B angunan  G edung G arasi/Pool 50

1.3.3.01.01.15 B angunan  G edung Pem otong H ewan 50

1.3.3.01.01.16 B angunan  G edung Perpustakaan 50

1.3.3.01.01.17 B angunan  G edung M usium 50

1.3.3.01.01.18 B angu nan  G edung Term ina l/Pelabuhan/B andara 50

1.3.3.01.01.19 B angunan  Pengu jian  K ela ikan 50

1.3.3.01.01.20 B angunan  G edung Lem baga Pem asyarakatan 50

1.3.3.01.01.21 B angunan  Rum ah Tahanan 50

1.3.3.01.01.22 B angunan  G edung K rem atorium 50

1.3.3.01.01.23 B angunan  Pem bakaran  Bangkai H ewan 50

1.3.3.01.01.24 B angunan  Terbuka 50

1.3.3.01.01.25 B angunan  Penam pung Sekam 50

1.3.3.01.01.26 B angunan  Tem pat Pelelangan  Ikan (Tpi) 50

1.3.3.01.01.27 B angunan  Industri 50

1.3.3.01.01.28 B angunan Peternakan/Perikanan 50

1.3.3.01.01.29 B angunan  G edung Tem pat K erja Lainnya 50

1.3.3.01.01.30 B angunan  Pera la tan  G eofis ika 50

1.3.3.01.01.31 B angunan  Fasilitas Um um 50

1.3.3.01.01.32 B angunan  Parkir 50

1.3.3.01.01.33 B angunan  G edung Pabrik 50

1.3.3.01.01.34 B angu nan  S tasiun  Bus 50

1.3.3.01.01.35 Tam an 50

1.3.3.01.01.36 B angunan  G edung Tem pat Kerja Lainnya 50

1.3.3.01.02 B angunan  G edung Tem pat T ingga l

1.3.3.01.02.01 R um ah N egara  G olongan I 50

1.3.3.01.02.02 R um ah  N egara  G olongan  II 50

1.3.3.01.02.03 R um ah  N egara  G olongan  III 50

1.3.3.01.02.04 M ess/W ism a/B unga low /Tem pat Peristirahatan 50

1.3.3.01.02.05 Asram a 50

1.3.3.01.02.06 H otel 50

1.3.3.01.02.07 M otel 50

1.3.3.01.02.08 Flat/ Rum ah Susun 50

1.3.3.01.02.09 R um ah  N egara  D alam  Proses Penggolongan 50

1.3.3.01.02.10 Panti A suhan 50

1.3.3.01.02.11 A ppartem en 50

1.3.3.01.02.12 R um ah  T idak  B ersusun 50

1.3.3.01.02.13 B angunan  G edung Tem pat T ingga l Lainnya 50

1.3.3.02 M onum en

1.3.3.02.01 C and i/Tugu  Peringatan/Prasasti

1.3.3.02.01.01 Candi 50

1.3.3.02.01.02 Tugu 50

1.3.3.02.01.03 B angunan  Pen inggalan 50

1.3.3.02.01.04 C and i/Tugu  Peringatan/Prasasti Lainnya 50

1.3.3.03 B angunan  M enara

1.3.3.03.01 B angunan  M enara  Peram bunan

1.3.3.03.01.01 B angunan  M enara  Peram buan  Penerangan  Pantai 40

1.3.3.03.01.02 B angunan  Peram buan  Penerangan Pantai 40

1.3.3.03.01.03 B angunan  M enara  Telekom un ikasi 40

1.3.3.03.01.04 B angunan  M enara  Pengawas 40

1.3.3.04 | Tu gu  T itik  K on tro l/Pasti
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1.3.3.04.01 Tu gu /Tan da  Batas

1.3.3.04.01.01 Tu gu /Tan da  B atas Adm in istrasi 50

1.3.3.04.01.02 Tu gu /Tanda Jarin g  Kon tro l G eodesi 50

1.3.3.04.01.03 P ilar/Tu gu/Tan da Lainnya 50

1.3.3.04.01.04 Pagar 50

1.3.3.04.01.05 Tu gu /Tanda Batas Lainnya 50

1.3.4 Ja lan , Jaringan  D an  Irigasi

1.3.4.01 J a lan  D an Jem batan

1.3.4.01.01 Ja lan

1.3.4.01.01.01 Ja lan  Nasiona l 10

1.3.4.01.01.02 J a lan  Provinsi 10

1.3.4.01.01.03 Ja lan  K abupaten 10

1.3.4.01.01.04 J a lan  K ota 10

1.3.4.01.01.05 Ja lan  Desa 10

1.3.4.01.01.06 Ja lan  Tol 10

1.3.4.01.01.07 Landasan  Pacu Pesaw at Terbang 10

1.3.4.01.01.08 J a lan  Khusus 10

1.3.4.01.01.09 Ja lan  La innya 10

1.3.4.01.02 Jem batan

1.3.4.01.02.01 Jem batan  Pada  Ja lan  Nasiona l 50

1.3.4.01.02.02 Jem batan  Pada Ja lan  Prop insi 50

1.3.4.01.02.03 Jem b atan  Pada  Ja lan  Kabupaten 50

1.3.4.01.02.04 Jem b atan  Pada Ja lan  Kota 50

1.3.4.01.02.05 Jem batan  Pada Ja lan  Desa 50

1.3.4.01.02.06 Jem batan  Pada  Ja lan  Tol 50

1.3.4.01.02.07 Jem batan  Pada Ja lan  K ereta  Ap i 50

1.3.4.01.02.08 Jem batan  Pada Landasan Pacu  Pesaw at Terbang 50

1.3.4.01.02.09 J em batan  Pada  Ja lan  Khusus 50

1.3.4.01.02.10 J em batan  Penyeberangan 50

1.3.4.01.02.11 Jem batan  Labuh /San dar Pada Term inal 50

1.3.4.01.02.12 Jem batan  Pengukur 50

1.3.4.01.02.13 Jem batan  Lainnya 50

1.3.4.02 B angunan  A ir

1.3.4.02.01 B angunan  A ir  Irigasi 50

1.3.4.02.01.01 B angunan  W adu k  Irigasi 50

1.3.4.02.01.02 B angunan  Pengam b ilan  Irigasi 50

1.3.4.02.01.03 B angunan  Pem baw a Irigasi 50

1.3.4.02.01.04 B angunan  Pem buang Irigasi 50

1.3.4.02.01.05 B angunan  Pengam an  Irigasi 50

1.3.4.02.01.06 B angunan  Pelengkap  Irigasi 50

1.3.4.02.01.07 B angunan  Saw ah  Irigasi 50

1.3.4.02.01.08 B angunan  A ir  Irigasi Lainnya 50

1.3.4.02.02 B angunan  W adu k  Pasang Surut

1.3.4.02.02.01 B angunan  Pengam b ilan  Pasang Surut 50

1.3.4.02.02.02 B angunan  Pem baw a Pasang Surut 50

1.3.4.02.02.03 Sa lu ran  Pem buan g Pasang Surut 50

1.3.4.02.02.04 B angunan  Pengam an  Pasang Surut 50

1.3.4.02.02.05 B angunan  Pelengkap Pasang Surut 50

1.3.4.02.02.06 B angunan  Saw ah  Pasang Surut 50

1.3.4.02.02.07 B angunan  Pengairan  Pasang Surut Lainnya 50

1.3.4.02.03 B angunan  Pengem bangan  Rawa D an Polder

1.3.4.02.03.01 B angunan  W adu k  Pengem bangan  Rawa 25

1.3.4.02.03.02 B angunan  Pengam bilan  Pengem bangan Rawa 25

1.3.4.02.03.03 B angunan  Pem baw a Pengem bangan  Rawa 25

1.3.4.02.03.04 B angunan  Pem buan g Pengem bangan  Rawa 25

1.3.4.02.03.05 B angu nan  Pengam an  Pengem bangan  Rawa 25

1.3.4.02.03.06 B angunan  Pelengkap  Pengem bangan  Rawa 25

1.3.4.02.03.07 B angunan  Saw ah  Pengem bangan  Rawa 25

1.3.4.02.03.08 B angunan  Pengem bangan  Raw a D an  Polder Lainnya 25

1.3.4.02.04 B angunan  Pengam an  Sungai/Panta i &  Penanggu langan  B encana 

A lam

1.3.4.02.04.01 B angunan  Pengam an Sungai/Panta i & Penanggu langan  B encana 

A lam
10

1.3.4.02.04.02 B angunan  Pengam b ilan  Pengam an Sungai/Panta i 10

1.3.4.02.04.03 B angunan  Pem baw a Pengam an Sungai/Pantai 10
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1.3.4.02.04.04 B angunan  Pem buang Pengam an Sungai 10

1.3.4.02.04.05 B angunan  Pengam an  Pengam anan  Sungai/Panta i 10

1.3.4.02.04.06 B angunan  Pelengkap  Pengam an  Sungai 10

1.3.4.02.04.07 B angunan  Pengam an  Sungai/Panta i &  Penanggu langan Bencana 10

1.3.4.02.05 B angunan  Pengem bangan  Su m ber A ir  D an  A ir  Tanah

1.3.4.02.05.01 B angunan  W adu k  Pengem bangan  Sum ber A ir 30

1.3.4.02.05.02 B angunan  Pengam b ilan  Pengem bangan  Sum ber A ir 30

1.3.4.02.05.03 B angunan  Pem baw a Pengem bangan  Su m ber A ir 30

1.3.4.02.05.04 B angunan  Pem buan g Pengem bangan Sum ber A ir 30

1.3.4.02.05.05 B angunan  Pengam an  Pengem bangan Sum ber A ir 30

1.3.4.02.05.06 B angunan  Pelengkap Pengem bangan Sum ber A ir 30

1.3.4.02.05.07 B angunan  Saw ah  Irigasi A ir  Tanah 30

1.3.4.02.05.08 B angunan  Pengem bangan  Sum ber A ir  D an A ir  Tanah  Lainnya 30

1.3.4.02.06 B angunan  A ir  B ersih/A ir Baku

1.3.4.02.06.01 B angunan  W adu k  A ir  B ersih/A ir Baku 40

1.3.4.02.06.02 B angunan  Pem baw a A ir  B ersih/A ir Baku 40

1.3.4.02.06.03 B angunan  Pem buang A ir  B ersih/A ir Baku 40

1.3.4.02.06.04 B angunan  Pelengkap A ir  B ersih/A ir Baku 40

1.3.4.02.06.05 B angunan  A ir  B ers ih/A ir Baku Lainnya 40

1.3.4.02.07 B angu nan  A ir  K otor

1.3.4.02.07.01 B angunan  Pem baw a A ir  Kotor 40

1.3.4.02.07.02 B angunan  W adu k  A ir  K otor 40

1.3.4.02.07.03 B angunan  Pem buang A ir  K otor 40

1.3.4.02.07.04 B angunan  Pengam an  A ir  Kotor 40

1.3.4.02.07.05 B angunan  Pelengkap  A ir  Kotor 40

1.3.4.02.07.06 B angunan  A ir  K otor La innya 40

1.3.4.03 Insta lasi

1.3.4.03.01 Insta las i A ir  Bersih  / A ir  Baku

1.3.4.03.01.01 Insta las i A ir  Perm ukaan 30

1.3.4.03.01.02 Insta las i A ir  Sum ber / M ata  A ir 30

1.3.4.03.01.03 Insta las i A ir  Tanah  D alam 30

1.3.4.03.01.04 Insta las i A ir  Tanah  D angkal 30

1.3.4.03.01.05 Insta lasi A ir  Bersih  / A ir  Baku Lainnya 30

1.3.4.03.02 Insta las i A ir  Kotor

1.3.4.03.02.01 Insta las i A ir  B uangan  D om estik 30

1.3.4.03.02.02 Insta las i A ir  B uangan Industri 30

1.3.4.03.02.03 Insta las i A ir  B uangan  Pertan ian 30

1.3.4.03.02.04 Insta las i A ir  K otor La innya 30

1.3.4.03.03 Insta las i Pengolah an  Sam pah

1.3.4.03.03.01 Insta las i Pengolahan  Sam pah O rgan ik 10

1.3.4.03.03.02 Insta las i Pengolahan  Sam pah Non O rgan ik 10

1.3.4.03.03.03 B angunan  Penam pung Sam pah 10

1.3.4.03.03.04 Insta lasi Pengolah an  Sam pah Lainnya 10

1.3.4.03.04 Insta lasi Pengolah an  B ahan  B angunan

1.3.4.03.03.01 Insta las i Pengolah an  B ahan  B angunan Percon tohan 10

1.3.4.03.03.02 Insta las i Pengolah an  B ahan  B angunan Perin tis 10

1.3.4.03.03.03 Insta las i Pengolah an  B ahan  B angunan Terapan 10

1.3.4.03.03.04 Insta las i Pengolah an  B ahan  B angunan Lainnya 10

1.3.4.03.05 Insta las i Pem bangk it L istrik

1.3.4.03.05.01 Insta las i Pem bangk it L istrik  Tenaga  A ir  (Pita) 40

1.3.4.03.05.02 Insta lasi Pem bangk it L istrik  Tenaga D iesel (Pltd) 40

1.3.4.03.05.03 Insta las i Pem bangk it L istrik  Tenaga M ikro H idro (Pltm ) 40

1.3.4.03.05.04 Insta lasi Pem bangk it L istrik  Tenaga  An gin  (Pltan) 40

1.3.4.03.05.05 Insta las i P em ban gk it L is trik  Tenaga  Uap (Pltu) 40

1.3.4.03.05.06 Insta las i P em ban gk it L istrik  Tenaga  Nuklir (Pltn) 40

1.3.4.03.05.07 Insta las i Pem ban gk it L istrik  Tenaga Gas (Pltg) 40

1.3.4.03.05.08 Insta las i Pem ban gk it L is trik  Tenaga  Panas Bum i (Pltp) 40

1.3.4.03.05.09 Insta las i P em ban gk it L istrik  Tenaga  Surya (Plts) 40

1.3.4.03.05.10 Insta lasi Pem ban gk it L istrik  Tenaga B iogas (Pltb) 40

1.3.4.03.05.11 Insta las i Pem ban gk it L istrik  Lainnya 40

1.3.4.03.06 Insta las i G ardu  L istrik

1.3.4.03.06.01 Insta las i G ardu  L istrik  Induk 40

1.3.4.03.06.02 Insta las i G ardu  L istrik  D istribusi 40

1.3.4.03.06.03 Insta las i Pusat Pengatur L istrik 40

1.3.4.03.06.04 Insta las i G ardu L istrik  Lainnya 40
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1.3.4.03.07 Insta las i Pertahan an

1.3.4.03.07.01 Insta las i Pertahan an  D i D arat 30

1.3.4.03.07.02 Insta lasi Pertahan an  Lainnya 30

1.3.4.03.08 Insta las i Gas

1.3.4.03.08.01 Insta las i G ardu  Gas 30

1.3.4.03.08.02 Insta las i P engo lah an  Gas 30

1.3.4.03.08.03 Insta las i G as Lainnya 30

1.3.4.03.09 Insta las i Pengam an

1.3.4.03.09.01 Insta las i Pengam an  Penangkal Petir 30

1.3.4.03.09.02 Insta las i R eaktor Nuklir 30

1.3.4.03.09.03 Insta las i Pengolah an  L im bah Radio A k tif 30

1.3.4.03.09.04 Insta las i Pengam an  Lainnya 30

1.3.4.04 Jaringan

1.3.4.04.01 Jaringan  A ir  M inum

1.3.4.04.01.01 J arin gan  Pem baw a 30

1.3.4.04.01.02 J arin gan  Induk  D istribusi 30

1.3.4.04.01.03 J arin gan  C abang  D istribusi 30

1.3.4.04.01.04 J arin gan  Sam bungan  Ke Rum ah 30

1.3.4.04.01.05 Jaringan  A ir  M inum  Lainnya 30

1.3.4.04.02 J arin gan  L istrik

1.3.4.04.02.01 J arin gan  Transm isi 40

1.3.4.04.02.02 J arin gan  D istribu si 40

1.3.4.04.02.03 Jaringan  L is tr ik  Lainnya 40

1.3.4.04.03 Jaringan  Te lepon

1.3.4.04.03.01 Jaringan  Te lepon  D iatas Tanah 20

1.3.4.04.03.02 Jaringan  Te lepon  D ibaw ah  Tanah 20

1.3.4.04.03.03 J arin gan  Te lepon  D idalam  A ir 20

1.3.4.04.03.04 Jaringan  D engan  M edia  Udara 20

1.3.4.04.03.05 Jaringan  Te lepon  Lainnya 20

1.3.4.04.04 Jaringan  Gas

1.3.4.04.04.01 J arin gan  P ipa  Gas Transm isi 30

1.3.4.04.04.02 Jaringan  Pipa D istribusi 30

1.3.4.04.04.03 Jaringan  P ipa  D inas 30

1.3.4.04.04.04 Jaringan  Bbm 30

1.3.4.04.04.05 J arin gan  G as La innya 30

1.3.5 A se t Tetap  Lain

1.3.5.01 B ahan  Perpustakaan

1.3.5.01.01 B ahan  Perpustakaan  Tercetak

1.3.5.01.01.01 Buku Um um 0
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BAB VIII

KEBIJAKAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodefikasi U ra ian Jenis

Presen tasi

Renovasi / R estorasi / O verhau l 

dan N ila i Buku  A set (D iluar 

Penyusutan )

M asa

M anfaat

1.3 A se t Tetap

1.3.2 Pera la tan  dan  M esin

1.3.2.01 A la t B esar

1.3.2.01.01 A la t B esar D arat O verhau l >0% s/d 30% 1

>30%  s/d 45% 3

>45%  s/d 65% 5

1.3.2.01.02 A la t B esar A pun g
O verhau l >0% s/d 30% 1

>30%  s/d 45% 2

>45%  s/d 65% 4

1.3.2.01.03 A la t B antu
O verhau l >0% s/d 30% 1

>30%  s/d 45% 2

>45%  s/d 65% 4

1.3.2.02 A la t Angku tan

1.3.2.02.01
A la t A n gku tan  D arat 
B erm otor O verhau l

>0% s.d. 25%
1

>25%  s.d 50%
2

>50%  s.d  75%
3

>75%  s.d. 100% 4

1.3.2.02.02
A la t A n gku tan  D arat 

T ak  B erm otor O verhau l
>0% s.d. 25%

0

>25%  s.d 50% 1

>50%  s.d 75%
1

>75%  s.d. 100%
1

1.3.2.02.03
A la t A n gku tan  Apung 

B erm otor O verhau l
>0% s.d. 25%

2

>25%  s.d 50%
3

>50%  s.d 75%
4

>75%  s.d. 100%
6

1.3.2.02.04
A la t An gku tan  A pun g 

Tak  B erm otor R enovas i
>0% s.d. 25%

1

>25%  s.d 50% 1

>50%  s.d 75% 1

>75%  s.d. 100% 2
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1.3.2.02.05
A la t A n gku tan  

B erm otor U dara O verhau l
>0%  s.d. 25%

3

>25%  s.d 50% 6

>50%  s.d 75% 9

>75%  s.d. 100% 12

1.3.2.03
A la t B engkel D an  A la t 

U kur

1.3.2.03.01
A la t Bengkel 

B erm esin O verhau l
>0%  s.d. 25% 1

>25%  s.d 50% 2

>50%  s.d 75%
3

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.03.02
A la t B en gkel Tak 

B erm esin O verhau l
>0% s.d. 25% 1

>25%  s.d 50%
2

>50%  s.d 75%
3

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.03.03 A la t U kur O verhau l
>0% s.d. 25%

1

>25%  s.d 50%
2

>50%  s.d 75%
2

>75%  s.d. 100%
3

1.3.2.04 A la t Pertan ian

1.3.2.04.01 A la t Pengolahan O verhau l
>0% s.d. 20% 1

>21%  s.d 40% 2

>51%  s.d 75% 3

1.3.2.05
A la t Kantor D an 

R um ah  Tangga

1.3.2.05.01 A la t Kantor
O verhau l

>25%  s.d. 50% 2

>50%  s.d 75%
3

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.05.02 A la t R um ah  Tangga
O verhau l

>0% s.d. 25% 1

>25%  s.d 50% 2

>50%  s.d 75% 3

>75%  s.d. 100% 5

1.3.2.05.03
M eja  D an Kursi 

K erja/R apat Pejabat 4
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1.3.2.10.02 Pera la tan  K om puter 5

1.3.2.06

A la t Studio, 
K om un ikasi D an 
Pem ancar

1.3.2.06.01 A la t Studio O verhau l
>0% s.d. 25%

1

>25%  s.d 50%
2

>50%  s.d 75%
2

>75%  s.d. 100%
3

1.3.2.06.02 A la t Kom unikasi
O verhau l

>0% s.d. 25% 1

>25%  s.d 50% 1

>50%  s.d 75%
2

>75%  s.d. 100%
3

1.3.2.06.03 Pera la tan  Pem ancar O verhau l
>0% s.d. 25% 2

>25%  s.d 50% 3

>50%  s.d 75% 4

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.06.04
Pera la tan  Kom unikasi 

N avigasi O verhau l
>0% s.d. 25% 2

>25%  s.d 50% 3

>50%  s.d 75% 4

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.07
A la t K edok teran  D an 

K esehatan

1.3.2.07.01 A la t Kedokteran O verhau l
>0%  s.d. 25% 0

>25%  s.d 50% 1

>50%  s.d 75% 2

>75%  s.d. 100%
3

1.3.2.07.02
A la t K esehatan  

U m um
O verhau l

>0% s.d. 25%
0

>25%  s.d 50% 1

>50%  s.d 75%
2

>75%  s.d. 100%
3

1.3.2.08 A la t Laboratorium

1.3.2.08.01
U n it A la t 

Laboratorium
O verhau l

>0% s.d. 25%
2

>25%  s.d 50%
3

>50%  s.d 75%
4

>75%  s.d. 100%
4

1.3.2.08.02

U n it A la t

Laboratoriu m  K im ia 

N uk lir

O verhau l
>0% s.d. 25%

2
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>25%  s.d 50% 4

>50%  s.d 75%
5

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.08.03
A la t Peraga P raktek  

Sekolah
O verhau l

>0% s.d. 25% 2

>25%  s.d 50%
4

>50%  s.d 75%
5

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.08.04

A la t Laboratorium  

F is ika

N u k lir  / E lektron ika

O verhau l
>0%  s.d. 25%

2

>25%  s.d 50%
4

>50%  s.d 75%
5

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.08.05

A la t P roteksi 

R ad ias i / Proteksi 

L ingkungan

O verhau l
>0%  s.d. 25%

2

>25%  s.d 50%
4

>50%  s.d 75%
5

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.08.06

R ad ia tion  App lica tion  

A n d  N on  D estructive 

T estin g  Laboratory  

La innya

O verhau l >0% s.d. 25%
2

>25%  s.d 50%
4

>50%  s.d 75%
5

>75%  s.d. 100%
5

1.3.2.08.07
A la t Laboratoriu m  

L ingkungan  H idup
O verhau l

>0% s.d. 25%
1

>25%  s.d 50%
2

>50%  s.d 75%
3

>75%  s.d. 100% 4

1.3.2.08.08

Pera la tan

Laboratorium

H ydrod in am ica

O verhau l
>0% s.d. 25%

3

>25%  s.d 50%
5

>50%  s.d 75% 7

>75%  s.d. 100%
8

1.3.2.08.09

A la t Laboratorium  

S tandarisas i K alibrasi 

D an  Instrum en tas i

O verhau l
>0% s.d. 25%

3

>25%  s.d 50%
5

>50%  s.d 75%
7

>75%  s.d. 100% 8

1.3.3 G edung dan 

B angunan
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1.3.3.01 G edu ng B angunan

1.3.3.01.01 B angunan  G edung 

Tem p at Kerja
R enovas i

>0%  s.d. 25% 5

>25%  s.d 50% 10

>50%  s.d 75%
15

>75%  s.d. 100%
50

1.3.3.01.02
B angunan  G edung 

Tem pat T ingga l
R enovas i

>0% s.d. 30%
5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.3.02 M onum en

1.3.3.02.01
C and i/Tugu  

Perin ga tan  / Prasasti
R enovas i

>0% s/d 30%
5

>30%  sd 45%
10

>45%  s/d 65%
15

1.3.3.03 B angunan  M enara

1.3.3.03.01 B angunan  M enara 

Peram bunan
R enovas i

>0% s.d. 30%
5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.3.04
Tu gu  T itik  

K on tro l/Pasti

1.3.3.04.01 T u gu /Tan da  Batas R enovas i
>0% s.d. 30%

5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4
Jalan , Jaringan  D an 

Irigasi

1.3.4.01 Ja lan  D an  Jem batan

1.3.4.01.01 J a lan R enovas i
>0% s.d. 30%

2

>30%  s.d 60%
5

>60%  s.d 100%
10

1.3.4.01.02 Jem batan R enovas i
>0% s.d. 30%

5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4.02 B angunan  A ir
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1.3.4.02.01 B angu nan  A ir  Irigasi R enovas i
>0% s/d 5% 2

>5%  s/d 10%
5

>10%  s/d 20% 10

1.3.4.02.02
B angunan  W adu k  

Pasang  Surut
R enovas i

>0% s/d 5%
2

>5% s/d 10%
5

>10%  s/d 20%
10

1.3.4.02.03

B angunan

Pengem bangan  Raw a 

D an  Polder

R enovas i
>0% s/d 5% 1

>5%  s/d 10%
3

>10%  s/d 20%
5

1.3.4.02.04

B angunan  Pengam an  

S u nga i/Pan ta i & 

Penan ggu lan gan  

B en cana A lam

R enovas i
>0%  s/d 5%

1

>5% s/d 10%
2

>10%  s/d 20%
3

1.3.4.02.05

B angunan 

Pengem bangan  

Su m ber A ir  D an A ir 

Tanah

R enovasi
>0%  s/d 5%

1

>5% s/d 10%
2

>10%  s/d 20%
3

1.3.4.02.06
B angunan  A ir 

B ers ih/A ir Baku
R enovas i

>0%  s.d. 30% 5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4.02.07 B angunan  A ir  K otor R enovasi
>0% s.d. 30%

5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4.03 Insta lasi

1.3.4.03.01
Insta las i A ir  Bersih  / 

A ir  Baku
R enovas i

>0% s.d. 30%
2

>30%  s.d 45%
7

>45%  s.d 65%
10
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1.3.4.03.02 Insta las i A ir  K otor R enovas i
>0%  s.d. 30% 3

>30%  s.d 45% 7

>45%  s.d 65% 10

1.3.4.03.03
Insta las i Pengolahan  

Sam pah
R enovas i

>0%  s.d. 30% 1

>30%  s.d 45% 3

>45%  s.d 65% 5

1.3.4.03.04
Insta las i Pengolahan  

B ah an  B angunan
R enovas i

>0% s.d. 30%
1

>30%  s.d 45%
3

>45%  s.d 65%
5

1.3.4.03.05
Insta las i Pem ban gk it 

L istrik
R enovas i

>0% s.d. 30%
5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65% 15

1.3.4.03.06
Insta las i G ardu 

L istrik
R enovas i

>0%  s.d. 30%
5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4.03.07 Insta las i Pertahanan R enovas i
>0%  s.d. 30%

1

>30%  s.d 45%
3

>45%  s.d 65%
5

1.3.4.03.08 Insta las i Gas R enovas i
>0%  s.d. 30%

5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4.03.09 Insta las i Pengam an R enovas i
>0%  s.d. 30%

1

>30%  s.d 45%
1

>45%  s.d 65%
3

1.3.4.04 Jaringan

1.3.4.04.01 J arin gan  A ir  M inum O verhau l >0%  s.d. 30%
2
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>30%  s.d 45%
7

>45%  s.d 65%
10

1.3.4.04.02 Jaringan  L istrik O verhau l
>0% s.d. 30%

5

>30%  s.d 45%
10

>45%  s.d 65%
15

1.3.4.04.03 Jaringan  Te lepon O verhau l
>0% s.d. 30%

2

>30%  s.d 45%
5

>45%  s.d 65%
10

1.3.4.04.04 Jaringan  Gas O verhau l
>0% s.d. 30%

2

>30%  s.d 45%
7

>45%  s.d 65%
10

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang 
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan 
penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode 
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban 
penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis 
sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus 
dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service 
potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN, 
ttd.

YUHRONUR EFENDI


